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Skripsi ini khusus kupersembahkan untuk
mama yang selalu memberikan semangat,
dukungan dan cintanya yang tak
berkesudahan serta atas segala kesabaran
dan pengorbanan sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini.
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To draam anything that you want to dream,
that is the beauty of the human mind.

To do anything that you want to do,

that is the strength of human will.

To trust your salf, to test your limits,
That is the courage to suceed !
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My Prayer

I asked God for strength that I might achieve,
I was made weak to humbly obey.

1 asked God for health that I might do greater things,
I was given infirmity that [ might do better things.

I asked God for riches that I might be happy,
I was given poverty that I might be wise.

I asked God for power that I might have the praise of men,
I was given weakness that § might feet the need of God.

T asked God for all things that I might enjoy life,
I was given life that I might cnjoy all things.

I got nothing that T asked for, but everything I had hoped for
Almost despised myselfl my unspoken prayers were answered,

I am among all men, most richly blessed......
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Bab I
PENDAHULUAN

1. Latar Belzakang : Permasalahan dan rumusan permasalahan.

Dalam menunjang cita-cita kemandirian dalam pembiayaan bernegara serta
dalam rangka melepaskan keterikatan Negara Republik Indonesia dari utang luar
negeri yang semakin menumpuk, pemernntah secara berkesinambungan
meningkatkan penerimaan negara melalui berbagar sektor datam hal ini adalah
pada sekior perpajakan. Perpajakan merupakan lahan yang strategis bagi upaya
pembiayaan terhadap negara baik ditujukan bagi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
{APBD) melalui pemungutan pajak.

Kebijaksanaan pemungutan pajak meskipun di satu sisi memberikan manfaat
berupa pemasukan dalam penerimaan negara namun hal tersebut tidaklah terlepas
dari peneckanan fungsi budgeter dan fungsi reguler dari pajak. Seperti yang kita
ketahui, keberadaan pajak merupakan sektor yang penting dalam menopang
perekonomian suatu negara. Dalam hal in, pajak bersinggungan secara langsung
dengan kehidupan rakyat yang menanggung beban pajak melalui mekanisme
pemungutan pajak. Pajak bertumpu pada dua dimensi secara sekaligus yaitu
dimensi kepentingan umum dan dimensi kepentingan individu. Disim diharapkan
fungsi budgeter dan pajak dapat tercapa: secara maksimal dan kontinu dengan

tetap memperhatikan hak-hak individual dan rakyat.
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Rochmat Soemitro menjelaskan mengenai definisi pajak dalam bukunya yang
begjudul Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (1990:5) sebagai
berikut : “Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa tisnbal (kontraprestasi), yang
langsung dapat dityjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran
umum ', Jadi disini pajak diartikan sebagai suatu kewajiban dari rakyat kepada
pemerintah yang dipaksakan oleh undang-undang tanpa adanya sesuatu (imbal
balik) yang diberikan oleh pemerintah. Pajak dapat dikatakan pula sebagai
kewajtban searah dari warganegara kepada pemerintah yang dikukuhkan dalam
figur hukum yaitu hukum perpajakan.

Dan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-cin
yang melekat pada pengertian pajak adalah :*
1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang
sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi
individual oleh pemerintah. |
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemenatah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dan
pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public

investment.

'Waluyo dan Wirawan B. llyas, Perpajakan Indonesia, Edist Pertama, Salomba Empat, Jakarta,
2002, b. 5.

? thid, h.6.
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5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

Pajak mengalami perkembangan yang cukup signiftkan dani tahun ke tahun
baik untuk pajak yang dipungut di wilayah pusat maupun pajak yang dipungut di
daerah. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya pembaharuan yang dilakukan &
bidang aturan hukumnya. Perubahan konstruksi hukum dalam peraturan
perpajakan adalah untuk melengkapi peraturan perpajakan yang telah ada
sebelumnya sesuai dengan tujuan dari reformasi pajak (tax reform) itu sendin.
Tujuan utama dari pembaharuan perpajakan mepurut Menten Keuangan Republik
Indonesia, Bapak Radius Prawiro adalah "untuk lebih menegaikan kemandirian
kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebth mengarahkan
segenap potensi dan kemampuan dar dalam negen, khususnya dengan cara
meningkatkan penerimaan negara metalul perpajakan dan sumber-sumber di luar
minyak bumi dan gas alam.” .’

Dengan adanya pernyataan demikian maka pos-pos penerimaan negara dapat
ditambah dari sektor yang berbeda.

Pajak yang wilayah pemungutannya dilakukan di pusat telah terlebih dahulu
mengalami perkembangan, dapat dicermati dan perubahan yang dilakukan dalam
konstruksi peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan dengan adanya
tax reform (reformnasi perpajakan). Perubahan tersebut dilakukan terhadap
Undang-Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Keteatuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak

* Rochmat Soemitro, Fengantar Singhat Hukurm Pajak, Cet I, PT Eresco, Bandung, 1992, h.28.
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Penghasilan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak penjualan atas barang mewah, Undang-Undang
Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta
Undang-Undang Nomor 19 tahua 1997 tentang Penagihan pajak Penghasiian
dengan Surat Paksa. Beberapa Undang-Undang tersebut kemudian diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 6 Tabun 1983, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang
perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Undang-Undang
Nomor 18 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983,
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 1997, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomeor 21 Tahun 1997

Sedangkan pada pajak yang wilayah pemungutannya dilakukan di daerah
dirasa mengalami keterlambatan mengenai perubahan atutan hukumnya. Pajak
dan retribusi daerah mﬁlai menunjukkan eksistensinya semenjak diubahnya
Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun
2000. Hal imi dintlai tidak adil dikarenakan keberadaan pajak daerah juga
mempunyal posist yang tidak kalah penting dibandingkan dengan pajak pusat,
pajak yang dipungut di masing-masing daerah akan memiliki andil dalam
menambah Pendapatan Asli Daerah yang bersangkutan dalam melaksanakan
kegiatan pemerintabannya sehari-han  selain itu pajak daerah juga

menyumbangkan kontribusi bagi negara dalam membiayal kegiatan pemerintahan

SKRIPSI PAJAK HIBURAN SEBAGAI .. FRANSISCA ANGGRAINI H.




IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

dalam jangkauan yang tebih luas.

Dibentuknya Undang Undang tentang Pemenntahan Daerah telah membawa
nuansa baru dalam penyelenggaraan Pemenntahan Daerah. Sebuah paradigma
baru telah membawa perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Hal ini membawa konsekuenst pula bagt perubahan di sektor perpajakan
karena dengan adanya kedua Undang-Undang tersebut (Undang-Undang tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang tentang Pajak dan retribusi daerah).

Surabaya adalah salsh satu kota yang memiliki predikat metropolis selain
kota Jakarta, setring dengan pesatnya pertumbuhan dan perkembangan kota
menyebabkan bertambahnya kebutuhan masyarakat akan berbagai hal dan salah
satu diantaranya adalah kebutuhan akan hiburan. Perkembangan yang ada bukan
hanya menyentuh sektor perdagangan dan industri saja melainkan bidang hiburan
juga berkembang dengan pesat, melihat animo masyarakat kota yang semakin
meningkat akan kebutuhan hiburan menyebabkan semakin banyak dijumpainya
tempat-tempat hiburan seperti diskotik, kiab malam, bioskop, pertunjukan musik
atau kesenian yang ditawarkan. Semakin banyaknya tempat-tempat hiburan yang
dibuka menyebabkan Pemerintah Kota Surabaya meilihat bahwa hiburan
merupakan lahan yang potensial bagi pendapatan aslhi daerah yaitu melalui
pengenaan pajak hiburan. Intlah yang melatarbelakangt dan terbentuknya
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan.

Dalam kenyataannya di {apangan mengenai pengaturan pajak hiburan masih

jauh dan apa yang dicita-citakan oleh pemerintah dacrah terutama mengenal
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permasalahan Pajak Hiburan, Inilah yang akan diteliti yakni adanya kesenjangan
antara sesuatu yang dicita-citakan dengan yang dituangkan dalam Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan dengan
penerapan dan penegakannya di masyarakat.
Berdasarkan uratan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan
ditelitt adalah sebagai berikut :
1. Apakah pemungutan pajak hiburan di kota Surabaya sudah sesuai dengan
prosedur yang berlaku ?
2. Apakah ada solust untuk memecahkan hambatan vang dihadapt oleh
Pemenntah Kota Surabaya dalam pemungutan pajak lsburan (sesuai

dengan prosedur yang beriaku) ?

2. Penjelasan Judul.

Judut pada skripsi ni adalah “Pajak Hiburan Sehagai Salah Satu Sumber
Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya” makna dan pengertian dari judul
tersebut akan dijelaskan pada bab ini schingga nantinya akan menghasilkan
sebuabh kesatuan pengertian pada pembahasan pada bab-bab bertkutnya.

Pengertian Hukum Pajak menurut R Santoso Brotodihardjo, S.H (1997 : (1),
adalah “ Keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang
pemerintah untuk mengambil kekayaan sescorang dan menyerahkannya kembali
kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dan

hukum pubhik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara dan
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orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak
(selanjutnya sening disebut wajib pajak).”

Pajak hiburan yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak atas
penyelenggaraan hiburan.*

Hiburan adalah jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan dan /
atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati
oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas
untuk berolahraga ’

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari
sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan
Dacrah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.®

Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang
menyelenggarakan hiburan di tempat hiburan dengan dipungut bayaran.”

Porporasi adalah tanda (plong) mesin porporasi yang harus disertakan atas
tanda masuk sebagai tanda sah bukti pembayaran pajak.®

Obyek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut
bayaran.’

Subyek pajak tuburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan

atau menikmati hiburan !

* Peraturan Daerah Kota Surabays Nomor 9 tahun 2002 tentang pajak hiburan.

3 Ibid pasa) | angka 7.

S Penjelasan pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan
keuangan antara pemerintah pusat dan daerah,

7 Ibid pasal | angka 11.

¥ Ibid pasal 1 angka 13,

® Ibid pasal 2 ayat 2.
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Wajib pajak Hiburan adalah orang pribadi  atau badan vyang

menyelenggarakan hiburan.

3. Alasan Pemiliban Judul.

Dari sekian banyak pajak yang dikenakan oleh daerah, pajak hiburan lebih
menartk untuk diteliti dikarenakan Surabava sebagai kota metropolis kedua
setelah lakarta diperkirakan untuk tahun mendatang mengalami perkembangan
yang cukup pesat dalam bidang hiburan, dimana dengan semakin banyak
dibukanya tempat hiburan akan menambah income dan Pemerintah Kota
Surabaya melalui pengenaan pajak hiburan, Sesuai dengan judul vang dipilih,
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan
memiliki peranan penting sebagai pedoman dalam pengenaan pajak hiburan
dimana dalam kenyataan di lapangan pemungutan pajak hiburan tidaklah terlepas
dari permasalahan cara pemungutan juga hambatan-hambatan vang menyertai.

Skripsi ini juga membahas mengenai keberadaan pajak dalam memberikan
pengayoman berupa keadilan bagt wajib pajak yang pengenaan pajaknya tidak

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

4. Tujuan dan manfaat penualisan.

Tujuan dari penulisan skripst ini terdini dan tujuan umum dan tujuan khusus.

Y Ibid pasal 3 ayat 1.
" 1hid pasal 3 ayat 2.
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Tujuan umum :

Melengkapi salah satu tugas yang merupakan syarat untuk memperoleh getar

Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Tujuan Khusus :

a) Mengetahui mekamisme pengenaan pajak hiburan dan hambatan-hambatan
vang dihadapi oleh Pemerintah Kota Surabaya baik itu hambatan substansi
maupun hambatan operasional dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak
hiburan.

b) Memperkaya dan menambah wawasan tentang pajak hiburan guna
penyempurnaan dan pengoptimalan kinerja serta peranan dari Pemerintah
Kota Surabaya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asit Daerah pada
khususnya dan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada umumnya.

c) Bagi kalangan akademisi hukum terutama bagi mercka vang bergerak di
bidang perpajakan, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah
pengetahuan dalam bidang pajak khususnya mengenai pajak hiburan di Kota

Surabaya.

5. Metode.
1. Pendekatan masalah

Skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode pendekatan yundis normatif
dengan pendekatan empiris yaitu untuk mengetahui sejauh mana aturan-aturan

hukum dapat berfungsi sebagai pengendali sosial dan menyelesaikan masalah-
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masatah yang berkaitan dengan pajak hiburan di lapangan. Skripsi ini
membandingkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan
dengan fakta hukum yang terjadi di fapangan.

2. Sumber hukum

a) Sumber hukum primer.

Penulisan sknpsi 1ni dengan melakukan pendekatan dan peraturan perundang-
undangan yattu Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang
Pajak Hiburan dan peraturan pelaksana yang terkait dengan pemungutan pajak
hiburan di Kota Surabaya. Selain itu dilakukan pengambilan data yang bersumber
dar aparatur atau pelaksana pemungutan pajak hiburan di Kota Surabaya melalut
wawancara langsung dengan fiscus (petugas pajak).

b} Sumber hukum sekunder.

Dengan melakukan studi kepustakaan terhadap buku-buku yang berhubungan
dengan permasalahan pajak daerah, artikel yang berhubungan dengan kedua
masalah tersebut, koran, skripsi vang berkaitan dengan materi pembahasan
maupun disertasi ilmiah di bidang perpajakan. Selain itu dilakukan browsing
(penelusuran} melalui internet pada situs-situs tertentu mengenai perpajakan dan
juga dilakukan wawancara terhadap petugas pajak (fiscus) di Dinas Pendapatan
Kota serta petugas pajak di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) wilayah
Surabaya Selatan dan Surabaya Pusat.

3. Prosedur Pengumpulan dan pengolahan sumber bahan hukum.

Dalam pencarian data yang dibutuhkan dan cara pengolahan data-data yang

SKRIPSI PAJAK HIBURAN SEBAGAI .. FRANSISCA ANGGRAINI H.



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ada dalam penulisan ini diolah dengan :
a) Sumber hukum primer

Pencanian data yang telah berhasil dikumpulkan meialui buku-buku, literatur
yang berkaitan dengan pokok bahasan, peraturan perundang-undangan yang
berkaitan sebagai data pemecahannya
b} Sumber hukum sekunder.

Wawancara dengan petugas pajak (fiscus) pada Dinas Pendapatan Kota di
Kotamadya Surabaya serta wawancara dengan petugas pajak di dua wilayah
pemungutan pajak hiburan yaitu cabang Surabaya Sclatan dan Surabaya Pusat.
Penelitian ini difengkapi pula dengan tehnik penjelajahan situs-situs tertentu di
Intemet yang membahas atau memuat artikel tentang pajak hiburan beserta
perkembangannya.
¢} Analisa sumber hukum.

Untuk menganalisa data yang telah diperoleh, baik dari studi di lapangan
maupun studi kepustakaan, dilakukan atas data yang ada. Penulis menggunakan
metode deskriptif kualitatif sebagal analisa data yaitu mengumpuikan data yang
ada atau fakta yang ada baik dari studi kepustakaan maupun dart studi lapangan
yang kemudian dianalisa dan dicari penyelesaiannya berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku kemudian baru ditank kesimpulan sehingga

data-data yang ada nantinya akan menambah kevalidan bahan hukum.
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6. Pertanggungjawaban sistematika penulisan.

BAB 1 berisi tentang pendahuluan yang terdiri dan permasalahan, latar
belakang, dan rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul,
maksud dan tujuan penulisan, metodologi serta pertanggung jawaban sistematika
penulisan. Pendahuluan perlu diletakkan pada bab 1 karena perlu diketahui oleh
pembaca apa sebenamya latar belakang penulis memilih masalah dan judul
tersebut sehingga pembaca dapat memiliki gambaran yang jelas mengenai apakah
sebenammya yang akan dibahas lebih lanjut dalam bab-bab berikutnya
Pendahuluan ini juga bertujuan agar pembaca dapat mengetahui mengenai istilah-
istilah yang akan digunakan dalam pembahasan supaya tidak menimbulkan
interpretast yang berbeda antara satu dengan yang lain,

BAB I benisi mengenai otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, ketentuan
umum pengenaan dan pemungutan pajak daerah, prosedur pemungutan pajak
hiburan, teknis perhitungan pemaungutan pajak hiburan, target realisast pajak
hiburan di Daerah Tingkat lf Kota Surabaya.

BAB I berisi mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah
Kota Daerah Tingkat [ Kota Surabaya dalam menjalankan tugasnya beserta upaya
untuk mengatasinya.

BAB IV berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran diletakkan
pada akhir penulisan karena merupakan penyelesaian dart permasalahan yang ada,
yang pada akhimya mengarah pada saran sebagai jalan keluar dari permasalahan

yang ditulis.
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BAB H

PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

1. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1999 telah menyebabkan perubahan yang mendasar tentang
pengaturan hubungan antara pusat dengan daerah hal int diantaranya tercermin
dalam hubungan keuangan antara pusat dengan daerah ataupun administrasi
pemerintahan, hal inilah yang dikenal dengan otonomi daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah
salah satu landasan yundis bagt pengembangan otonomi daerah di Indonesia.
Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomti pada daerah
kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip
demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta
memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. "

Desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan
mengurus wrusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh Pemerintah
Pusat, meiainkan dilakukan juga oleh saﬁxamsatuan pemerintahan yang lebih

rendah, baik dalam bentuk satuan teritorial maupun fungsional. Satuan-satuan

12 Mardiasmo, (tonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Edisi |, Andi, Yogyakaria, 2002, h.8.
13

SKRIPSI PAJAK HIBURAN SEBAGAI .. FRANSISCA ANGGRAINI H.



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

14

pemerintahan yang lebih rendah diserahi dan dibiarkan mengatur dan mengurus

sendiri sebagian urusan pemerintahan. '’

Kewenangan dacrah yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemenintahan Dacrah menunjukkan betapa luasnya
wewenang yang dibertkan kepada daerah, karena pasal 7 tersebut menggunakan
teori residu (sisa), yaitu ;'

(1) Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh  bidang
pemerintah, kecualt kewenangan dalam bidang politik uar negen, pertahanan
keamanan peradilan, moneter dan fiskal agama serta kewenangan bidang
fain;

(2) Kewenangan bidang lain, scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendslian pembangunan
nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem admimistrasi
negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan
sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta tcknologi
tinggl yang strategis, konservasi dan standartdisasi nastonsl.

Pasal 9 Undanp-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
menjelaskan mengenat Kewenangan provinsi sebagai Daerah Otonom yang
meliputi kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten

dan Kota, serta kewenangan bidaag tertentu lainnya yang kemudian dijelaskan

'3 Philipus M. Hadjon, et. 3), Penganiar Hulum Adwinistrasi, Gajah Mada University Press, Cet
IV, 1995 h.il2

" Lidik Pudjiastuti, Kewenangan Pelayanan Perizinan di Pemerintah Kota Surabaya dengan
Diberlakukamma Undang-Undang Nomor 22 Tabun 1999, Yundika volume 18 No 6, 2003, b.561.
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dalam penjelasan pasal 9 ayat 1. Yang dimaksud dengan kewenangan bidang
pemerintahan tertentu lainnya adalah :

a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro,

b. Pelatihan bidang tertentu, alokasi sumber daya manusia potensial, dan

penelitian yang mencakup wilayah provinsi.

c. Pengelolaan pelabuhan regional.

d. Pengendalian lingkungan hidup;

e. Promosi dagang dan budaya/pariwisata;

f. Penanganan penyakit menular dan hama tanaman; dan

g. Perencanaan tata ruang provinsi.

Pada pasal 9 ayat 2 menjelaskan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh
provinst sebagai daerah otonom adalah meliputi juga kewenangan yang belum
dapat dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota namun tentu saja hal
tersebut harus didahului oleh pernyataan dari Daerah Kabupaten atau Daerah Kota
yang bersangkutan.

Kewenangan pada Daerah Kabupaten dan Deersh Kota dijelaskan pada pasat
Il ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa
Kewenangan Dacrah Kabupaten atau Kota mencakup kewenangan yang diatur
dalam pasal 9 dan yang dikecualikan dalam pasal 7. Penjelasan pasal tersebut
menjelaskan bahwa kewenangan pada dasamya sudah berada pada Daerah
Kabupaten atau Kota dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang

Pemerintah Daerah karena itu penyerahan kewenangan tidak perlu dilakukan

SKRIPSI PAJAK HIBURAN SEBAGAI .. FRANSISCA ANGGRAINI H.



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

16

secara aktif, tetapidilakukan melalui pengakuan oleh pemerintah.

Sedangkan pada ayat 2 diatur mengenai bidang pemerintzhan yang wajib
difaksanakan olch Daerah Kabupaten dan Dacrah Kota yang meliputi pekerjaan
umum, pendidikan dan kebudayaan, pertgnian perhubungan, industri dan
perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan
tenaga kerga. Penjelasan ayat 2 menjabarkan mengenat hal tersebut sebagai
bertkut i
“Tanpa meogurangi arti pentingnya prakarsa Daerah dalam penyelenggaraan
otonominya, untuk menghindarkan terjadinya kekosongan penyelenggaraan
pelayanan dasar kepada masyarakat, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota wajib
melaksanakan kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu menurut pasal
ing, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Kewenangan vang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota

tidak dapat dialthkan ke Dacrah Provinsi.

Khusus kewenangan daerah Kota disesuaikan dengan kebutuhan perkotaan, antaca

lain, pemadam kebakaran, kebersihan, pertamanan, dan tata kota.”

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah
mengatur hal sebagai berikut ;

(1) Pemerintah dapat menugaskan kepada Daerah tugas-tugas tertentu dalam
rangka tugas pembantuan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta
sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan
mempertanggunglawabkarmya kepada Pemerintah.

(2) Setiap penugasan, sechagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan.

Kebijakan otonom: daerah tersebut membawa konsckuens: bahwa daerah
mempunyat keleluasaan yang cukup tinggi serta adanya diskresi penuh dalam
pemanfaatan sumber-sumber utama pembiayaan guna mendukung pelaksansan

pembangunan di dacrah masing-masing. Perubahan tersebut mengarahkan agar
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masing-masing daerah mulai menyadari dan menggali potensi-potensi vang
terkandung dalam wilayah masing-masing uatuk kemudian dimanfaatkan bagi
pemasukan Pendapatan Asli Dacrah (PAD). Namun kebijakan yang terkandung
dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tidaklah semata-mata untuk
menambah tacome bagi Pendapatan Asli Daerah saja melainkan juga ditujukan
sebagal mesin penggerak bagi perekonomtan daerah yang harus sinergis dengan
daerah lainnya untuk mewujudkan pemerataan perckonomian vang berkeadilan,
Dasar hukum dart pengaturan meangenst pendapatan daereh dimuat dalam
pasal 79 Undang-undang Nomeor 22 Tahun 1999 vang menyatakan bahwa Sutnber
Pendapatan Daerah terdiri darti :
a) Pendapatan astt daerab, yaitu
1. Hasil pajak dacreh
2. Hasil retribust daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan, dan
4. Lain-iain pendapatan asli dacrah yang sah.
b) Dana perimbangan
¢} Pijaman daerah
d) Lain-lain pendapatan dacrah yang sah
Pajak dacrah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta
yang nyata dari masyarakat khususnya dalam penyelengparaan otonomi daerah.

Pajak dan Retribusi daerah ini merupakan sumber pendapatan dacrah yang sangat
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penting dalam membiayai penyelenggaraen pemerintahan dan pembangunan

daerah. Oleh karena itu penggalakan dari pemerintah untuk menggali dan mencan

potensi dari masing-masing dacrah adalah upaya vang signifikan dalam
peningkatan dan penerimaan Pendapatan Astt Daerah.

Pasal 82 ayat | Undang-Undang Nomor 22 Tahun 22 tentang Pemenintah
Dacrah jo pasal 5§ ayat | Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
perimbangan keuangan antara pemen'ntah pusat dan dacrah menyatakan bahwa
pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang.

Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia sesuai dengan kedua Undang-
Undang tersebut pada dasarnya bertujuan untuk :"°
a) Menjaga kesinambungan kebijaksanaan fiskal (fiscal sustainability) dalam

konteks kebijaksanaan ckonomi makro.

b) Mengoreksi vertical imbalance, yaitu untuk memperkecil ketimpangan yang
terjadi antara keuangan Pemermntsh Pusat dan keuangan dacrah yang
ditakukan dengan memperbesar taxing power daerah.

¢} Mengkorcksi horizontal imbalance yaitu ketimpangan antar daerah dalam
kernampuan keuangannya, dimana relatif masih sangat bervartasi kemampuan
keuangan antar dacrah.

d) Menngkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam rangka
peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.

e} Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

¥ Kadjatmiko, “Dinamika Sumber Keuangan Bagi Daersh Dalam Rangka Otonomi Daersh”,
Prosiding Workshop International, FISIP Universitas Katolik Parahyangan, 2002, h.73.
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) Meningkatkan partisipast masyarakat dalam pengambilan keputusan di sektor

publik.

2. Ketentuan Umum Pengenaan dan Pemungutan Pajak Daerah.

Ketentuan mengenai pajak yang dipungut untuk kepentingan negara diatur
dalam pasal 23 (a) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “pajak dan
pungutan lain yang berstfat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan
Undang-Undang.”. Hal int diatur demi terwujudnya kepastian hukum dan jugs
perlindungan hukum bagtl setiap warga negara yang dikenai pemungutan pajak
serta untuk mewujudkan keadilan baik bagi negara maupun bagi Warga Negara
Indonesia. Dengan adanya keteatuan tersebut meka negara dalam memungut
pajak dan warga negaranya tidak boleh dilakukan secara semena-mena dan harus
sesuai denpan peraturan perundangan yang mengatur (dalam hal ini adalah
peraturan di bidang perpajakan).

Pajak ditinjau menurut wewenang pemungutannya dibagi menjadi dua yaitu
pajek pusat dan pajak dacrah. Pajak Pusat adalah pajak vang wilayah
pemungutannya dilakukan di pusat dan pihak yang berwenang untuk melakukan
pemungutan adalah pemerintah pusat. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut di
wilayah dacrah dan yang berwenang adalah pemerintah dacrah. Kriteria pajak
dacrah secara spestifik diuratkan oleh K.J. Davey (1988) dalam bukuaya Financing

Regional Government, yang terdin dan 4 (empat) hai yaitu 6

1 Kesit Bambang Prakoss, Pajak dan Retribusi Daerah, Ul Press, Yogyakarta, 2003, h.2.
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1. Pajak yang dipungut oteh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan dari

daerah sendiri.

2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi

pencetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.

3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah

4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi

hastl pungutannya diberikan kepada pemerintah dacrah.

Untuk mendukung kebijakan otonomi dacrah khususnya dalam sektor
perpajakan maka pemerintah melakukan berbagai kebijakan pajak daerah dan hal
im terwujud dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak
dacrah dan retribust daerah. Pasal 4 ayat | Undang-1Indang ini menyatakan bahwa
segala pengaturan mengenai pajak daerah diatur dengan Peraturan Daerah
Apabila dibandingkan dengan pajak pusat maka dapat dilihat perkembangan pajak
dacrah mengalami keterlambatan dalam hal pengaturannya, pajak pusat lebih
dahulu menunjukkan kemajuan dalam pengaturannya dengan dikeluarkannya -
undang-undang perpajakan pada tahun 1983 yang membawa nuansa reformasi
pajak sedangkan pemenintah baru menaruh perhatian untuk pengaturan pajak yang
dipungut di dacrah sckitar tujuh belas tahun kemudian yaitu dengan adanya
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 beserta peraturan pelaksana yang

menyertainya.
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Tujuan dari Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adatah ; '’

1. Menyederhanakan berbagai pungutan daerah dalam rangka mengurangg
ekonomi biaya tinggi.

2. Menyederhanakan sistem dan administrasi perpajakan dan retribusi dacrah
untuk memperkuat fondasi penerimaan daerah khususnya Dati I, dengan
mengefektifkan jenis pajak dan retribusi tertentu yang potensial.

Tujuan dari Undang-Undang mengenai Pajak dan Retribusi Dacrah adalah
dalam rangka penyederhanaen dan beragamnya pungutan dacrah vang ada
sebelum diberlakukannya undang-undang tersebut. Begitu bervariasinya obyek
pengenaan pajak daerah, retribusi jasa umum dan jasa usaha, serta retribusi
perizinan tertentu sebelum diberlakukannya undang-undang Pajak Dacrah dan
Retnibusi Dacrah menyebabkan pemungutan menjadi kurang efektif dan efisien.
Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut maka obyek pengenaan pajak
dan retribusi daerah lebih dirampingkan dan hanya terfokus pada obyek pajak
dan retribusi dacrah yang potensial untuk menambah penerimaan dacrah saja.
Selain itu, Undang-Undang ini juga bertujuan untuk menyederhanakan sistem dan
administrast perpajakan dan retribusi daerah agar tidak terlalu rumit serta dapat
dengan mudah dipahami bagi fiscus dan bagi Wajib pajak.

Selain tujuan yang dikemukakan tersebut ada tujuan lain dan penyempumaan
undsng-undang pajak yaitu dalam rangka ckstensifikasi dan intensifikasi

pengenaan dan pemungutan pajak yang sekaligus merupakan upaya pemingkatan

'" Eriy Suandi, Hukume Pajak, Edisi kedug (revisi), Salemba Empat, Jakarta, 2002, h.257.

SKRIPSI PAJAK HIBURAN SEBAGAI .. FRANSISCA ANGGRAINI H.




IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

22

keadilan beban pajak, penghapusan fasilitas pajak vang tidak memiliki landasan
hukum yang akan merugikan perekonomian nasional dan menutup peluang-
peluang penghindaran pajak (loophofes).'

Secara normatif sesuai dengan prinsip good tax policy, tethadap kegiatan
ekonomi sistem perpajakan harus netral dan tidak ada distorsi agar sumber daya
optimal dan sesuai dengan dinamika pasar dan pajak dapat mendorong atau
mengendalikan, Untuk itu, sesuai dengan fuagsi regulerend secara umum dapat
dinyatakan bahwa sistem pajak hams dapat mendorong investasi dari luar serta
mengamankan penerimtaan nepgara. Dalam tax reform 2000 fungst regulerend
telah memperhitungkan kepentingan dumia bisnis antara lain peningkatan
pelayanan, penyederhanaan prosedur, kepastian hukum, keadilan, serta fasilitas
investasi untuk mendorong kegiatan investasi.'”

Sedangkan untuk menjalankan funpgsi budgetair sebagai pilar utama
penerimaan negara, dilakukan dengan mempertuas cakupan subjek dan objek
pajak, dan meminimalkan kemungkinan transfer pricing dan pembatasan
pengenaan pajak penghasilan final. Semua kebijakan ini dalam jangka panjang
diharapkan dapat meningkatkan tax comphance, meningkatkan tnvestas:t dan
pencrimaan negara untuk menuju kemandirian pembiayaan pembangunan ”

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dilaksanakan dengan Peraturan
Pemerintah yang mendukung yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001

tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 200! tentang

¥ hidh115
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Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tepatnya pada pasal 3
ayat | dan 2 meqjelaskan lebih lanjut tentang pembagian pajak daerah menurut
wilayah pemungutannya. Vajak yang dipungut i dacrah dibedakan menjadi dua
bagtan yaitu pajak propinst dan pajak kabupaten atau kota. Pajak propinsi masih
dibagi lagt menjadi beberapa bagian vaitu

a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

c} Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

d} Pajak pengambilan dan pemanfaatan awr bawah tanah dan air permaukaan.

Sedangkaa uatuk pajak yang dipungut di wilayah kabupaten meliputi :

a) Pajak hotel.

b} Pajak restoran.

¢) Pajak hiburan.

d) Pajak reklame.

e) Paiak penerangan jalan.

£} Pajak pengambilan bahan galian golongan C.

Sepertt yang telah dikemukakan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2000 bahwa pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah dan
prinsip yang digunakan mengenai kebijakan pemungutan pajak adalah bharus
diupayakan supaya tidek ada benturan dalam pengenaan pungutan pajak di pusat

dengan di daerah karena secara langsung hal tersebut akan mengakibatkan

Y Ibid,
B 1bid,
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pungutan berganda vang pada akhirnya akan menimbulkan kerancuan dalam
pengaturan maupun pelaksanaan pemungutan pajak di pusat dan daerah.

Pajak yang dipungut di tingkat propinsi ini bersifat limitatif (terbatas) yang
berarh bahwa propinst tidak dapat memungut pejak yang berbeda dari apa yang
telah ditetapkan dan hanya dapat menambah varian retribusi lainnya namun harus
tetap sesuai deagan pengaturan Undang-Undang yang mengatur mengena: hal
tersebut.

Adanya pembatasan jenis pajak yang dapat dipungut oleh propinsi terkait
dengan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom yang terbatas yang hanya
meliputt kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas daerah
Kabupaten atau Kota dan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan
dacrah Kabupaten atau Kota, serta kewenangan bidang pemerintahan tertentu.
Namun demikian, dalam pelaksanaannya propinsi dapat tidak memungut jenis
pajak yang tefah ditetapkan tersebut jika dipandang hasilnya kurang memadai >

Pajak yang diklasifikasikan dalam wilayah pemungutan Kabupaten atau Kota
tidak dibatasi seperti halnya pajak propinsi hal ini dapat diartikan bahwa daerah
yvang bersangkutan memiliki peluang vang seluas-luasnya untuk menggah dan
menentukan Pendapatan Asli Daerahnya selain dari hal yang telah ditetapkan
dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Penetapan pajak yang akan

dipungut pada wilayah Kabupaten atau Kotz ini harus memenuhi kriteria yang

3 Tjip Ismaif, “ Optimalisasi Pgjak Daergh dan Retribusi Daerah dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Daeral™, Prosiding Workshop Internationad, FISIP Universitas Katolik Parahyangan,
2002, h.)25.
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telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut dan tidak boleh menyimpang

dari ketentuan yang ada. Kriteria yang dimaksudkan meliputi 22

a.

b.

Bersifat Pajak dan bukan termasuk dalam retribusi;

Objek pajak terletak dalam arez atau wilayah daerah
Kabupaten atau kota yang bersangkutan dan hanya memberikan
pelayanan pada masyarakat di wilayah daerah Kabupaten atau
Kota yang bersangkutan;,

Obyek dan pengenaan pajaknya tidak bertentangan dengan
kepentingan umum;

Tidak termasuk dalam obyek pungutan pajak propinsi ataupun
pajak pusat,

Memiliki potensi yang cukup memadai dan cukup potensial.
Tidak memberikan dampak negatif bag perekonomian di
daerah yang dipungut pajak;

Memperhatikan atau sefalu mengedepankan aspek keadilan dan
aspek kemampuan masyarakat untuk menanggung beban pajak
vang akan dikenaken;

Memperhatikan dan melestarikan aspek lingkungan hidup yang

berada pada dacrah sekitar.

Prinsip-prinsip umum perpajakan daerah setidaknya memenuhi kritena

umum mengenat perpajakan dacrah sebagat berikut

2 {ndang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah,
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1. Pengenaan pajak daerah harus berlaku secara elastis beratti pemungutan
pajak harus disesuatkan dengan tingkat pendapatan yang diterima oleh
masyarakat, dapat juga diartikan bahwa pajak dacrah harus fleksibel
mengikuti perkembangan tingkat pendapatan masyarakat sebagai obyek
dari pengenaan pajak daerah itu sendiri.

2. Prinsip adil dan merata baik dalam tingkat vertikal maupun horizontal
yang berartt bahwa pajak yang dikenakan harus sesuai dengan tingkatan
masyarakat dan secara horizontal berarti setiap orang yang menjadt subyek
pengenaan pajak daerah dikenakan pajak secara merata dan tidak ada
diskriminasi antara satu dengan lainnya schingga tidak ada salah satu
kelompok yang masuk dalam kelompok wajib pajak namun dalam
kenyataannya ta kebal tethadap pengenaan pemungutan pajak tertentu.

3. Admunistrasi yang sederhana, tidak berbelit-belit, mudah datam
perhitungannya, pembernian pelayanan yang memuaskan bagt dini wajib
pajak.

4. Pajak dacrah secara politis harus dapat diteima olech masyarakat yang
bersangkutan. Disim pajak menjangkau beraneka ragam dimensi yaitu
dimensi ekonomi, politis dan hukum. Secara politis pajak adalah isu yang
sering dikumandangkan dan hal ini berakbhir pada hukum apabiia
keinginan politis tersebut dilegalisasi dengan peraturan perundangan yang
dibuat dan disetujui oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Peraturan

perundangan mengenai pajak daersh indah yang kemudian akan

SKRIPSI PAJAK HIBURAN SEBAGAI .. FRANSISCA ANGGRAINI H.



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PAJAK HIBURAN SEBAGAI .. FRANSISCA ANGGRAINI H.




IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

27

diterapkan dalam masyarakat pada suatu daerah tertentu. Disini
masyarakat sebagat target dan pemungutan pajak daerah harus menyetujui
sebab merekalah yang nantinya akan menjadi target pajak yang
sebelumnya telah ditentukan dalam peraturan perundangan.

Peraturan perundang-undangan {ain yang juga mengatur tentang pajak-pajak
daerah adalah Keputusan Menten Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang
Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah. Maksud dikeluarkanaya
Keputusan Menteri tersebut tertuang dalam konsideran bagian a dan b yaitu
bertujuan untuk efektivitas dan optimalisasi pemberian biaya pemungutan Pajak
Daerah sebagat pelaksanaan dari pasal 76 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2001 tentang Pajak Dacrah maka dipandang periu untuk meacrbitkan
perubahan atas Keputusan Menten Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 tentang
Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah, dan perubahan peraturan
tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Neger.

Dalam rangka melakukan pemungutan pajak di daerah diperlukan biaya
untuk membanfu terlaksananya tugas aparst pemuangut pajak, biaya yang
dipertukan untuk tetap menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas tentu tidaklah
sedikit dan dalam hal ini Pemerintah Daerah harus mengalokasikan dans tertentu
" untuk mewujudkannya. Pemerintah mengatur hal tersebut dalam suatu perundang-
undangan yaitu tercermin dalam Keputusan Mentert Dalam Negen Nomor 35
Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah. Tujuan

dan dikeluarkannya peraturan tersebut adalah untuk menjamin kepastian hukum
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dalam hal pembiayaan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemungutan
pajak daerah schingga di satu sisi Aparat bagian Pemungutan Pajak dapat
melakukan tugasnya secara baik dan di sisi lain kegiatan pemungutan pajak

dacrah dapat terselenggara secara berkesinambungan.

3. Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan.

Sebelum membahas tentang mekanisme pemungutan pajak hiburan maka
akan dibahas terlebih dehulu mengenai sistemn pemungutan pajak secara umum
batk untuk pajak pusat maupun pajak daerah Sistem Pemungutan pajak dapat
dibagt menjads tiga yaitu Official Assesment System, Self Assesment System, dan
Withholding System. Official Assesment System adalah merupakan sistem
pemungutan pajak vang memberi wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk
menentukan besarnya pajak yang terhutang, Self Assesment System adalah
merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan,
tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan,
membayar, dan melaporkan seadiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sedangkan
yang dimaksud dengan Withholding System merupakan sistem pemungutan pajak
yang membert wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut
besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak. ¥

Pajak Hiburan khususnya untuk wilayah kota Surabaya dipungut berdasarkan
mekanisme tertentu dan harus melalut tahapan-tahapan dari prosedur yang telah

ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang
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Pajak Hiburan ha! ini dijelaskan dalam pasal 10 sampai dengan pasal 22 seperti

besikut int

l. Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dalam periode tiga
bulan atau trtwulan sekali secara jelas, benar dan lengkap disertai dengan
tanda tangan wajib pajak atau kuasa yang ditunjuknya. SPTPD imt
menggunakan form khusus yang terdapat pada masing-masing Dinas
Pendapatan Daerah dan wajib pajak langsung mengisi data sesuai dengan
keadaan vang ada.

2. Penyampaian SPTPD selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah
berakhirnya masa pajak kepada Kepala Daerah (pasal 10 ayat 2).

3. Penetapan pajak terhutang oleh Kepala Daerah melalut pencrbitan Surat
Keterangan Pajak Dacrah (SKPD)} vang bentuk dan isinya ditetapkan lebih
lanjut oleh Kepala Daerah (Pasal 11 ayat 1 dan 2)

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penetapan pajak terhutang yang

kemudian dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak Dacrah (SKPD) adatah - **

*  Omzet dalam satu hari, berlaku bagi tempat hiburan yarg menggunakan
sistern taksasi atau taksiran (non HTM).

= Harga Tanda Masuk (HTM), berlaku bagi tempat hiburan yang
menggunakan sistem porporasi

* Prosentase vang tercantum dalam Peraturan Daerah sesuai dengan jenis

usaha yang dimiliki wajib pajak.

 Waluyo dan Wirawan B llyas, op cit, h 16
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4. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak SKPD
ditenima wajib pajak tidak membayar atau membayar namun hanya sebagian
dari ketetapan yang telah ditentukan maka watb pajak terscbut akan dikenai
sankst administrast berupa bunga scbesar 2% (dua persen) per bulan dan akan
ditagih dalam bentuk penerbitan STPD (pasal 11 ayat 3). Sedangkan bagi
wajib pajak yang menggunakan sistem MPS adalab melalui prosedur
perhitungan dan penetapan pajak sendiri yang terhutang dalam SPTPD yang
dilakukan secara mandiri {pasal 12 ayat 1}.

5. Kepala daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun setelah terhutangnya i)ajak
dapat menerbitkan SKPDKRB, SKPDKBT, SKPDN.

% SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar)
Surat keputusan ini memuat tentang besar jumiah pajak techutang, jumlak
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokek pajak, besarnya
sanksi administrasi bila terjadi penunggakan dan jumiah yang masih harus
dibayar (pasal 1 angka 18). SKPDKB dikeluarkan apabila wajib pajak
belum tnembayar pajak terhutang atau sudah membayar namun hanya
sebagian dart ketentuan vang ditetapkan. Pajak terhutang yang belum
dilunasi akan dikenakan denda sebesar 2 (dua) persen sebulan dihitung
dan kekurangan pajek yang belum dibayar atau pajak yang terlambat
dibayar. Ketentuan ini berlaku setclah dilakukan pemeriksaan atau

keterangan lain yang didapatkan di lapangan, untuk dikategorikan

* Wawancara dengan Ibu Yusnaini Kepala bagian Penetapan Dinas Pendapatan Dasrah cabang
Sursbaya Sclatan tanggal §1 Juli 2004
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terlambat membayar adalah apabila telah melampaui janpka waktu 24
{dua puluh empat) bulan terhitung sejak terhutangnya pajak (pasal 12 ayat
3).

<+ Apabila ditemukan data baru dari penggalian informasi yang ada maka akan
mengakibatkan penambahan pajak dari jumlah semula menjadi mengalami
kenatkan dengan adanya sanksi administrast sebesar 100 % (seratus persen)
dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Pengecualian dari ketentuan ini adalah
apabtla sebelum dilakukan inspekst atau pemertksaan lebih lanjut, wajib pajak
telah melakukan pelaporan sendiri (pasal 12 ayat4 dan 7).

%> Penerbitan SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil) adalah dalam hal
jumiah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau
pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak (pasat {2 ayat 5).

6. Pembayaran yang dilakukan demgan menggunakan Surat Setoran Pajak
Daerah (SSPD) dengan form SSPD yang telah ditentukan mengenai bentuk
dan isinya oleh Kepala Daerah dilaksanakan pada Kas Daerah atau tempat lain
yang ditunjuk dalam SPTPD, SKPD, SKPKB, SKPDKBT, STPD (pasal 13}.
Biasanya pembayaran dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah dimana
tempat usaha hiburan tersebut berada sehingga dapat mempermudah dalam
hal pengecckan tentang informasi atau data yang diberikan wajib pajak
hiburan. Di Surabaya terdapat 5 (lima) arca penagihan pajak untuk klastfikast
atau jenis hiburan vaitu wilayah Surabaya pusat, Surabaya timur, Surabaya

barat, Surabaya selatan serta Surabays utum
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7. Para Wajib pajak hiburan yang merasa keberatan dengan mekanisme
pembayaran pajak secara sckaligus atau lunas (penggunaan pembayaran
dimuka) maka pasal 14 dalam Perda temtang Pajak Hiburan ini masih
memberitkan upaya lain yaitu untuk mengangsur pembayaran  pajak
terhutangnya dalam kurun waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan yang
ditentukan. Persyaratan yang dimaksudkan adafah wajib pajak diharuskan
untuk memberikan kesanggupan bshwa ia menyetujui untuk melakukan
angsuran pembayaran secara teratw dan berturut-turut dengan dikenskan
bunga sebesar 5% (’lima persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau
kurang pembayarannya. Wewenang untuk memberikan persetujuan bagi
pengangsuran pajak tersebut dipegang olch Kepala Daerah setelah memenuhi
petsyaratan yang telah discbutkan dan apabila dirasa periu maka Kepala
Daerah menetapkan syarat-syarat lain bagi mekanisme angsuran tersebut.”

8. Apabila telah dalam jatuh tempo pembayaran namun belum juga dilakukan
penyetoran pada tempat yang dimaksud maka 7 (tujuh) bari sejak saat jatuh
tempo pembayaran pajak terhutang akan diterbitkan Surat Teguran atau surat
lain sejenis sebapai awal dan pelaksanaan penagihan pajak hiburan.

9. Penerbitan surat paksa adalah langkah selanjutnya vang akan ditempuh
apabila setelah melebihi jangka waktu 21 {(dua puluh satu) hari sejak tanggal
penerbitan surat teguran atau surat sejenis lainnya temyata wajib pajak belum
juga maclunasi jumlah pajak yang harus dibayar. Kewenangan penerbitan Surat

Paksa in( berada di tangan Pejabat atau juru sita.(pasal 16 ).

B ponjelasan mengenai pengangsuran pernbayaran pajak hiburan lihat pada halaman 77
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10. Apabila setelah penerbitan surat paksa wajib pajak belum melunasi jumlah
pajak yang harys dibayarkan maka dalam jangka waktu 2 X 24 jam setelah
tanggal pemberitahuan Surat Paksa diterima, Pejabat atau juru sita segera
menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (Pasal {7).

11. Wajib pajak yang belum melunasi hutang pajakaya sekurang-kurangnya 14
{empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan maka Pejsbat atau juru sita yang berwenang segera akan
mengajukan permohonan pada Kantor Lelang Negars untuk melakukan lelang
(pasal 18).

12. Penetapan han, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang oleh Kantor
Lelang Negara (pasal 19).

{3. Pemberttahuan tentang pelaksanaan lelang dari juru sita kepada wajib pajak
secara tertulis (pasal 19).

4. Pengumuman mengenal pelaksanaan lefang kepada masyarakat umum (pasal
20).

15. Hasil pelelangan digunakan untuk membayar hutang psjak dan biaya lelang
dan apabila masih terdapat kelebihan dart hasil lelang tersebut maka sisa
tersebut akan dikembalikan pada wajib pajak (pasal 22}.

Dalam praktek di lapangan meckanisme pemungutan Pajak Hiburan lehsh
sederhana dan tidak rumit sepertt yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota

Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan, dalam pelaksanaannya

prosedur vang digunakan lebih sederhana dan dipahami oleh Wapb Pajak
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Hiburan. Prosedur pemungutan pajak hiburan di Kota Surabaya adalah sebagai

berikut - ¥

¢ Untuk hiburan yang menggunakan Harga Tanda Masuk : semua karcis yang
akan dijual diserahkan kepada Dinas Pendapatan Kota untuk diporporasi dan
dilakukan pembayaran pajak hiburannya {mekanisme pembayaran di muka),
apabila trdak laku akan diadakan restitusi pajak (pengembalian pajak) kepada
wajib pajak.

% Untuk hiburan yang tidsk menggunakan Harga Tanda Masuk dilakukan
dengan sistem taksasi (taksiran) atas potensi rata-rata omzet yang diterima hal
ini dilakukan dengan cara “pengedokan” untuk mendapatkan hasil penentuan
dari potensi omazet rata-rata. Sctelah diadakan penaksiran dengan jalan
pengedokan tersebut dilakukan pembuatan Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD) mengenat besarnya omzet Wajib Pajak yang bersangkutan serta untuk
menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar bulan itu. Setelah itu Wajib
Pagak dapat melakukan pembayaran di bagian Kas Daerah batk di cabang
dinas (Dispenda) ataupun di Kantor Pusat (Dispenkot). Pembayaran difakukan
dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Pasat 4 Surat Keputusan Walikota Nomor 29 Tahun 2003 tentang petunjuk
pelaksanaan Peraturan Daerab Kota Sucgbaya Nomor 9 Tehun 2002 tentang pajak

hiburan menjabarkan mengenai tata cara pembayaran pajak hiburan Pasal 4

mernuat tentang hal bertkut in

% Wawancara dengan bapak Abduf Aziz selaku kast Penerbitan Surat Ketetapan Dinss Pendapatan
Kota Surabaya tanggal 25 Juni 2004
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(1) Untuk Hiburan yang menggunakan tanda masuk, permbayaran pajaknya
ditakukan di muka pada saat melakukan porporast;

(2) Wajib Pajak melakukan pembayaran kepada Bendaharawan Khusus
Penernima (BKP) dengan menggunukan SSPD berdasackan SKPD;

{3) Untuk hburan yang tidak menggunakan tanda masuk ketetapan pajaknya
ditetapkan tiap 3 (tiga} bulan sekalt dengan menerbitkan SKPD dan
pembayaran pajaknya dilakukan pada tanggal 7, 14, 21, dan 28 tiap bulan
berjalan pada Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) dengan metampirkan
hasil perjuatan;

(4) Pada akhir setiap tiwulan untuk hiburan yang tidak menggunakan tanda

masuk diadakan pemeriksaan kemudian diterbitkan :

SKPDKB, apabila setelah diperiksa terdapat kekurangan pembayaran pajak;
SKPDKBT, apabtla setelah dipenksa terdapat tambahan jumlah pajak;
SKPDLB, apabila setelah dipeniksa terdapat kelebihan pembayaran pajak,
SKPDN, apabila setelah diperiksa tidak terdapat kekurangan pembayaran
pajak.

(5) Apabila terjadi kelebihan pembayaran pajak, dapat diperhitungkan dengan
utang pajak lainnya vang pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah
bukuan.

Ao

Menurut hasil peneliias i Dinas Pendapatan Dacrah cabang Surabaya
Sclatan tata cara pembayaran pajak hiburan adalah melalui prosedur sebagai
berikut : 7
Untuk wajib pajak vang tempat hiburanaya menggunakan sistem porporasi
melalui prosedur bertkut ini pertama-tama Wajib pajak membawa Surat
Ketetapan Pajsk Daecrahnya ke loket | bagian pencatatan kemudian dilakukan
pencatatan pada kartu pembayaran masing-masing wajib pajak. Selanjutnya loket
I membuatkan Surat Setoran Pajak Daerah {(SSPD) yang ditandatangani Wajib
Pajak, dengan adanya SSPD tersebut wajib pajak menyetorkan pajak yang harus

dibayar melalui loket II] akhirnya akan diterbitkan Surat Setoran Pajak Daerah

¥ Ihid.
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yang sudah diporporasi dar hal ini menandakan bahwa yang bersangkutan telah

sah membayar pajak.

4. Teknis Pechitungan Pemuagutan Pajak Hiburaa.

Pasal 2 Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan mendefinisikan objek pajak
hiburan sebagai “penyelenggaraan hiburan dengan dipungut biaya”. Dari rumusan
pasal tersebut dapat dikatakan bahwa seluruh penyelenggaraan hiburan di wilayah
kota Surabaya yang dalam penyeclenggaraannya dipungut bayarsn. Sedangkan
untuk subyek pajak hiburan adalah seperti yang dijelaskan dalam pasal 3
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan
yakni “orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan.”.
Yang dimaksud orang pribadi disini adalah semus orang yang mentkmeti hiburan
yang dipertunjukkan sedangkan yang dimaksud dengan badan telah dijelaskan
secara rinct pada pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah terschut.

Secara umum pengenaan pajak htburan yang diatur dalam Perstucan Daecah
dari wilayah atau region masing-masing menggunakan prnsip pengenaan
berdasarkan tarif pajak dimana pengaturan mengenai prosentasenya diserahkan
pada dacrah yang bersangkutan dengan ketentuan yang menyatakan bahwa tarif
pajak hiburan tersebut dalam pelaksanaannya di lapangan tidak boleh melebihi
tiga puluh lima persen (35 %). Ketentuan ini tidak boleh disimpangi dalam
pengenaan pajak hiburan pada tiap dacrah, jad: pengenaan taf maksimal adalah

tiga pufuh tima persen khusus untuk pajak hiburan.
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Datamn rangka melakukan pemungutan pajak di daerah diperfukan biaya
untuk membantu terlaksananya tugas aparat pemungut pajak, biayas yany
dipertukan untuk tetap menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas tentu tidaklah
sedikit dan dalam hal ini Pemerintah Dacrah harus mengalokasikan dana tertentu
untuk mewujudkan tugas tersebut yang kemudian akan menjadi pemasukan bagi
Pendapatan Asli Dacrah.. Pemerintah mengatur hal ini dalam suatu perundang-
undangan yang tercermin dalam Keputusan Mentert Dalam Negeri Nomor 35
Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Dacrah. Tujuan
dari dikeluarkannya peraturan tersebut adalah untuk menmjamin kepastian hukum
datam hal pembiayaan kegiatan pemungutan pajak daerah sehingga di satu sisi
Aparat bagian Pemungutan Pajak dapat melakukan tugasnya secara baik dan di
sisi fain kegiatan pemungutan pajak daerab dapat terselenggara secara
berkesinambungan dan dapat memberikan hasil yang optimal bagi pemasukan
Pendapatan Asli Daerah.

Mengenai pemungutan dan biaya pemungutan ditelaskan dalam pasal 2 dan 3
pada Keputusan Menteri tersebut, Pasal 2 Menyatakan

“ PDalam rangka kegiatan Pemungutan Pajak Daerah dapat diberikan biaya
perungutan’”.

Mengenai definisi pemungutan dijelaskan dalam pasal | angka 8 :

“ Pemungutan adalah suatu cangkaian kegiatan mutlat dari peaghtmpunan data
abjek dan subjek pajak, peneatuan besarnya pajek yang techutang sampai kegiatan
penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorarmya’.

Dapat dilihat bahwa pemungutan ini mendahului kegiatan penetapan pajak
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terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak (dalam hal ini wajib pajak
hiburan). Pemungutan terdiri dan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
Aparat Pemungutan Pajak untuk menghimpun data-data di lapangan baik
mengenat obyek atau subjek pajak yang ada di wilayahnya kemudian tahap
selanjutnya adalah penentuan pajak terhutang dalam bentuk penetapan dan setelah
itu dilakukan pengawasan mengenai penyetoran pajak pada instansi yang
berwenang.

“ Biaya pemungutan adalsh biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana
pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan,” 2

Untuk menunjang tugas dari aparat pelaksana pemungutan pajak di wilayah
dacrah maka undang-undang mengatur mengenai biaya pemungutan ini akan
dibebankan pada realisasi penerimaan pajak daersh yang bersangkutan dan
mengenat persentasenya akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

Biava Pemungutan ini harus memenuhi kriteria tertentu yattu tidak boleh
melebihi 5% (lima persen) dari realisast penerimaan pajak di tingkat daerah baik
ita pajak propiast ataupun pajak yanrg dipungut pada wilayah Kabupaten atau
Kota.”

Sedangkan khusus untuk alokast pemungutan pajak di tingkat Propinsi dan
Kabugpaicn atau Kotla dijelaskan dalam pasal 8 Keputusan Mentert tersebut.

“ Alokasi biaya pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah
Tanah dan Air Permukaan, Pajak Kendaraan di Atas air dan Bea Balik Nama
Kendaraan di Atas Air, Pgjak Pengambtlan Bahan Galian Golongan C, Pajak

Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, dan pajak
lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dacral”

™ pasal I angka 9 Keputusan Meanteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002
B Pasa) 3 Keputusan Menteri dalam Neger: Nomor 35 Tahun 2002.
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Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 membedakan tarif pajak untuk
hiburan menjadi dua macam vyaitu tanif pajak yang dalam pengenaannya
menggunakan Harga Tande Masuk (HTM) dan yaag tidak menggunakan Harga
Tanda Masuk (HTM) mengenat pengklasifikasian tersebut pembuat undang-
undang tidak menjelaskan lebih lanjut apa landasan yang mendasan pembedaan
demikian, padahal dalam pengenaan pajak hiburan memiliki kekhususan yaitu
adanya sistern porporasi sepetti yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 13 Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan “Porporast
adalah tanda (plong) mesin porporast vang harus disertakan atas tanda masuk
scbagai tanda sah bukti pembayaran pajak” .

Peraturan Dagrah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 teatang Pajak Hiburan
pada pasal 5 ayat ! adan 2 membagi tempat-tempat yang nantinya berfungsi
scbagai sasaran pemungutan pajak hiburan berdasarkan pengenaan . tarif pajak
dengan ketentuan tidak boleh melebihi 35 (tiga puluh lima) persen dari Harga
Tanda Masuk maapun pembayaran, aturan tersebut digunakan agar pengenaan
atau pemungutan pajak di masing-masing dacrah sesual dengan peraturan yang
ada dan hal um selaras dengan tujuan awal dari pembentukan peraturan
perpajakan dacrah yang termaktub dalam Pasal 3 ayat 1 Undang—Undang Nomor
34 Tahun 2000 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor {8 Tahun 1997
tentang Pajak dan Retribusi dacrah jo pasal 51 ayat 1 Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2001.
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Selaint pengaturan dari pasal 5 pada Perda Hiburan tersebut, saya membagi

lagi hibucan yang ada menusut sifat penyelenggaraannya yang dapat dibedakan

menjadi dua bagtan yaitu

a) Hiburan yang bersifat tetap atau rutin, artinya penyelenggaraan hiburan

dilakukan secara kontinu atau berkestinambungan dari hari ke hari.

b) Hiburan yang bersifat instdentil (sewaktu-waktu) dapat diartikan kebalikan

dart hiburan rutin yang berarts penyelenggaraannya tidak dilakukan secarn

terus-

menerus dalam kurun waktu terientu. Sewaktu-waktu dalam artian bahwa

dapat tenjadi dalam jangka waktu satu bulan penyelenggara hiburan

menyelenggarakan hanya sate kali atau dapat juga terjadi setahun sekali

haburan tersebut diselenggarakan.

Pembagian penyelengparaan hiburan berdasarkan sifatnya dapat dirinct sebagai

berikut :

Penyelengearaan hiburan rutin meliputs

1

2

Pertunjukan film atau bioskop;,
Diskotik;

Taman satwa, Pemandian Alam dan Taman Rekreasi;

Persewnan video cassete, laser disc, compact disc, video compact disc, dan

sejenisnys;
Rar, cafe, kelab malam;

Karaoke;
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7. Panti pijat, mandi uap, sauna dan spa;

8 Permainan ketangkasan;

9. Permainan anak;

10. Pertunjukan permainan bilyard,;

1i. Kolam pancing;

12. Pertunjukan permainan bowling;

13. Usahe fasilitas wisata tirta dan rekreasi air,Pertunjukan olah raga fitness dan
senam kebugaran dan

14. Pertunjukan selancar ice (ice skating). Khusus untuk hiburan ice skating ini
keberaduannya sudah ditiadakan karena arena pertunjukan selancar es satu-
satunya di Kota Surabaya sudah tidak ada dengan dituiupnya arena fiiburan
tersebut.

Untuk penyelenggaraan hiburan instdentil dibagi menjadi beberapa bagian yaitu

1. Semus jenis hiburan yang diselenggarakan di hotel, restoran, bar, plaza, café
dan sejensnya;

2. Pertandingan olahraga dan sejenisnya;

3. Pameran sent budaya, pameran busana, kontes kecantikan, pertunjukan atau
pagelaran musik/tari dan pertunjukan atau pagetaran hiburanlainnya;

4. Kesenian yang bersifat tradisional yang perlu dilindungi dan dilestarikan
karena mengandung nilai-nilai tadisi yang luhur dan kesenian yang bersifat
kreatif yang bersumber dari kesenian tradisional dan

5. Pertunjukan atau permainan sirkus.
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Menurut macammya, tadif pajak dapat dibedakan menjadi empat macam
yaitn:*

1. Tarif tetap adalah tarif yang besarmya merupakan jumlah tetap, tidak berubah,
jika jumlah yang dijadikan dasar perhitungan berubah.

2. Tarif proporsional adalah tanif yang berupa suatu prosentase tetap yang tidak
berubah-ubah. Tetapi jika jumiah yang dijadikan dasar perhitungan berubah,
miaka jumlah uang yang harus dibayar berubah juga.

3. Tanf Progresif adalah tarif yang persemtase pemungutannya makin naik
apabila jumlah yang dijadikan dasar penghitungan menaik.

4. Tarif degresif adalah tarif yang persentasenya makin menurun apabila jumiah
yang dijadikan dasar perhitungan naik.

Untuk Tanf pajak hiburan maka menggunakan tanf vang proporsional
schingga semakin besar jumlah uang vang dikenakan prosentase pajak maka
jumlah vang harus dibayarkan akan semakin besar pula.

Dasar pengenaan dan tarif pajak hiburan diatur dalam bab Il Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan. Pasal 4
mengatur tentang dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran atau yang
seharusoya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan. Mengenat tarif
pajak diatur dalam pasal 5 dan dibedakan mengadi dus yaitu yang menggunakan
Harga Tands Masuk (sistem porporasi) dan yang tidak menggunakan Harga Tanda

Masuk (Sistem taksasi). Selanjutnya sebagai tindak lanjut dan penentuan tanf

¥ Rochmat Soemitra, dsas dan Dasar Perpajakan (Revisi), Cetakan V, PT Refika Aditama,
Bandung, 1998, h.123.
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pajak maka dicantumkan pula tentang cara penghitungan pajak hiburan batk
untuk sistem porporasi dan sistem taksasi dalam pasal 7 Peraturan Daerah tentang
Pajak Hiburan.

Tata cara perhitungan pajak hiburan diatur dalam peraturan pelaksananya
vaitu surat Keputusan Wattkota Nomor 29 Tahun 2003 tentang petunjuk
pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak
| Hiburan tepatnya pada pasal 2. Tata cara penghitungan pajak hiburan ditetapkan
demikian : |

a. Untuk jenis hiburan yang menggumakan tanda masuk, besarnya pajak
dihitung saat penyelenggaraan hiburan dengan cara mengalikan tarif pajak
yang telah ditentukan datam Peraturan Daerah dengan HIM.

b. Untuk jenis hiburan yang tidak menggunakan tanda masuk, besarnya pajak
dihitung denpan mengalikan tanf pajak yang telah ditentukan dalam
Peraturan Daerah dengan omzet atau jumlah pendapatan setiap bulan.

Pemungutan pajak hiburan untuk tempat hiburan yang menggunakan Harga
Tands Masuk (HTM} pengaturannyanya lebih sederhana karena Wajib Pajak
Hiburan hanya menyetorkan karcis ke Dinas Pendapatan Daerah (untuk hiburan
rutin) atau ke Dinas Pendapatan Kota (untuk hiburan insidentil) untuk kemudian
diporporasi (diplong sesuai dengan harga HTM disertai gambar berupa lambang
sura dan buaya} dengan mesin porporasi yang telah disiapkan olch dinas yang
berwenang (dalam ha! int Dispenkot atau Dispenda) setelah itu dilakukan

pembayaran sesuai dengan prosemntase ketentuan yang tercantum datam Peraturan

SKRIPSI PAJAK HIBURAN SEBAGAI .. FRANSISCA ANGGRAINI H.




IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Pajak Hiburan. Contoh : untuk obyek hiburan Bioskop dikenai pajak sebesar 10 %
dari HTM.
Secara umum rumus untuk menghitung jumlah pajak terhutang bagi Hiburan

yang menggunakan sistem porporasi adalah : >

L

Harga Tanda Masuk (HTM) X Prosentase Tarif Pajak yang tercantum pada i

Perds Pajak Hiburan X Jumleh pepgunjung Tempat Hiburan dalam ! hant X 30 |

Han

Contoh : untuk obyek hiburan berupa Bioskop bertempat di Galaxy Mall.
Harga Tanda Masuknya adalah Rp.20.000,00 sedangkan tarif pajak hiburan yang
harus dibayar sesuai ketentuan dalam Perda Pajsk hiburan adalah 10 %. Misalnya
diketahui bahwa jumlab penonton dalam pada tanggal 1 juni 2004 adalah 50
orang setiap gedung dan gedung bioskop yang ada sejumlah 4 buah.

Tarif pajak hiburan vang harus dibayar dalam 1 bulan (30 Harl) adalah ;

Rumus :

Harga Tanda Masuk (HTM) X Prosentase Tarif Pajak yang tercantum pada
Perda Pajak Hiburan X fumlah peagunjung Tempat Hiburan dalam 1 han X 30
Harzs

= RKp.20.000,00 X 10 % X (50 orang X 4 Gedung bioskop) X 30 hari

= Rp. 12.000.000,00

3 Wawancara dongan bapak Abdu! Aziz selaku kasi Pencrbitan Surat Ketctapan Dinas Pendapatan
Kota Surabaya tanggal 25 Juni 2004.
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Jadi dalam contoh kasus tersebut pajak hiburan yang harus dibayar oleh
Bioskop tersebut adalah 12 juta rupiah.

Tempat hiburarn yang tidak menggunakan HTM pemuagutan pajaknya
menggunakan sistem taksasi (taksiran) yang dapat diperoleh dari perhitungan
omzet {pendapatan) bak tu dihitung perhan atau per bulan dikalikan dengan tarif
pajak yang proscaotasenya ditetapkan dalam Peraturan Daerab tentang Pajak
Hiburan, Contoh : untuk panti pijat omzet yang diperoleh dalam satu hari adalah
Rp. 300.00000. Untuk mencari ketetapan pajsknya dalam sebulan maka

menggunakan tumus

Omzet 1 hant X 30 han X tanf pajak (prosentase) menunit Perda Payak Hiburan {

I

Jadi untuk pembayaran pajak dan panti pijat tersebut adalah Rp. 300.000
dikalikan 30 dikalikan 35 % dan wajib pajak hiburan skan membayar Rp.
3.150.000,00.

Untuk tempat hiburan yang penetapan pajak techutangnya menggunakan
mekanisme “Pengedokan” pada hari sabtu, minggu dan senin menggunakan

rumus perhitungan seperti berikut ini :

32 Wawancara dengan Ibu Yusnaini kepala bagian penetapan Dinas Pendapatan Daerth cabang
Surabaya Selatan tanggal 11 Juli 2004.
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Hari Sabtu : omzet yang diperoleh pada hari sabtu dikalikan empat (4) (karena
dalam satu bulan terdapat empat han sabtu).

Hari minggu : omzet yang didapat pada han minggu dikalikan empat (4) (karena
dalam satu bulan terdapat empat hart minggu).

Hari Senin : Penjualan atau omzet hari senin dikalikan dua puluhdua (22)
{diperoleh dari 30 hari - {4 hari sabty + 4 hari minggu))

-+

Hasil dani penjumiahan X Prosentase tanf pajak tempat hiburan yang terdapat
dalam Pecaturan Dacrah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak

Hiburan.

Potenst hiburan rutin (khusus untuk bioskop) memuliki karakteristik tertentu
dalam sistem perhitungan untuk pengenaan pajak fisburan dimana di dalamnya
terdapat komponen khusus yang membedakannya dengaa obyek hibuvan lain,
komponen tersebut meliputt - jumnlsh tempat duduk, jam main, heti, dan harga
tanda masuk semua aspek tersebut akan dijadikan sebagai acuan dalam
menghitung pajak yanyg akan dikenakan bagi wajib pajak hiburan.

Rumus uatuk menghitung potensi - hiburan  rutin  satuk  bioskop  dapat

dirangkum sebagai berikut 33

Phib=(SxTpxHxPr)+(ScxTpx CdxPr)

Keterangan :

Y Kesit Bambang Prakosa, op.cit, k140,
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Phib = Potensi Bioskop

S = Jumlah tempat duduk
Tp  =Jammain

H = Hari besar

Pr = Harga tanda masuk

Cd  =Hari asa
Perhitungan potenst rutin untuk non bioskop meliputi unsur-unsur jumiah

sarana tempat duduk yang disediakan, jumlah hari, waktu pergantian dan harga
tanda masuk (HTM).
Rumus untuk menghitung potenst hiburan rutin yang ada dapat dijabarkan

sebagai berikut **

Phir=SxDxToxPr

Keterangan :

S = Jumiah tempat duduk
D = Jumlah hari

To = Waktu pergantian

Pe = Harga tanda masuk

Khusus untuk nite club atau yang dalam Peraturan Daerah Kota Surabaye
Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan disebut dengan istilah diskotik
potensinya dihitung dengan tambahan unsur hostes fee.

Perhitunyan poiensi hiburan Nite Club dapat dirumuskan sebagai berikut -*°

PHIN=SxDxToxOxPrxPxPf

M lbid
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Keterangan
PHIN = Potenst hiburan nite club

g = jumiah tempat duduk

D = Jumlah hari

To = Waktu pergantian

O = Jam kerja atau jam buka
Pr = Harga tanda masuk

P = Pramuria

Pf = Hostes fee

Untuk menghitung potensi hiburan insidential dapat diuraikan sebagai berikut :

Phil =PnxSxPr

Keterangan :
Phil = Potenst hiburan insidentil
Pn = Jumlah penyelenggara
S = Jumlah tempat duduk
Pr = Harga tanda masuk
Perhitungan untuk potensi pencrimaan bagi hiburan anak-anak berbeda

dengan perhitungan potensi obyek hiburan yang telah disebutkan sebelumnya dan
ada hal-hal khusus yang perlu diperhatikan dalam mekanisme penentuan potensi

vang akan dikenakan. Dengan demikian perhitungannya adalah sebagai berikut -*°

PHIM=ExDxToxPr

Keterangan :
PHIM = Potenst hiburan anak-anak

E = Jumliah sarana permainan

P 1bid h. 141
* thid
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To = = Masa pergantian
Pr = Tanp

5. Target Realisasi Pajak Hiburan di Kota Surabaya.

Dalam rangka peningkatan bagi pemasukan Pendapatan Asli Daerah terutama
berhubungan dengan aspek perpajakan akan ditemui suatu sistem kerja yang
memudahkan bagt kedua belah pihak yaita fiscus dan wajib pajak hiburan untuk
melakukan kewsjitbannya masing-masing, di satu sist fiscus berkewajiban untuk
memungut pajak dan di lain sisi kewajiban wajib pajak hiburan adalah untuk
mefakukan pembayaran pajak. Pengenaan pajak dalam hal ini pajak hiburan
didasarkan atas target yang sebelumnya telah ditetapkan oleh masing-masing
dacrah yang diwekili olch kantor Dinas Pendapatan Daerah dengan menerbitkan
Surat Ketetapan Pajak Dacrah (SKPD). Tersebamnya obyek hiburan di suatu
wilayah akan menyebabkan perbedaan pengenaan pajak hal ini akan
menimbulkan pengaruh techadap target yang hendak dicapai pada masing-masing
wilayah.

Sebagai perwujudan dad pemungutan Pajak Hiburan di Kota Surabaya,
dikenal sebuah sistem berupa target realisast yang harus dicapat oleh masing-
masing wilayah. Setiap area yang diwakili oleh Dinas Pendapatan Daersh
mempunyai beberapa obyek hiburan yang cukup potensial untuk dikenai pungutan
Pajak Hiburan berdasatkan Peraturar Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun
2002 teniang Pajuk Hiburan, Keanckaraganian tempal ibutan inildh yang dapat

menjadi sumber utwma pendapatan bagi masing-nasing ares untuk memenuhi

SKRIPSI PAJAK HIBURAN SEBAGAI .. FRANSISCA ANGGRAINI H.




IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

50

target dart perealisasian Pajak yang telah ditentukan sebelumnya. Masing-masing
wilayah Dinas Pendapatan Dacrah di Surabaya memiliki keistimewaan tertentu
yang mungkin tidak dimiliki oleh wilayah lain, pada beberapa dinas dapat
dimungkinkan menangani  tempet hiburan yang potensial dan banysk
menghasilkan pemasukan bagi dinas tersebut. Sebagai contoh dt wilayah surabaya
pusat banyak terdapat tempat hiburan yang sampai sekarang ini menjadi
primadona dalam pemasukan Dinas Pendapatan Cabang Surabaya Pusat seperti
bioskop, Diskotik, spa atau obyek hiburan lain yang memiliki tarif pajak tinggi
Sekarang ini wilayah Surabaya Pusat menangani 23 terapat permainan anak, 25
buah pantt pigat, [1 bilyard, I tempat bowling atau video rental, 16 buah geduag
bioskop, 4 tempat diskotik, serta § tempat karaoke.?’ Letak geografi yang strategis
menyebabkan area Surabaya Pusat menjedi tempat berkumpulaya tempat hiburan
yang poteunstal dan pengenaan tarif pajeknya tinggi. Namun hal tersebut tidak
mengecitkan artl dari Dinas Pendapatan Daerab di wilayah {ain karena di area lain
juga terdapat obyek pemungutan pajak hiburan yang potensinya tidak kalah
dengan obyek hiburan yang menjadt primadona tersebut.

Secara umum realisasi perolehan pajak daerah dari target yang ditetapkan
Pemerintah Kota Surabaya tahun 2004 adalah sebesar 210.777.838.988 rupiah.
Sejak periode 1 Januari hingge 6 April 2004 tercatat telah mencapai angka
58.275.040.868 rupiah yang berarti telah mencapai sekitar 27,6 persen dan target

vang harus dicapai. Angka tersebut berasal dart enam sektor pajak daerah yang

¥ Wawancars dengan Ibu Eany koordinator Tata Usaha Dinas Pendapatan Dacrah cabang
Surabaya Pusat tanggsl 24 Mei 2004.
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meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, peneranpgan jalan, dan pajak
packic

¥epala Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pendapatan Kota
Sursbaya, Basuki Sip yang didampingt oleh Kepala Sub Dinas Hubungan
Masyarakat ( Drs. Tasmuji Chamsun ) menyatakan hahwa mereka optimis dengan
targel yang telah ditetapkan pada awal tahun anggdran akan terealisast pada akhir
tabun

Dari enam sumber penerimaan pajak, masing-masing targetnya ditetapkan Rp
48,9 mihar (pajak hotet), Rp. 44,9 miliar (pajak restoran), Rp. 8,8 miliar (pajak
hiburan), Rp. 84 miliar (pajak peacrangan jalan), Rp. 18.5 miliar (pajak rcklame)
dan Rp. 5,5 muliar untuk pajak parkir. Sedangkan dart target perolchan pajak vang
ditetapkan sefama bulan Apnl sebesar 17,122 miliar rupizh saat ini Elinas
Pendapatan mencatat realisasi sebesar 1,009 miliar rupiah atau telah mencapai
angka 5.9 persen

Bertkut ini akan disajikan target realisasi pajak hiburan kota Surabaya selama

figa tahun terakdir terhitung sejak tabum 2007 *

¥ « Realisasi Pajak Deerak 27,6 %, Serpar, 8 Aprit, 2004, 2,27,
¥ i
Jbid.

*1 wawancara dongan bapak Abdul Aziz selaku kasi Pencrbitan Susat Ketetapan Dinas Pendapatan
Knta Surahaya tanggal 28 Tuni 2004
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TAHUN TARGET

REALISASI KEKURANGAN/

KELEBIHAN

2001 Rp.6.685.000.000,00 | Rp.6.839.962.042,00 | Rp.154.962.042,00

2002 Rp.7.650.000.000,00 { Rp.7.7t11.515.67500 | Rp.61.515.675,00

2003 Rp.8.150.000.000,00 | Rp.8.784.662.592,50 Rp.634.662.591,50_

Target reaglisasi Pajak

penerimaan pajak  hiburan

Hiburan ini adalash sebagai indikator mengenai

khususnya di Kota Surabays, dan target yang

ditetapkan pada waktu penyusynan APBD menjadi tolok ukur terhadap

keberbusiian Dinus Penduputan Kote daluin melakukan lugasnya yaitd memungut

grajak hiburan di kota Surabaya. Pada akhir talwun anggeran ditakukan evaluasi

mengenal peningkatan ataupun penurunan pencrimaan vang diperoleh Dinas

Pendapatan Kot dan hat ini dibicarakan secara intensif agar pada tahun yang

mendatany keaduta-kendata

SKRIPSI

yasty difsudupi dupat disiinimalisi,
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BAB III
SOLUSI PEMERINTAH KOTA SURABAYA UNTUK

MEMECAHKAN HAMBATAN PEMUNGUTAN PAJAK

HIBURAN DI KOTA SURABAYA

1. Sistem pemungutan pajak hiburan.

Sistem pemungutan Pajak Hiburan di Kota Surabaya menggunakan dua cara
yaitu cara porporasi dan taksasi. Porporasi berlaku bagi hiburan yang
menggunakan Harga Tanda Masuk sedangkan untuk taksasi (sistem taksiran)
digunakan untuk hiburan yang tidak menggunakan Harga Tanda Masuk.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan
membedakan tarif pajak untuk hiburan menjadi dua macam yaitu tarif pajak yang
dalam pengenaannya menggunakan Harga Tanda Masuk (HTM) dan yang tidak
menggunakan Harga Tanda Masuk (HTM) mengenai pengklasifikasian tersebut
pembuat undang-undang tidak menjelaskan lebih lamjut apa !andasan yang
mendasari pembedaan demikian, padahal dalam pengenaan pajak hiburan
memihki kekhususan yaitu adanya sistem porporast seperti yang dijelaskan dalam
pasal ! angka 13 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang
Pajak Hiburan jo pasal 1 angka 18 Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 29
Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya

Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan “Porporasi adalah tanda (plong)

53
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mesin porporasi vang harus disertakan atas tanda masuk sebagai tanda sah bukti
pembayaran pajak’.

Dalam melakukan kegiatan berusaha, penyelenggara hiburan dibebani dengan
kewajiban tertentu selain melakukan pembayaran pajak atas hiburan yang
diselenggarakan. Salah satu kewajiban penyelenggara hiburan antara lain tertuang
pada pasal 30 ayat 1 huruf g Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun
2002 tentang Pajak Hiburan yang menyatakan bahwa Penyelenggara Hiburan
berkewajiban untuk memporporasi karcis Harga Tanda Masuk (HTM) yang akan
digunakan atau dijual ke kantor dinas Pendapatan Kotz Surabaya Surat
Keputusan Walikota Nomor 29 Tahun 2003 pada pasal 5 ayat 6 menyatakan
babwa penyelenggaraan hiburan yang menggunakan tanda masuk diharuskan
menggunakan tanda masuk vang telah diporporasi oleh mesin porporasi Dinas
Pendapatan Kota Surabaya. Larangan bagi penyelenggara hiburan terkait dengan
sistem porporasi adalah dilarang melakukan perubahan tanda masuk yang telah
disyahkan menurut ketentuan Peraturan Daerah ini tanpa tzin (porporasi) Kepala
Dacrah atau Pejabat.

Bagi pemungutan pajak hiburan tempat hiburan yang menggunakan Harga
Tanda Masuk (HTM) administrasinya lebih sederhana karena Wajib Pajak
Hiburan hanya menyetorkan karcis ke Dinas Pendapatan Daerah (untuk hiburan
rutin) atau ke Dinas Pendapatan Kota (untuk htburan wnsidentil) untuk kemudtan
diporporasi dengan mesin porporast yang telah distapkan oleh dinas yang

berwenang setelah itu dilakukan pembayaran sesuai dengan prosentase ketentuan
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yang tercantum dalam Peraturan Pajak Hiburan. Contoh : untuk obyek hiburan
berupa taman satwa (Kebun Binatang Surabaya) dikenai pajak sebesar 15 % dari
HTM.

Khusus mengenai bioskop ditetapkan secara tersendiri dalam Surat
Keputusan Waltkota Surabaya Nomor 33 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan
Pertunjukan Film pada Bioskop di Kota Surabaya. Dalam Surat Keputusan
tersebut diatur mengenai klasifikasi gedung bioskop, jadwal pertunjukan film,
scrta harga dan wama tanda masuk pertunjukan film. Pembagian berupa kelas
atau golongan ni bertujuan untuk memudahkan dalam penentuan pajak terhutang
yang harus disetorkan pada Dinas Pendapatan Dacrah yang menangani tempat
hiburan tersebut karena tiap-tiap kelas memiliki tarif pengenaan pajak yang
berbeda tergantung dari besarnya Harga Tiket masuk dan gedung bioskop
tersebut. Semakin besar Harga Tiket Masukaya menunjukkan semakin tinggi
tingkatan kelas atay golongan bioskop tersebut dan hal ini membawa dampak bagi
semakin besarnya jumiah pajak hiburan terhutang yang harus dibayar dan
disctorkan pada Dinas Pendapatan Deacrah yang menangani tempat hiburan
tersebut.

Pefanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh -wajib pajak terkait dengan
masalah pemungutan pajak  dengan sistem  porporasi  adalah  terjadi
ketidaksinkronan antara data yang dilaporkan di Dispenda dengan fakta di
lapangan mengenai jumlah pengunjung di tempat hiburan. Hal it biasanya tegjadi

pada Taman Satwa, diskotik, dan kelab malam. Hal ini pernah terjadi pada Kebun
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Binatang Surabaya. Cara yang dilakukan Wajib Pajak uatuk menggelapkan pajak
adalah demikian, dari [00 HTM yang teqgual, pengunjung yang diberi karcis resmi
hanya 80 orang sedangkan 20 orang sisanya diberi karcis yang belum di-porporasi
pada Dispenda . Kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pgjak tersebut adalah
dengan membertkan karcis ilegal (belum di-plong) bahkan adapula yang
mempunyat karcis ganda sehingga ada karcis yang sengaja tidak diporporasi ke
Dispenda. Memang karcis yang lain sudah diplong pada Dispenda tempat hiburan
terschut berada namun intsiatif untuk tidak melakukan porporasi itu datang dari
dirt wajib pajak “nakal” ttu sendiri. Padahal hal tersebut merupakan larangan bagi
penyelenggara hiburan yang tercantum dalam pasal 30 ayat 2 point a yang
menyatakan “ Penyelenggara hiburan dilarang mengadakan, menyediakan,
memben, menjual, dan menyebarkan tanda masuk yang bertentangan dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g (sistem porporast).

Contoh pelanggaran lain yang dilakukan oleh penyelenggara hiburan di Kota
Surabaya adalah ditemuinya 1 Karcis yang digunakan untuk tiga orang padahal
dalam Pasal 30 ayat 2 point b menyatakan bahwa penyelenggara hiburan dilarang
memberikan tempat atau kelas kepada penonton atau pengunjung selamn dan
tempat atau kelas yang tercantum dalam tanda masuk. Pelanggaran lain yang
ditemui adalah pada tempat hiburan yang scharusnya menggunakan Harga Tanda

Masuk ada yang diubah menggunakan sisten taksast (taksiran) yang felas

 Wawancara dengan lbu Yusnaini kepala bagian penetapan Dinas Pendapatan Daerah cabang
Surabaya Selatan tanggal 11 Juli 2004,
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menyalahi ketentuan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002
tentang Pajak Hiburan.

Solusi yang ditawarkan oleh Dinas Pendapatan Dacrah di lima wilayah Kota
Surabaya untuk mengantisipasi pelanggaran yang ada dari sistem porporasi adalah
dengan cara mencatat semua nomor seri Harga Tanda Masuk yang telah
diporporasi agar dapat diketahui apakah Wajib Pajak melakukan pelanggaran atau |
tidak. Pada praktcknya adalah demikian : misalkan karcis yang bernomor seri Al
sampai A5000 akan diporporasi di Dispenda dan batas akhir dari seri A adalah
A10000 maka bila yang diporporasi hanya sampat nomor 5000 harus diteruskan
sampai habis nomor serinya (sampai A10000). Setelah diporporasi maka
dilakukan pencatatan oleh bagian pelaporan pada Dispenda vang menangani
tempat hiburan tersebut. Upaya ini dilakukan untuk mencegah pelanggaran Wajib
Pajak Hiburan atas sistem porporasi.”

Untuk meminimalkan pelanggaran yang terjadi dilakukan upaya pengawasan
dan Dinas Pendapatan dacrah dengan cara menerjunkan personil atau team
khusus yang menangani masslah im untuk melakukan investigast atau
penyamaran menjadi pengunjung yang membeli karcis di suatu tempat hiburan
sehingga apabila Wajib Pajak Hiburan melanggar ketentuan porporasi maka dapat
segera ditindak. Pada prekteknya penindakan terhadap kecurangan tersebut tidak
dikenakan sanksi seperti yang tercantum dalam pasal 32 ayat 4 Peraturan Dacrah
Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pajak Hiburan yang menyatakan

bahwa * Harga Tanda Masuk yang tidak diporporasi dikenakan sanksi berupa
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denda sebesar 100% (seratus persen) dari pajak yang terhutang” namun melatui

mekanisme sebagai berikut ini : *

I. Dilakukan pemanggilan pada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan
porporasi

2. Meminta bukti-bukti pelanggaran berupa karcis yang belum diporporasi
tersebut.

3. Memporporasi karcis yang belum diporporast tersebut.

Tujuan investigasi ini adslah supaya wajib pajak hiburan yang melanggar
ketentuan porporasi tidak dapat mengelak lagi karena sudah ditemui bukti
pelanggaran yang dilakukan.

Bagi tempat-tempat hiburan di Kota Surabaya yang menggunakan sistem
Taksast dalam pungutan pajek Hiburannya dapat menimbulkan kendala dan
hambatan dalam praktik pemungutannya. Sistem taksiran atau taksasi ini dapat
menimbulkan upaya “kerjasama” antara aparatur pemungut pajak (fiskus) deng@
wajib pajak Hiburan. Hal ini terjadi karena dalam perhitungan untuk penetapan
pajaknya seringkali diwarnat dengan subyektivitas dari aparatur pemungut pajak
itu sendirt. Kejadian yang demikian jelas dapat memungkinkan terjadinya usaha-
usaha dan kedua belah pthak tersebut yang nantinya akan terarah pada kegiatan
yang merugtkan bagi pemasukan Pendapatan Asli Daerah.

Pelanggaran dalam sistem taksasi terjadi pada kasus pantt pijat liar yang

sedang gencar dimuat di media massa. Menurut pernyatzan yang diungkapkan

0 Ibid,
A Ibid
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beberapa perilik panti pijat liar yang dikonfirmasi oleh Jawa Pos menyatakan
bahwa selama ini Dinas Pendapatan Kota selalu menerima setoran rutin dari
pemitik panti-panti pijat jiar tersebut.*®

Kadispenkot Suhartoyo secara blak-blakan mengakui adanya setoran dari
panti pijat tak berizin tersebut. Menurutnya setoran itu adalah untuk membayar
pajak hiburan dan bukan digunakan untuk sctoran yang lain la menyatakan
bahwa pajak hiburan tidak ada kaitannya dengan perizinan vang dikeluarkan
Disparta. Selama ada obyek dan subjek yang melakukan kegiatan bisa ditarik
pajak hiburan.*

Padahal tempat hiburan seperti panti pijat itu diharuskan (berkewajiban)
untuk memiliki izin usaha sesuai dengan vang ditentukan oleh pasal 30 ayat 1
huruf f Peraturan Daerah Kot Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak
Hiburan yang menyatakan bahwa penyelenggara hiburan diwajibkan untuk
menunjukkan surat izin usaha pariwisata dan atau surat izin menyelenggarakan
hiburan dari Walikota Surabaya. Hal ini didukung pula dengan bunyi ketentuan
pasal 30 ayat 2 huruf g yang menyatakan bahwa penyclenggara hiburan dilarang
menyelenggarakan atau mengadakan pertunjukan hiburan tanpa izin dari Kepala
Daerah atau pejabat.*’

Kadisparta Muhtadi mengatakan bahwa penarikan pajak yang dilakukan oleh

Dispenkot memang sering menyulitkan Disparta sebab banyak pemilik panti pijat

“* Ternyata, Pemkot Tarik Pajak, Jowa Pos, Selasa 22 Juni 2004, h.33.
“ Ihid,
*7 Baca halaman 64 skripsi.
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yang menganggapaya sebagai bukti legalitas. Padahal pajak hiburan sama sekali
bukan bukti perizinan.**

Digunakannya dua sistem yaitu sistem porporasi (bagi tempat hiburan yang
menggunakan Harga Tanda Masuk) dan sistem taksast atau taksiran (bagi tempat
hiburan yang tidak menggunakan Harga Tanda Masuk) mempunyat tujuan untuk
mencegah wajib pajak hiburan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang
nantinya dapat menyebabkan terjadinya penggelapan pajak (tax cvasion). Setiap
sistem tentu memiliki kelemahan dan kelebihan dalam penerapannya di lapangan,
untuk it kedua sistern tersebut digunakan agar saling melengkapi dalam

pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di Kota Surabaya.

Z, Wewenang dinas lain yang terkait.

Wewenang dinas lain yang terkait dengan pemungutan pajak hiburan di Kota
Surabaya sangat menentukan dalam hal kelancaran pemungutan yang dilakukan.
Dinas yang terkait dengan pemungutan pajak daerah dan retribusi dacrah
dikoordinasi olch Pemerintah Dacrah Kota Sursbaya. Dslam rangka
meningkatkan pendapatan asli daerah maka dapat Jdilakukan upaya intensifikasi
dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah. lotensifikasi adalah dengan upaya
mengoptimalkan penerimaan dari obyek Peadapatan Asli Daerah yang telah ada
sedangkan ckstensifikasi adalah dengan meluaskan janingan obyek Pendapatan

Asli Daerah khususnya dalam bidang pajak daerah.

* Teenyatn, Pemkot Tarik Pajak, Loc.cit,
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Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah datam

rangka meningkatkan pendapatan dacrah melalui intensifikasi pemungutan pajak

daerah dan retribusi dacrah, antara Jain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai

berikut

a.

AY

Memperluas basis penerimaan

Upaya yang dapat dilakukan untuk memperluas basis penerimaan adalah
dengan cara mengidentifikasi pembayar pajak baru yang dianggap
potensial, memperbaiki basis data obyek, memperbaiki penilaian,
menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan
Memperkuat proses pemungutan

Hal imt dapat dilakukan dengan cara mempercepat penyusunan Peraturan
Dacrah, mengubah tarif khususnya tanf retribust dan peningkatan sumber
daya manusia.
Meningkatkan pengawasan

Pengawasan dapat dilakukan dengan cara melakukan pemertksaan secara
dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan
sanksi terhadap penunggak pajak dan sankst terhadap pihak fiscus
{petugas pajak), serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan

yang diberikan oleh daerah.

d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menckan biaya pemungutan

¥ Tiip lsmail, Op.cit, h.133.
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Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki
prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak,
meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan,

e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi
terkait di daerah.

Menurut Dircktorat Jenderal Pajak Depkeu Hadi Poernomo menjelaskan
mengenai berbagat upaya untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak adalah
melalui upaya monitoring atau pengawasan dengan cara membuat bank data
untuk memonitor aktivitas wajib pajak , introspekst internal, canvasing
(penyisisan), ekstensifikast (mencari wajib pajak yang sembunyi), dan
intensifikasi >

Dalam pemungutan pajak hiburan terdapat dinas lain yang terkait yaitu Dinas
Pariwisata dalam hal pemberian izin usaha pariwisata Badan Kesatuan Bangsa
dan Perindungan Masyarakat dan Dinas Polisi Pamong Praja serta Dinas
Pendapatan Daecrah dan Dinas Pendapatan Kota dalam hal memungut pajak
hiburan. Mengenai hal int akan dijelaskan lebth lanjut seperti berikut im.

a. Wewenang Dinas Pariwisata (Disparta)

Dinas Pariwisata berwenang untuk memberikan izin usgha pariwisata bagi
tempat hiburan untuk menjalankan kegiatan atau usaha bagi tempat-tempat
hiburan di Kota Surabaya. Salah satu instru.nilen yang sering digunakan datam

Hukum Administrasi adalah izin, dengan adan*a 1zin yang diberikan maka tujuan
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utama vang ingin dicapai adalah untuk pengendalian terhadap suatu kegiatan
tertentu. Pengendalian ini tercermin dalam tindakan pengawasan yang dilakukan
oleh instansi yang mengeluarkan izin tersebut agar kegiatan yang dilaksanakan
tidek menyimpang dari ketentuan yang telash ditetapkean dalam Peraturan
Perundang-undangan.

Secara umum fujuan perizinan adalah - *!

a. Mengarahkan atau mengendalikan (sturen) aktivitas tertentu;

b. Mencegah bahaya;

c. Melindungt obyek tertentu;,

d. Seleksi orang dan atau aktivitas tertentu.

Dalam Kaitannya dengan aspek perizinan maka kegiatan yang
disclenggarakan oleh tempat hiburan memerlukan adanya izin Usgha Pariwisata
dan Tempat Hiburan Umum yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata, Pasal 1
angka 5 Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Sanksi Administrasi Pelanggaran Peraturan Daerah Kota
Surgbaya Nomor 6 Tashun 2003 tentang Kepariwisatean mendefinisikan [zin
Usaha Pariwisata adalah izin yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata kepada
badan usaha atau perorangan untuk menjalankan (mengoperasikan) usaha di
bidang Kepariwisataan.

Tujuan utama penerbitan tzin ini adalah selain untuk upaya pengendalian

bagi usaha yang dilakukan agar tidak mengganggu lingkungan sekitarmnya juga

¥ potensi Kenaikan Pajak Rp. 23 Trilyun, Jawa Pos, Sabtu 29 Mei 2004, h.9.
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untuk upaya pendataan agar tempat usaha tersebut dapat dikenai pemungutan
pajak hiburan. Hal tersebut diatur dalam pasal 30 ayat | huruf £ Peraturan Daerah
Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan yang menyatakan
bahwa penyelenggara hiburan diwajibkan untuk menunjukkan surat izin usaha
pariwisata dan atau surat izin menyelenggarakan hiburan dari Walikota Surabaya,
alasan pengaturan ketentuan i adalah supaya administrasi yaitu mengenai
pendataan tempat hiburan di Surabaya dapat terkoordinasi dengan baik dan
dengan pendataan tersebut dapat memudahken Dinas Pendapatan Kota maupun
Dinas Pendapatan Daerah mengetahui lokast tempat hiburan di Surabaya untuk
kemudian melakukan pemungutan pajak hiburan. Namun dalam prakteknya
masih banyak terjadi pelanggaran dan adanya kesulitan dalam penerapan
penerbitan izin resmi bagi tempat hiburan liar tersebut (banyek terjadi pada panti
pijat). Selain hal tersebut, izin juga dapat dipergunakan untuk upaya penindakan
dari{ aparat yang berwenang apabila terjadi pelanggaran seperti melakukan usaha
yang tidak disebutkan dalam izin, pelanggaran datam hal tidak membayar pajak
hiburan dan secbagainya.

Berdasarkan data terbaru dari Dinas Pariwisata (Disparta) hingga bulan Joni
2004 terdapat sekitar 300 (tiga ratus) panti pijat vang tidak memiliki izin resmi
dari Disparta. Dan beberapa panti pijat yang tidak memiliki izin tersebut diduga

dipergunakan sebagai tempat prostitusi terselubung.*

$' 1.B.JM. ten berge dan N.M. Spett, Pengamtar Hukum Perizinan, cet. |, Yuridika, Surabaya,
1993, h.4-5.
32300 Panti Pijat Liar, Jawa Pos, selasa 15 Juni 2004, h.34.
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Menurut Muhtadi selaku Kepala Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Surabaya
ini data yang terhimpun adalah berdasarkan pada hasil pengamatan dalam sebulan
penuh dan data tersebut dshitung dad seluruh wilayah di Surabaya. Misalaya di
kawasan Ngagel, sepanjang saturan Simo, Darmo Park, hingga Kawasan Kedung
Doro, dan tempat panti pijat lain yang terletak dalam perkampungan belum
termasuk dalam hitungan.*

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa tempat hiburan
tersebut akan merugikan Pemerintah Kota (khususnya Dinas Pendapatan Kota)
dalam hal pemungutan pajak hiburan. Kesulitan yang dihadapt oleh Dinas
Pendapatan Kota dikarenakan banyaknya tempat hiburan yang tidak terdaftar akan
berdampak pada kinerja masing-masing Dinas Pendapatan Dacrah dalam upays
penarikan pajak hiburan. Dispenda akan kesulitan dalam hal melacak obyek
hiburan yang akan dikenai pajak hiburan dan hal ini dapat mengakibatkan
penurunan jumlah penerimaan masing-masing Dinas yang nantinya akan
berdampak pada pencapaian target realisasi pajak yang tidak maksimal.

Maraknya panti pijat liar di Kota Surabaya membuat pendapatan pemkot
tidak bisa tergali secara optimal. Maklum, panti-panti pijat liar itu tidak
menyetorkan pajak kepada pemkot sebagaimana paanti pijat resmi. Berdasarkan
hitungan kasar Jawa Pos, pendapatan yang “hilang” akibat maraknya panti pijat
lar itu bisa mencapai Rp. 9.45 miliar selama setahun. Untuk hal tersebut akan

diuraikan sebagai berikut ; **

a3
Ibid.
3 Pemkot Bisa “Rugi” Rp 9,45 M, Jawa Pas. Senin 21 Juni 2004, b33,
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Jika tarif pijat per jam Rp 25 ribu, dan konsumen per hari rata-rata 10 orang,
maka pendapatan rata-rata sctiap panti pijat mencapai Rp 7,5 juta sebulan.
Asumsi : pantt pyat liar di Surabaya berjumlsh 300 tempat (data Dinas
Pariwisata), maka pendapatan rata-rata seluruh panti pijat liac adalah Rp. 27
miliar setahun (Rp. 7.5 juta x 300 panti pijat x 12 bulan = 27 miliar). Karena
pajak panti pijat frar ditetapkan 35 persen dari pendapatan, maka, fulus yang bisa
diraup pemkot bisa mencapai Rp.9.45 miliar (Rp.27 miliar x 35 persen = Rp.9.45
miliar). Jadi potenst pendapatan pemkot vang hilang diperkirakan scbesar Rp.
9,45 miliar setahun.”

Untuk mencegah hal tersebut maka Pemernintah Kota Surabaya mengatur
permasalaban yang terkait dengan izin usaha pariwisata maupun izin tempat
hiburan dalam Peraturan Dacrah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisataan.
Di dalam Peraturan Daerah tersebut memuat mengenai ketentuan tentang
perizinan dari syarat-syarat vang harus dipenuhi untuk memperoleh izin serta
prosedur pengajuan izin.

Prosedur mengenai pengajuan izio Pariwisata Rekreasi dan Hiburan Umum
diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisataan
tepatnya pada pasal 113 ayat 1. Ketentuan pada pasal tersebut mengatur bahwa
izin dimotonkan secara tertulis kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk.
Dalam hal ini pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin adalah Kepala
Dinas Pariwisata Kota Sumabaya melalui permohonan vang diajukan oleh

pemohon 1zin.

3 Ihid
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Pemohan yang berkepentingan dalam penerbitan izin harus mengisi formulir
tertentu yang disedigkan oleh Dinas Pariwisata (Disparta) dan disertai dengan
persyaratan tertentu yang harus dilampirkan oleh pemobhon fzin tersebut. Formulix
berist tentang tdentitas pribadi pemohon izin dan data mengenai hal-ha! yang
terkait dengan tempat usaha yang dimohonkan untuk memperoleh izin. Setelah
formulir tersebut diisi secara lengkap dan benar maka langkah selanjutnya adalah
melampirkan persyaratan administratif yang harus disertakan meliputi -

a. Foto copy Izin Gangguan yang dilegalisir;

b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;

c. Foto copy Akta Notaris pendirian Badan yang dilegalisir apabila pemohon
adalah Badan,

d. Gambar denah ruangan;

e. Foto copy surat izin usaha panwisata rekreasi dan hiburan umum yang
dilegalisir, bagi permohonan perpanjangan izin usaha;

f. Bukti pelunasan pajak hiburan tahun terakhir sesuai dengan ketentuan
Peraturan  Perundeng-undangan vyang berlaku, bagi permohonan
perpanjangan izin usaha.

Mengenai tata cara dan prosedur pengajuan (zin bagi usaha pariwisafta,
rekreasi dan hiburan umum tersebut diatur febih lanjut datam Surat Keputusan
Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyclenggaraan
Usaha Pariwisata Rekreast dan Hibuean Umum.

Proses dan tata cara dalam penyelesaian permohonan izin diatur dalam Bab

SKRIPSI PAJAK HIBURAN SEBAGAI .. FRANSISCA ANGGRAINI H.




IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

68

1V Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2004 tepatnya pada pasal

10 yang akan diuraikan sebagai berikut :

. Pemohon mengambil dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas
Pariwisata melalui sub dinas obyek dan daya tarik wisata serta mengist
formulir tersebut secara benar

2. Penyerahan persyaratan administrasi yang telah ditentukan sebelumnya
kepada sub dinas obyek dan daya tarik wisata

3. Sub dinas obyek dan daya tarik wisata berkewajiban untuk :

< Menelit: berkas permohonan dan kelengkapan persyatatan yang diajukan

% Mengadakan pemeriksaan atau penelittan ke lokasi. Hal i bertujuan
untuk  mencocokkan data vang ada dengan fakta di lapangan mengenat
kebenarannya.

% Membuat berita acara pemeriksaan ke lokast dan memberikan
pertimbangan berupa persetujuan atau penofakan atas permohonan izin
yang dimaksud

*» Perstapan mengenai konsep Surat [zin Usaha Pariwisata Rekreasi dan
Hiburan umum yang diajukan kepada kepala dinas pariwisata.

4. Setelah itu kepala dinas pariwisata berkewajiban untuk :

» Menandatangani konsep Surat Izin Usaha Pariwisata Rekreasi dan Hiburan
umum

< Menyerahkan kembali berkas Surat Izin Usaha Pariwisata Rekreasi dan

Hiburan Uumum kepada sub dinags obyek dan daya tartk wisata,
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5. Bagian Tata Usaha berkewajiban untuk :

% Memberi Nomor register perizinan pada surat izin usaha tersebut

kemudian ditandatangani kepala disparta dan dicatat dalam buku register

** Melakukan penyerahan surat izin kepada sub dinas obyek dan daya tarik

wisata.
6. Sub dinas obyek dan daya tarik wisata berkewajiban uatuk :

< Memberikan bimbingan dan pengarahan pada pemohon dalam upaya

pembinaan penyelenggaraan usaha pariwisata

<+ Menyerahkan surat izin tersebut kepada pemohon.

Pemohon izin usaha panwisata dan hiburan umum dapat menerima izin
dalam jangka waktu karang lebih 6 (enam) hari setelah diajukannya permohonan
kepada Dinas Pariwisata.

Dalam hal persyaratan yang diberikan belum memenuhi ketentuan yang
disyaratkan oleh Peraturan Daerah tentang Kepaniwisataan maka instansi pemberi
izin dapat tidak mengolah permohonan yang diajukan. Namun hal i haruslah
didahuiut dengan pemberitahuan kepada pemohon agar dengan segera melengkapi
persyaratan yang kurang dalam kurun waktu tertentu,

Menytkapt ketentuan pasal 3 ayat 3 Keputusan Walikota No.2 Tahun 2004 jo
pasal 113 ayat (10) Perda Nomor 6 tahun 2003 tentang Kepariwisataan, izin usaha

pariwisata rekreast dan hiburan umum meliputi : izin usaha, izin usaha khusus,
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dan izin usaha bersyarat. Pengaturan izin usaha khusus dan izin usaha bersyarat
tidak lazim dalam berbagai perundangan perizinan.*

Namun karena jenis usaha tersebut merupakan aturan hukum yang harus
dilaksanakan, maka pertimbangan yang dibertkan atas pemberian izin usaha panti
ptjat vang betupa izin usaha khusus haruslah dengan bijak dan bertumpu pada
asas umum pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen Van Behoordijk
Bestuur). Perlu ditekankan untuk tidak terlalu mudah datam pembertan izin usaha
khusus dan izin usaha bersyarat, yang akhimya akan mengarah pada tindakan
“diskriminasi”. Disamping berpeluang diskriminatif, adanya izin khusus dan izin
bersyarat merupakan laban subur bagi praktik tindakan sewenang-wenang dan

penyalahgunaan wewenang (detournement du pouvoir).”

b. Wewenang Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
(Bakesbang linmas) dan Dinas Potisi Pamong Praja (Dispol PP)
Bakesbaag linmas berwenang dalam melakukan pendataan dan pengawasan
tempat-temnpat hiburan di Kota Surabaya, pengawasan dikhususkan untuk jam
operasional tempat-tempat hiburan di Kota Surabaya. Ketentuan mengenat Surat
Keputusan Walikota mengenai jam operasional bagi kegiatan usaha di bidang
rekreasi dan hiburan sempat menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya.
Bakesbang iinmas dalam hal mi menjadi ketua tim pengawasan tempat

rekreasi dan hiburan di Kota Surabaya namun dikhususkan untuk tempat-tempat

* Tatiek Sti Djatmiati, “Ribut-ribut Soal Panti Pijat Liar- P§at Itu “Medis”, bukan Hiburan™, Jawa
Pas, 5 )uli 2004, h.27
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hiburan yang memiliki izin resmi yang diterbitkan oleh Dinas Pariwisata
sedangkan di sist lain tugas untuk menertibkan tempat hiburan yang tidak
memiliki izin resmi adalah menjadi kewenangan dari Dispol PP.%®

Pemerintah Kota (Pemkot) Sursbaya menegaskan akan menutup tempat
hiburan di Surabaya selama Bulan Puasa. Langkah ini diambil guna meredam
konflik kepentingan yang timbul di antara beberapa kelompok di Surabaya, yang
dikhawatirkan dapat menyulut pertikaian *

Keputusan terscbut diambil oleh Walikota Surabaya yang pada saat itu
dtjabat oleh Bambang Dwi Hartono ketika dalam pertertuan bersama dengan
jajaran Muspida Surabaya. Menurutnya upaya ini diambil karena untuk
menimbulkan situasi dan kondisi yang kondusif dalam bulan-bulan tertentu yang
dimungkinkan dapat menimbulkan konflik bagi masyarakat. Kegiatan penutupan
ini dtutamakan bagi tetepat hiburan malam vyang dirasa dapat meresahkan
masyarakat apabila tetap beroperasi selama bulan Ramadhan. Langkah penutupan
di beberapa tempat hiburan malam didakukan dengan tyuan pengendalian
terhadap kegiatan hiburan malam di Surabaya.

Pada tahun 2002 walikota menerbitkan Surat Keputusan Walikota Nomor 49
Tahun 2002 tentang waktuy atau jam operasional kegiatan usaha rekreasi dan
hiburan umum pada bulan ramadhan dan malam han raya Idul Fitri di Kota
Surabaya. Ketentuan yang demikian secara tidak langsung akan berdampak

terhadap pendapatan dari Dinas Pendapatan Daerah tempat hiburan tersebut

Y hid.
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berada, dengan adanya kebijakan penutupan sementara atau penutupan selama
jam-jam tertentu akan menyebabkan berkurangnya pengunjung yang tentu saja
akan menyebabkan berkurangnya jumlah pajak yang harus disetor pada Dinas
Pendapatan Daerah dalam bulan-bulan tersebut. Surat Keputusan Walikota ini
adalah sebagat awal dari penentuan kebijakan penutupan tempat-tempat hiburan
tertentu pada bulan Ramadhan namun dalam pengaturannya ada ketentuan yang
terlewat yaitu tidak dicantumkannya sanksi bagt pelanggar.

Solusi yang diambil oleh kelima Dinas Pendapatan Dacrah agar pada bulan
tersebut pemungutan pajak hiburan tidak mengalami penurunan secara drastis
adalah dengan mengantisipasi sebelum dan sesudah bulan Ramadhan wajib pajak
hiburan dikenakan pajak dengan jumdah lebih besar daripada bulan-bulan
sebelumnya agar target realisasi yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai.
Hal ini agar tetap sesuai dengan ketentuan Perda Pajak Hiburan, wajib pajak
hiburan tetap dapat mengajukan keberatan atas pemungutan pajak namun harus
disertai dengan alasan yang terdapat dalam bab IX tentang keberatan dan banding
pada Perda Pajak hiburan ®

Peraturan pelaksana atas Kketentuan mengenai pembatasan bagi jam
operasional di beberapa tempat-tempat ﬁiburan yang selatu berubah-ubah dan

berganti tiap tahunnya dapat menimbulkan kebingungan baik dari aparat

% Dispol PP dan Bakesbang Saling Lempar, Jawa Pos, Kamis 24 Juni 2004, h.33,

hd http://www kompas.com'kompas-cetak/ 0210/) 55atim/temp47 . htm, Selasa 15 Oktober 2002

“ Wawancara dengan Tbu Yusnaini Kepala bagian Penctapan Dinas Pendapatan Daerah cabang
Surabaya Selatan tanggal 11 Juli 2004.

Untuk penjelasan lebih [anjut tentang mekanisme keberatan dan banding terhadap pemungutan pajak
habwran lihm pada hataman 75.
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pelaksananya ataupun dari sisi Wajib Pajak yang dikenai Pajak Hiburan,
Seharusnya Peraturan yang dibuat dapat merangkum segala kepentingan yang ada
dan diutamakan bagi pemberian jaminan kepastian hukum bagi Wajib Pajak
Hiburan di Kota Surabaya. Peraturan yang selalu berubah menycbabkan Wajib
Pajak Hiburan (khususnya bagi penyelenggara Hiburan) banyak yang tidak
mengetahui akan peraturan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotz
Surabaya. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang kurang mengenai berbagai
ketentuan yang terkatt dengan tempat hiburan malam.

Pada Surat Edaran Nomor 435/4158/436.4.17/2003 tertanggal 7 oktober 2003
ketentuan operasionalnya masih berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2003 weontang Parwisata, Ketentuan i scharusnya memperhatikan
ketentuan lain yaitu mengenai Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun
2002 tentang Pajak Hiburan karena ketentuan tersebut akan merugikan bagi
kepentingan pengelola tempat hiburan di Kota Surabaya karena pemasukan yang
diterima menjadi berkurang sedangkan pajak hiburan yang menjadi kewajibannya
tiap bulan tetap harus dibayar. Dalam ketentuan tersebut tidak dicantumkan
mengenat sanksi, namun hanya dicantumkan mengenai denda yang terlalu ringan
bagi pengusaha Kealpaan dalam mencantumnkan jangka waktu peringatan lisan
serta peringatan tertulis dapat menyebabkan pelaksanaan surat edaran ini menjadi
tidak efektif dan hanya sebagai pemberitahuan semata bagi pihak pengelola

hiburan di Kota Surabaya.
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¢. Wewenang Dinas Pendapatan Kota dan Dinas Pendapatan Dacrab

Wewenang Dinas Pendapatan Kota secara umum adalah memungut pajak
dacrah dan retribusi dacrah, sedangkan wewenang Dinas Pendapatan Daerah vang
tersebar di lima wilayah Kota Surabaya adalah memungut pajek di tingkat
Kabupaten atau Kota termasuk di dalamnya adatah pajak pajak hotel, pajak
restoran, pajak hibuman, pajak reklame, pajuk pencrangan jalan, serta pajak
pengambilan bahan galtan golongan C. Dinas pendapatan dacrah merupakan
ujung tombak dari Dinas Pendapatan Kota Surabaya. Untuk pemungutan dan
penetapan jumlah pajak terhutang bagi pajak lburan atas penyelenggaraan
hiburan rutin dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah di lima wilayah Surabaya
sedangkan untuk hiburan insidentil wewenang untuk memungut pajaknya
ditangani oleh Dinas Pendapatan Kota dan Dispenda di lima wilayah hanya ikut
melakukan kegiatan pengawasan saja.

Pada Dinas Pendapatan Dacrah terdapat susunan organisasi yang
metudahkan pembagian tugas dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Surabays Nomor ¢ Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan yaitu Kepala Dinas
Pendapatan Daerah yang membawahi Bagian Tata Usaha, Pendataan, Penetapan,
Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan.

Wewenang Dinas Pendapatan Kota dan Dinas Pendapatan Dacrah adalah .

a) Menghimpun data objek dan subjek pajak;
Tugas tni dilakukan oleh bagian pendataan untuk jenis data objek dan subjek

pajak sedangkan untuk mendata pembayaran Wajib Pajak Hiburan baik sistem
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porporast maupun sistern taksasi dilakukan oleh bagian pembukuan dan
pelaporan.
Menentukan besarnya pajak yang terhutang (dilakukan oleh bagian
penctapan),
Diatur dalam dalam Bab VI tentang Tata Cara Penetapan Pajak (pasal 11 dan
12) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak
Hiburan.
Melakukan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak (dilakukan oleh
bagian penagihan},
Diatur dalam Bab VII tentang Tata Cara Penagihan Pajak Peraturan Dacrah
Kota Surabaya Nomeor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan ®
Menerima permohonan keberatan dan banding dart wajib pajak hiburan;
Keberatan untuk Pajak-pajak daerah diajukan kepada Kepala Daerah atau
pejabat vang ditunjuk (Kepala Dinas Pendapatan Dacrah) sebagaimana diatur
dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah
dan Retribusi Dacrah.
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah

{Kepala dinas Pendapatan Daerah) atas suatu :

. Surat Ketetapan Pajak Dacrah (SKPD);,

Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar (SKPDKB),

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan;,

Penjelasan mengenai prosedurnya lihat pada halaman 32-33 point 8 sampai 15.
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4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB),
5. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).

Hal ini diatur dalam Bab IX tentang keberatan dan Banding (pasal 23-pasal 25
Peraturan Dacrah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan).

Pasal 23 :

(1} Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan hanya kepada
Kepala Daerah atau pejabat atas suaty

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) barus
disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT diterima oleh Wajibs
Pajak, kecuali apabila Wajib Pejak dapat menunjukkan bahwa jangka
waktu ite idak dapat ditemut karena keadaan i luar kekuasaannya;

(3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal surat permohoman keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan;

(4) Apabila sctelah lewat wakiu 12 (dua belas) bulan sebagaimaga ditnaksud
pada ayat (3) Kepala Dasrah atau pejabat tidak memberikan keputusais,
permohonan keberatan dianggap dikabulkan;

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda
kewajiban membayar pajak.

Pasal 24 :

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian
sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setefah diterimanya
Susrat Keputusan Keberatan;

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda
kewajiban membayar pajak.

Pasal 25 :

Apabtla pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 atau

banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dikabulkan sebagian atau

seluruhnya, kelebihan membayar pajak dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan.

¢) Menctapkan pembebasan pajak dan keringanan pajak;

1 Atep Adya Barata, Meminimalisast dan Menghindari Sengketa Pajak dan Bea Cukal, PT Elex
Media Komputinde Kelompok Gramedia, Jakarta, 2003, h.14.
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Diatur dalam pasal 26 dan 27 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9
Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan.
Pasal 26 :

(1) Kepala Dacrah (Walikota Surabaya) atau pejabat berwenang (Dinas
Pendapatan Kota) berwenang menctapkan pembebasan atau keringanan
pembayaran pajak;

(2) Pembebasan dimaksud pada ayat (1) pasal inj diberikan kepada :

a. Semua penyelenggaraan hiburan yang diselenggarakan oleh pengusaha
ekonomi femah yang penyelenggaraannya dilakukan secara berkeliling
dengan menggunakan peralatan vang sederhana dan pembayaran yang
diminta dari penonton secara sukarels,

b. Segala jenis hiburan yang diselenggarakan oleh pengusaha ckonomi
lemah yang penyelenggaraannya dilakukan secara berkeliling dengan
menggunakan peralatan yang sederhana dan pembayaran yang diminta
dan penonton secara sukarela;

c. Segala jenis hiburan yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang
seluruh biaya penyelenggaraannya dibebankan pada APBN/APBD;

d. Segala jenis hiburan yang disclenggarakan oleh Pemerintah yang
semata-mata bertujuan untuk pencrangan masyarakat.

Pasat 27 :
(1) Untuk pembinzan dan pengembangan Olah raga, kesenian dacrah, dan

Perfilman Nasional, Kepala Daerah dapat memberikan keringanan berupa

sumbangan setinggi-tingginys 50% (lima pufuh persen) dari jumlah pajak
terhutang;

(2) Kepala Daersh dapat memberikan keringanan terhadap penyelenggaraan
hiburan yang bersifat sosial dan atau keagamaan yang tidak bertujuan untuk
mencan keuntungan,

f) Menetapkar pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak hiburan;

Diatur dalam pasal 7 Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun
2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9
Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan,

Pasal 7 :

(1) Wajib Pajak vang akan mengangsur pajak harus mengajukan permohonan
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tertulis kepada Kepala Dinas Peadapatan;

(2) Wajib Pajak yang akan menunda pembayaran pajak harus mengajukan
permohonan kepada Kepala Dinus Pendapatan dengan melampirkan foto
copy KTP.

g) Melakukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak hiburan.

Dratur dalam pasal 9 Surat Keputusan Walikota Nomor 29 Tahun 2003

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Dacrah Kota Surabaya Nomor 9

Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan.

Pasal 9 :

Kelebihan pajak yang sudah disetor dan atau pajak yang dibayar di muka
tetapi fidak semua tanda masuk terjual dapat dikembalikan kepada Wajib
Pajak dengan cara :

a. Mengisi formulir permohonan pengembalian pembayaran pajak yang telah
discdiakan di atas matcrar scbosar scsuat kefenuan yang berlaku dan
inemperoleh SKPDLB,

b. Wajib pajak setelah menerima SKPDLB selanjutnya Dinas Peudapatan
menerbitkan Surat Penntah Membayar Kelebihan Pajak Daerah
(SPMKPD) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendapatan;

¢. Dinas Pendapatan menyampaikan SPMKPD kepada bagian Keuangan
guna diterbitkan SPMU dan selenjutnya Kas Dacrah mengembalikan
kelebihan pembayaran pajak kepada pemohon berdasarkan SPMU.

h) Pengawasan peayetoran pajak hiburan terhutang,

Untuk pengawasan ini ekan dijelaskan lebih lanjut pada bab tentang
pengawasan oleh Dinas Pendapatan Kota dan Dinas Pendapatan Daerah *
3. Penegakan hukum dalam Pajak Hiburan

Konsep penegakan hukum tidak dapat disama erttkan dengan konsep
perlindungan hukum sebab keduanys memiliki arti yang berlainan. Penegakan
hukum adalah upaya yang dilakukan pemerintah agar tidak terjadi pelanggaran

dengan cara melakukan pengendalian sedangkan perlindungan hukum adaiah

SKRIPSI PAJAK HIBURAN SEBAGAI .. FRANSISCA ANGGRAINI H.




SKRIPSI

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PAJAK HIBURAN SEBAGAI .. FRANSISCA ANGGRAINI H.



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

79

sarana yang dimiliki masyarakat untuk menuntut perlindungan dalam bidang
hukum agar haknya terlindungi. Ketentuan penegakan hukum administrasi
mengandung dug komponen penting vakni pengawasan (upaya penegakan hukum
preventif) dan penerspan sanksi (upaya penegekan hukum represif). Kedua
komponen int diperiukan agar dalam pelaksanaannya di lapangan petunjuk
pelaksanaan mengenai penertiban tempat hiburan yang ada di Kota Surabaya
menjadi efektif.

Peran Pemenntah Kota Surabaya dalam melakukan pengawasan_ mekanisme
pemungutan pajak hiburan ialah melakukan pengawasan secara berkala melalui
koordinast dinas-dinas terkait yang meliputi : Dinas Pariwisata, Bakeshang
ttunas, Dinas Polisi Panonyg Praga, Dinas Peadapatan Kota, serta Kecamatan dan
Keturahan 5

Pemerintah Kota Sutabaya memandang perlu untuk melakukan penpawasan
terhudap tempat hiburan di Kota Surabays, pengawasan dilakukan pada berbagai
aspek yang terkait dengan tempat hiburan yaitu mengenai perizinan (dilakukan
olch Dinas Pariwisata), jam operasional bagi tempat-tempat hiburan (dilakukan
oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Pedindungan Masyarakat serta Dinas Polisi
Pumony Praju), pernuoguian pajak (dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kota
serta kelima Dinas Pendapatan Daerah). Upaya ini ditempuh untuk mengurangi

dan mencegah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara

5% Ponjelasan lihat pada halaman 90.
“ Wawancara dengan bapak Abdul Aziz selaku kasi Penerbitan Surat Ketetapan Dinas Pendapatan
Kota Surabaya tanggal 25 Juni 2004,
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hiburan. Terkait dengan wewenang masing-masing dinas akan dijelaskan seperti
berikut.
a. Penegakan hukum oleh Dinas Pariwisata (Disparta)

Pelaksatinn dari ketenfuan pencgakan hukum  administrasi dalam  hal
perizinan dilakukan oleh DNinas Pariwisata meliputi upaya penegakan hukum
brersafat preventif dan represif.

Upaya penegakan hukum preventif dapat dilakukan dengan mekanisme
pengawasan vleh pthak yang berwenang dalam hat penguwasan izin. Mengenai
pengawasan dan pembinaan penyelenggaran kepariwisataan diatur dalam pasal
118 Peraturan Dacrsh kepariwisalaan dan pada prakickunya pengawasan ditakukan
deagan koordinasi antara instansi-instansi terkait yaitu badan kesatuan bangsa dan
peridungan iliasyarahut (Bukosbang tiimias) ddn Dinas Polisi Pamong Praja
{Dispol PP).

Namun dengan adanya kasus panfi pijat liar yang sedang gencar dimuat
dalam media massa ini dapat dinilai bahwa aparat pemerintah Kota menjadi
saling melempar tanggung jawab, padahal ketika tempat hiburan malam yang
berskala besar (seperti diskotik) diberi peringatan aparat pemerintah kota justru
bertindak tegas. Lemahnya koordinasi dan sistem informasi pada tim pengawasan
hiburan malam di Kota Surabaya menyebabkan pengawasan menjadi tidak efektif
dan tidak dapat berjalan baik. Tegjadi kerancuan dalam pembagian tugas (iob
disc}) aparat pengawas tempat hiburan, seharusnya bakeshang linmas sebagai tim

yang mengetual memberikan inisiatif untuk melakukan penindakan atas
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pelanggaran yang terjadi. Koordinast antara ketiga aparat pemkot (dispol PP dan
kepolisian dari sisi pidana, bakesbang linmas dan disparta dani sist perizinan, serta
Dinas Pendapatan Kota dari sisi pajak) sangat diperlukan dalam rangka
melakukan penertiban terhadap panti pijat liar yang jelas-jelas menyalahi
ketentuan perda pariwisata mengenai perizinan. Tugas pokok dan fungsi yang
masih tidak jelas menyebabkan antara instansi yang satu dengan instansi yang
tain menjadi saling menunggu untuk melakukan tindakan penertiban atas
pelanggaran yang ada. |

Sanksi administrasi adalah instrumen pemerintah yang digunakan untuk
menghentikan pelanggaran normna hukum administrasi dan penerapanuya
merupakan penegakan hukum represif.

Sanksi-sanksi hukum administrasi yang khas, antara fain :*

a. Bestuursdwang (paksaan pemerintahan),

b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin,
pembayaran, subsidi);

¢. Pengenaan denda adnunistratif;,

d. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (Dwangsom).

Dalam Peraturan Daerah  tentang kepariwisataan mengenal sanksi
administrasi diatur secara tersendiri dan pengaturannya tercermin dalam pasal
[21 bahwa pelanggaran terhadap ketentuan perizanan serta larangan dan
kewajiban yang tertera dalam perda tersebut akan dikenai sanksi administrasi

berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, dan pencabutan izin.
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Tata cara mengenai pelaksanaan administrasi pelanggaran Perda Nomor 6
tahun 2003 tentang kepariwisataan diatur dalam Surat Keputusan Walikota
Nomor 45 tahun 2003 yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan Walikota
Nomor 54 Tahun 2003. Dalam Surat Keputusan tersebut diatur dengan lebih rinci
mengenai sanksi administrasi apa yang dapat dikenakan bagi pelanggar.

Dasar hukum dari dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota terdapat dalam
pasal 72 Undang-Undang Nomeor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Dacrah yang
berbunyi sebagai berikut
(1) Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasz peraturan perundang-

undangan lain yang berlaku, Kepala Dacrah menetapkan Keputussn Kepala
Daerah.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh bertentangan
dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah, dan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggt.

Bestuursdwang dapat diuratkan sebagai tindakan-tindakan vyang nyata
(feitelijke handeling) dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang
dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau (bila masih) melakukan apa
yang seharusaya ditinggalkan oleh para warga karena bertentangan dengan
undang-undang. Menjalankan bestuursdwang merupakan suatu tindakan
penguasa dengan cara yang amat langsung. Sanksi-sanksi lainnya lebih berperan
secara tfdak langsung %

Peringatan memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk dalam
jangka waktu tertentu meniadakan sendiri akibat-akibat pelanggaran dan dengan

demikian mencegah pencrapan paksaan pemedntahan. Sebab paksaan

 Pphilippus M. Hadjon, et.al, Op.cit, h.243,
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pemerintahan dapat berakibat jauh bagi yang betsangkutan. lni membawa sebab
bahwa ada kebutuhan akan perlindungan hukum. Di samping itu, dalam
peringatan diberitakan kemungkinan pembebanan biaya ©
Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pemberiakuan peringatan paksaan
pemerintahan adalah :
¢ Peringatan harus definitif
Keputusan yang diberikan oleh instansi yang berwenang harus definitif artinya
harus disebutkan secara pasti dalem formulasi pasal-pasal yang ada dan
keharusan adanya penyebutan pasal-pasal yang memuat wewenang paksaan
pemerintahan. Hal tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 2 Surat Keputusan
Walikota Nomor 45 Tahun 2003 jo Pasal 3 Surat Keputusan Walikota Nomor

54 Tahun 2003.

.,
o

Organ yang berwenang harus disebutkan

Instansi yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintahan harus secara
jelas dan tegas disebutkan, dalam bal ini adalah wewenang dari walikots,
kepala disparta, kepala Dispol PP, dan Kepala Bakesbang Linmas,

< Peringatan harus ditujukan pada orang yang tepat

Yang dimaksud dengan orang yang tepat adalah orang yang sedang atau telah
melanggar ketentuan Perda kepanwisataan. Contoh dalam kasus panti pijat

lier maka yang dapat dikenai sanksi administrasi adalah panti pijat yang

% Ibid 0.246.
€ 3.B.JM. ten berge dan NM. Spelt, Op.cit, h.77.
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beroperasi dengan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perda
kepariwisataan dan ketentuan pelaksananya.

< Kejelasan mengenai ketentuan yang dilanggar
Ketentuan yang dilanggar harus discbutkan secara jelas dalamnya misalnya
dalam kasus peringatan (warning) yang diberikan kepada 30 tempat hiburan
malam di Surabaya harus disebutkan bahwa mereka telah melanggar
ketentuan dalam Surat Keputusan Walikota Nomor 58 Tahun 2003 tentang
Ketentuan waktu atau jam operasional kegiatan usaha obyek dan daya tarik
wisata rekreasi dan hiburan umum.

% Pelanggaran nyata harus digambarkan dengan jelas
Pelanggaran atas ketentuan yang tercantum dalam perda harus dapat
dibuktikan secara konkrit, hal ini dapat dilakukan dengen koordinasi dengan
kepolisian untuk melakukan razia atas tempat-tempat hiburan yang melanggar

ketentuan jam operasional ataupun ketentuan perizinan yang berlaku.

L)
L

Peringatan memuat penentuan jangka waktu

Penentuan jangka waktu dalam pemberian beban harus jelas.

Dalam Surat Keputusan Nomor 54 Tahun 2003 mengenai jangka waktunya
tidak mempunyai pedoman vyang jelas darn hari diterimanya peringatan
sampai titlk akbir pencntuan pelaksanaan dart paksaan pemerintehan.
Memang untuk memberikan paksaan pemerintahan adalah merupakan
wewenang bebas dari pemerintash namun peraturan yang tidak mengatur

secara jelas mengenai jangka waktunya akan menimbutkan kesulitan dalam
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pelaksansannya karena dapat direkayasa sesuai dengan keinginan aparat
penindak di lapangan. Hal demikian terbukti dari lambannya kinerja
pemerintah kota dalam menindaklanjuti masalah panti pijat liar dan
memberikan batas waktu (deadline) enam bulan bagi panti pijat liar yang
tidak memiliki tzin agar segera mendaftarkan usahanya ke Dinas Pariwisata.
Padahal sebhelumnya telah ada Surat Keputusan Nomor 45 tahun 2003 yang
mengatur mengenai hal ini namun Pemerintah Kota mengubah dengan Surat
Keputusan Walikota Nomor 54 tahun 2003 yang tidak memuat tentang jangka
waktu, tentu saja hal ini dapat menimbulkan celah bagi pelanggaran yang
tegjadi.
* Pembenan beban jelas dan seimbang
Pemberian beban harus sccara jelas disecbutkan dan secimbang dengan
pelanggaran yang dilakukan, sebaliknya pemberian beban yang melebihi apa
yang telah dilakukan (melalui pelanggaran) tidak diperbolehian.
< Pemberian beban tanpa syarat
Pembenan beban harus tak bersyarat. Dari sudut kepastian hukum, pemberian
beban tidak boleh digantungkan pada situasi yang tidak pasti di kemudian
hari.
+ Beban mengandung pemberian alasannya
Dalam melakukan peringatan harus dijelaskan mengenai alasan pelanggaran
kepada pelanggar hal ini disecbabkan karena paksaan pemerintahan yang

dilakukan bukan merupakan kewajiban melainkan sebuah wewenang,
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%+ Peringatan memuat berita tentang pembebanan biaya

Apabila ada biaya tertentu dalam melakukan paksaan pemerintahan maka

harus dijelaskan siapa yang dibebani dengan biaya tersebut.

Adanya perubahan Surat Keputusan Walikota Nomor 45 tahun 2003 menjadt
Surat Keputusan Walikota Nomor 54 tahun 2003 mengenai pengaturan tempat
hiburan malam. Perubshan pada Surat Keputusan tersechut bertujuan untuk
memberi kewenaagan penuh bagi Dinas Pariwisata wituk menangani tempat-
tempat hiburan Pemerintah Kota Surshaya merevist Surat Keputusan Walikota
Nomor 45 Tahun 2003 yang mengatur mengenai tata cara pemberian sanksi
terhadap tempat hiburan malam yang melanggar Peraturan Daerah Tentang
Pariwisata diberikan peringatan selama tiga kali. Tenggang waktu antara
peringatan itu sckurang-kurangnya lima hari sejak diberikan. Setelah peringatan
ke-tiga, tempat hiburan diberikan toleransi lagi selama lima hari. Jika dalam
tenggang waktu tersebut tempat hiburan tersebut masih melakukan pelanggaran,
pemerintah Kota akan mencabut izin usaha tempat hiburan tersebut %

Pasal 3 ayat 2 sampai 4 pada Surat Keputusan Walikota Nomor 54 Tabun
2003 tentang perubahan atas Surat Keputusan Walikota Nomor 45 Tahun 2003
tentang Tata Cara pelaksanaan Sanksi Administrasi Pelanggaran Peraturan Daerah
Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisataan mengatur demikian :
(2) Pcningatan lisan dapat diberikan baik sebelum, bersamaan maupun setelah

peringatan tertulis;

(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diberikan oleh Kepala
Dinas sebanyak 2 (dua) kali yaitu berupa peringatan 1 (pertama), dan

¥ Pemkot Mbingungi, Jawa Pas, Jumat 21 November 2003, h.31,
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peringatan If (kedua) masing-masing berdasarkan berita acara pemeriksaan di
4) m;; setelah diberikan peringatan {I (kedua) masih tejadi pelanggaran dan

atau tidak mematuhi peringatan dimaksud, maka izin usaha pariwisata dapat

dicabut;

Setelah berkali-kali mendapat sorotan terkait maraknya panti puat liar dan
tempat mesum terselubung, pemkot akhirnya mengambil sikap. Kemarin, enam
kepala dinas yang tupoksinya (Tugas Pokok dan Fungsi) terkait pengawasan dan
penertiban tempat-tempat itu menggelar rapat koordinasi.®’

Hasilnya, seluruh panti prjat liar diharuskan melengkapi perizinannya,
selambatnya sampai akhir Desember tahun ini. Jika deadline ini diabaikan,
pemkot mengancam akan mengobraknya secara besar-besaran. Kesepakatan itu
tertuang dalam rapat yang digelar di ruang Asisten II Muklas Udin. Rapat itu
dihadin Kepala Dinas Pendapatan Kota Suhartoyo, Kepala Dinas Pariwisata
Muhtadi, Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Kadni Kusuma, Kepala Bakesbang
Linmas Surabaya Suyitno Miskal, Kabag Pemenntahan Nasirin, dan Kasubdin
Humas Tasmudji Chamsun mewakili pit Kadis Infokom Juli Subianto.”

Berkaitan dengan “Dead Line” 6 bulan bagi semua usaha pantt pijat, itu
memang langkah pemkot yang cukup rasional. Namun demikian, hal itu periu
disikapi dengan prinsip-prinsip dasar yang harus ditegakkan. Bagi usaha panti
pijat yang har karena dipakai untuk tujuan yang tidak semestinya, harus segera

ditertibkan. Selebihnya perlu kehati-hatian dalam menanganinya.”’

® pemkot Deadline 6 Bulan, Jowa Pos, Rabu 30 Juni 2004, h.33.
* Ihid,
" Tatiek Sti Djatmiati, Loc.cif.
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Langkah terakhir yang diambil oleh Pemerintah dalam Penegakan Hukum di
bidang perizinan adalah pencabutan izin ussha pariwisata seperti yang
dicantumkan dalam pasal 5 Surat Keputusan Walikota Nomor 54 Tahun 2003.
Dasar atau alasan yang dapat dikemukakan untuk pencebutan suatu izin adalgh
penyimpangan perizinan, pandangan kebijaksanaan yang berubah, keadaan nyata
yang berubah dan penarikan kembali sebagai sanksi.

Sanksi pidana diatur dalam pasal 120 Peraturan Dagrah tentang
kepariwisataan yang menyatakan bahwa pelanggaran tethadap ketentuan yang
tersebutkan dalam Perda ini akan dikenai pidana kurungan paling lama enam
bulan dan denda sebanyak-banyaknya lima juta rupiah. Ketentuan pidana dalam
hukum perizinan ini bertujuan untuk memberikan nestapa kepada orang atau
badan hukum yang meclanggar ketentusn perizinan. Dasar hukum ditetapkan
bahwa sanksi pidana tidak boleh melebili enam bulan (untuk pidana kurungan)
dan denda maksimal sebanyak lima juta rupiah adalah Pasal 71 Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,

b. Penegakan Hukum olehk Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat (Bakesbang linmas) dan Dinas Polisi Pamoung Praja (Dispol
PP).

Pasal 3 ayat | point ¢ dan d menjelaskan tentang wewenang yang dipunyai
oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat serta Kepala Dinas

Polisi Pamong Praja. Wewenang yang dipunyai oleh keduanya adalah untuk
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memberikan peringatan lisan dan peringatan tertulis.

Dalam Surat Keputusan Walikota tersebut ada tiga instansi yang saling
bekerjasama dalam penegakan hukum dari tempat hiburen di Kota Surabaya yaitu
Bakesbang Linmas, Satpol PP dan Disparta. Ketiga instansi int saling
berkoordinasi untuk melakukan pengawasan dan penertiban (berupa pemberian
sanksi administrasi} pada tempat hiburan yang melanggar ketentuan dalam
Peraturan Dacrah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Kepariwisataan.

| Dalam penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara
hiburan dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi administrast. Sifat pengenaan
kedua sanksi ini adalah kumulatif, jadi kedua sanksi tersebut dapat dikenakan
terbadap pelangaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2003 Tentang Kepaniwisataan secara bersamaan. Mengenai hal ini tersirat dalam
pasal 3 ayat 7 Surat Keputusan Walikota Nomor 54 Tahun 2003 tentang
Perubahan atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2003 tentang tata
cara pelaksanaan Sanksi Administrasi Pelanggaran Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepartwisataan.

Kumulasi sanksi dapat didefinisikan sebagai penerapan dua buah sanksi atau
lebih secara bersamaan, kumufasi sanksi ini meliputt kumulasi eksternal
(penerapan sanksi administrasi dengan sankst lain secara bersamaan misal ; sanksi
pidana) dan kumwlasi internal (pencrapan dua sanksi administrasi secara
bersamaan). Untuk kumulasi internal wi tidak melanggar asas nebis in idem

karena sanksi administrasi tidaklah melalui prosedur pengadilan seperti halnya
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sanksi pidana. Untuk kumulasi internal tidak boleh melanggar asas nebis vexari
(sanksi administrasi sejenis dimana tujuannya sama tidak boleh diterapkan secara
bersamaan) dan asas keseimbangan (harus memperhatikan keseimbangan antara

berat ringannya pelanggaran dan berat ringannya penerapan sanksi).

¢. Penegakan hukum oleh Dinas Pendapatan Kota dan Dinas Pendapatan
Daerah

Penegakan hukum yang dilakukaa oleh Pemerintah Dacrah tethadap wajib
pajak hiburan adalah dengan upaya pengawasan dan peraberian sanksi bagi waiib
pajak yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dafam Peraturan Daerah
Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan.

Pengawasan merupakan bagian dan pencgakan hukum administrasi yang
bersifat preventif, hal ini sesuai dengan sifat dan fungsi pengawasan untuk
melakukan pengawasan terhadap ketaatan dan kepatuhan masyarakat dalam
melaksanakan peraturan. 2

Upaya pengawasan diutamakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Hiburan atas
ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Dacrah Kota Surabaya
Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan. Pengawasan dalam menjalankan
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dacrah tersebut dilakukan melalui cara
“pengedokan” pada tempat-tempat hiburan terteatu dan hal ini dilakukan sebagai
upaya preventif (pencegahan) khususnya dalam rangka untuk meminimalisir

terjadinya kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak terhadap perhitungan dan
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penyetoran pajak pada Dinas Pendapatan Daerah yang menangani hiburan
tersebut.

Upaya “peagedokan” dapat diartikan bshwa petugas pajak (fiscus)
mendatangi tempat-tempat hiburan terteatu (berlaku untuk tempat hiburan yang
mekanisme pemungutan pajaknya menggunakan sistem taksasi / taksiran) untuk
kemudian melakukan inspeksi melalui ebservasi pada tempat tersebut untuk
jangka waktu tertentu dan selama proses pengamatan akan dilakukzin perhitungan
mengenai jumlah rats-rata orang yang menikmati hiburan pada tempat tersebut.
Kewenangan untuk melakukan kegiatan “Pengedokan” berada pada Dinas
Pendapatan Daerah pada lima wilayah yang ada di Kota Surabaya, hal ini
disebabkan dispenda yang mengetahui tentang jumlah hiburan yang ada di
wilayahnya.

Mekanisme “Pengedokan” ditentukan oleh Dinas Pendapatan Daerah pada
lima wilayah yaitu wilayah Surabaya Selatan, Surabaya Utara, Surabaya Pusat,
Surabaya Barat, Surabaya Timur dan Surabaya Selatan dan biasanya antara
Dispenda dilakukan rapat koordinasi agar dapat memantau perkembangan
pemungutarn pajak hiburan di mastng-masing wilayah, kendala yang dthadapi
serta laporan mengenai ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak.
“Pengedokan” dilakukan pada hari sabtu, minggu, dan senin jadi dalam satu
minggu dilekukan tigs kali. Alasan mengepa “Pengedokan™ dilakukan pada tiga
hart tersebut adalah karena biasanya pada hart sabtu dan minggu omzet

{pendapatan) yang diperolch mengalami peningkatan dibandingkan dengan hari

7 1 lik Pudjiastuti, Op.cif h.559.
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biasa mengingat hari tersebut adalah akhir pekan sechingga banyak orang
mengunjungi tempat hiburan. Sedangkan hari senin termasuk dalam jadwal
“Pengedokan” dikarenakan omzet yang diperolch pengusaha tempat hiburan
menurut pengamatan Dispenda adalah menempati posisi terendah dibandingkan
hari biasa {selasa sampai jumat).

Upaya pengawasan berupa “Pengedokan” ini dilakukan sebelum penetapan
pajak hiburan terhutang (khusus untuk obyek hiburan yang tarifnya menggunakan
sistem taksasi) dan setelah ditetapkan pajaknya akan terus dilakukan pemantauan
terhadap omzet atau pendapatan yang diperoleh dalam setiap bulannyz. Jadi
dilakukan pra penetapan pajak hiburan terhutang dan pasca penctapan pajak
hiburan terhutang. Untuk pra penctapan pajak hiburan dilakukan pengawasan
untuk menentukan jumlah pajak terhutang suatu tempat hiburan baru juga
dilakukan penyisican terhadap tempat hiburan baru yang memiliki potensi
penghasil pajak bagi Dispenda setempat. Sedangkan untuk pasca penetapan pajak
hiburan tetap dilakukan “pengedokan” karena bertujuan untuk mengawasi potensi
pajak hiburan dan tempat-tempat hiburan yang menggunakan sistem taksasi,
apabila terjadit peniingkatan omzet maka pengenaan pajaknya segera ditingkatkan
hal ini adalah upaya yang diambil agar tidak terjadi kecurangan sebab banyak
terjadi wajib pajak melaporkan data yang tidak scbenamya kepada Dispenda
mengenai potensi penerimaannya sehingga pajak hiburan yang disetorkan menjadi
berkurang.

Dalam melakukan tindakan pengawasan, Dinas Pendapatan Daerah
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memegang peranan yang penting karena cabang tersehut yang langsung
menangani permasalahan pajak dacrah (dalam hal ini pajak hiburan) yang
terdapat di wilayahnya masing-masing. Untuk tindakan pengawasan Dispenda
membentuk tim gabungan yang selalu mengadakan rapat koordinast dengan pusat
(Dispenkot) dalam jangka waktu sebulan sekali dan dengan sesama dispenda
dengan jadwal seminggu dua kali.”?

Dalam Dinas Pendapatan terdapat seorang Koordinator yang membawahi
beberapa Sub Koordinator Kecamatan (Subkorcam). Koordinator dan Sub
Koordinator Kecamatan int adalgh petugas lapangan yang bertugas untuk
mengawasi satu wilayah kecamatan saja dan tidak berkantor di kelurahan
melamnkan berkantor di Dinas Pendapatan Daerah sctempat. Namun karena
keterbatasan tenaga dan Sumber Daya Manusia yang ada maka hanya terdapat 25
petugas di Dispenda cabang Surabaya Selatan dimana ada satu petugas vang
memegang 2 kelurahan sehingga apa yang terjadi pada kelurahan atau wilayah
tersebut dapat dipantau terus oleh petugas dalam hal int khususnys untuk aspek
pajak hiburan. Di Dispenda Surabaya Selatan ada seorang koordinator yang
membawahi Subkorcam dan dalam tugasnya ia mengawasi 8 kecamatan ”*

Koordinator dan Subkorcam ini melakukan pengawasan berupa kegiatan
“Pengedokan” setiap haci sabtu, minggu, dan senin. Ini merupakan kegiatan rutin
yang dilakukannya dalem rangka mengawasi lingkungan yang dibawahinya,

Tugas Dispends tidak hanya melakukar “pengedokan” pada pajak hiburan saja

™ Wawancara dengan Ibu Yusasini Kepala bagian Penetapan Dinas Pendapatan Daerah cabang
Sursbays Selatan tanggal 11 Juli 2004,
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sehab untuk pajak hotel, pajak restoran juga dilakukan peagawasan dengan model

yang sama. Di Dispenda cabang Surabaya Selatan dalam satu hari mengeluarkan 4

(empat) orang petugas yang terbagi menjadi dua shift (jam kerja). Pagi dari jam

delapan sampai jam empat sore ada dua petugas yang bertugas untuk berkeliling

memantau tempat hiburan di wilayahnya dan sisanya diterjunkan untuk

mengawasi pada jam empat sore sampai malam. Untuk tempat hiburan yang “di-

dok™ dalam sehari kurang lebih ada 6-7 tempat hiburan dan untuk restoran dan

hotel kurang lebih ada 10 bush tiap harinya. Hambatan yang ditemui di lapangan

adalah . 7

a) Mengingat jumlah obyek pajak, terutama pajak hiburan yang ada di Kota
Surabaya dan tersebar di seluruh Kota Surabaya dengan jarak jangkau yang
cukup jaub maka dengan terbatasnya jumiah petugas (scksi penagihan dan
pengawasan) merupakan salah satu penghambat kinerja penagihan terhadap
penunggakan pajak yang ada di wilayah Dispenda.

b) Lokast tempat-tempat hiburan yang ada di Surabaya saling berjauban sehingga
membutuhkan dana untuk kegiatan operasional maka dengan keterbatasan dan
operasional akan menghambat kinerja yang diharapkan.

c) Kurangnya sarana transportasi untuk kegiatan operasional akan berpengaruh
terhadap kelancaran penyelesaian tugas dan pembagian tugas kurang serasi
akan berpengaruh terhadap kecepatan dan ketepatan pelaksanaan tugas serta

pemberian pelayanan kepada masyarakat masth jauh dan yang diharapkan.

™ Ibid
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Sanksi-sanksi merupakan bagian penutup yang penting di dalam hukum, juga
dalam hukum administrasi. Pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan
kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan
perundang-undangan tata usaha ncgara, manakala aturan-aturan tingkah laku itu
tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara (dalam hal maksud diperlukan).”®

Penegakan hukum dalam hal sanksi masih terbagi lagi menjadi dua yaitu
sanksi administrasi dan sankst pidana. Sifat pengenaan sanksi ini adalah
kumulatif, jad: kedua sanksi tersebut dapat dikenakan pada wajib pajak terhadap
pelangaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9
Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan. Sanksi administrasi adalah instrumen
pemerintah yang digunskean untuk menghentikan pelanggaran norma hukum
administrasi dan penerapannya merupakan penegakan hukum represif

Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan adalah antara lain  menuntut
terciptanya suasana tertib, termnasuk tertib hukum. Di dalam rangka mewujudkan
suasana tertib itu, maka pelbagai program dan kebijaksanasn pembangunan
negare perlu didukung dan ditegakkan oleh seperangkat keidah peraturan
perundang-undangan yang a.l memuat aturan dan pola perilaku-perilaku tertentu,
berupa larangan-larangan, kewajiban-kewajiban dan anjuran-anjuran. Salah satu
upaya pemaksaan hukum (law enforcement) itu, adalah, melalui pemberlakuan
sanksi pidana terhadap pihak pelanggar mengingat sankst pidana membawa serta

akibat hukum yang berpaut dengan kemerdekaan pribadi (a.l berupa pidana

T thid
7 Philipus M Radjon, et al, Op.cir h.243.
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penjara, kurungan dan harta benda (a.l. berupa pengenaan denda)) dari pelanggar
yang bersangkutan.”

Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan imi diatur

dalam bab X1V tepatnya pada pasal 32 yakni meliputi

a. Pengenaan pidana kurungan selama-lamanya ! (satu) tahun dan atau
denda sebanyak banyaknya dua kali jumiah pajak yang terhutang terhadap
wajib pajak yang alpa dalam menyampaikan SPTPD atau melakukan
pengisian SPTPD seccara tidak benar, atau tidak lengkap, atau
melampirkan keterangan keterangan yang tidak benar sehingga
merugikan keuangan daerah. (ayat 1).

b. Dikenai pidana penjara paling fama 2 (dua) tahun atau denda maksimal
sebesar 4 {(empat) kali jumlah pajak yang terhutang bagt wajib pajak yeng
sengaja tidek menyampatkan atau meagist SPTPD secara tidak benar
yang dampaknya dapat merugikan keuangan negara.(ayat 2)

¢. Denda sebesar 100 % (seratus persen) dari pajak terhutang bagi Wajib
Pajak yang menyelenggarakan htburan tanpa izin.(ayat 3).

d. Harga Tanda Masuk yang tidak diporporasi dikenai sanksi berupa denda
sebesar 100% (seratus persen) dari pajak terhutang (ayat 4).

Pasal 33 memuat tentang ketentuan penyidikan yang dapat diuraikan sebaga

bertkut -
(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipt! di lingkungan Pemerintah Daerah diberi

wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

T thid h.262,
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a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dacrah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencart, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan
tindak pidana perpajakan dacrah tersebut,

¢. Meminta keterangan dan bahan bukti dan otang pribadi atau badan
schubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dacrah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dacrah;

€. Melakukan penggeledaban untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lam serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti terscbut;

f Meminta bantuar tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

g Menyuruh berhenti, melarang sescorang memnggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang
dan atau dokumea yang dibawa scbagaimana vang dimaksud pada huruf ¢
pasal ini;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan
dacrah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

J. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum vang dapat
dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal imi, memberikan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum, sesuai dengan ketentuan yang distur dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

4. Penutupan Tempat Hiburan Potensiat Karena Alasan Tertentu.
Kendala lain yang dihadapt oleh Dinas Pendapatan Kota dan Dinas
Pendapatan Daerah dalam pemungutan pajak hiburan adalah bila terjadi

penutupan pada salah satu atau beberapa tempat hiburan yang dianggap potensial

untuk dikenakan pungutan Pajak Hiburan. Hal ini terjadi di Kota Surgbaya yaitu
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dengan ditutupnya Bioskop Mitra 21 pada tanggal 25 Mei 2004.

Selasa depan (25 Mei 2004) bioskop paling terkenal di Surabaya ini resmi
ditutup. Belum jelas alasan penutupan bioskop yang selalu padat pengunjung tni.
Namun, pengelola mengisyaratkan kalau pihaknya sudah terialu merugi.”

Kartono selaku wakil manajer bioskop Mitra menjelaskan bahwa dalam dua
bulan terakhir ini (bulan april-mei) pendapatan Mitra semakin menurun.
Menurutnya untuk dapat bertahan, minimal Mitra harus meraup 300 Juta
perbulannys. Angka itu untuk menutupi biaya-biaya operasional sebesar 250 juta
perbutannya.”

Dengan adanya penutupan bioskop tersebut secara otomatis pendapatan
Dinas Pendapatan Dacrah yang bertugas untuk memungut pajak hiburan akan
berkurang dan akan berpengaruh pada pencapaian target realisasi yang tidak
maksimal dalam rangka pemungutan Pajak Hiburan di Kota Surabaya. Selain itu
contoh lain yang dapat dikemukakan adalah penutupan Karaoke “Meteor” baru-
baru ini dapat menyebabkan penurunan dalam pencapaian target realisasi yang
telah ditetapkan sebelumnya oleh Dinas Pendapatan Kota.

Dengan kondist demiktan seharusnya Pemerintah Kota Surabaya dapat
mengantisipasi kendala yang dihadapi dengan cara pembukaan tempat hiburan
baru di berbagai wilayah Kota Surabaya. Pembukaan tempat hiburan baru tersebut

dapat meningkatkan jumlah pendapatan Dinas Pendapatan Dacrah scbagas tujuan

7 Bioskop Mitra Segera Tutup, Jawa Pos, Sabtu 22 Mei 2004, h.29.
™ Ibidh.43.
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utama dart pemungutan pajak hiburan yaitu memperluas obyek sasaran
pemungutan di suatu daerah.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dalam pengembangan
program wisata bahan adalah Pantai Kenjeran yeng akan digunakan sebagai
obyek wisata sepertt Dunia Fantasi (Dufan). Tempat wisata ini dilengkapi pula
dengan base camp untuk komunitas Jet Ski di Surabaya. Setelah dilakukan
pengurvkan Dinas Pariwisata langsung akan melengkapi pantai tersebut dengan
berbagai sarana permainan anak-anak schingga daya tarik wisatanya akan lebih
tergalt yang pada akhirnya akan dapat menambah pemasukan bagi Dinas
Pendapatan Daerah mrtuk pajak hiburan atas permainan anak ¥

Pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 juga tegjadi pengaturan yang
dirasa tidak diperlukan, dalam rumusan salah satu pasalnya mengatur mengenai
pemungutan terhadap hiburan berupa selancar es. Tempat hiburan tersebut dirasa
tidak diperlukan dalam hal pengaturannya dikarenakan telah ditutupnya hiburan
berupa selancar ¢s (ice skating) tersebut. Untuk itu penyusun undang-undang
(legal drafter) scharusnya cenmat dalam meayusun peraturan perundang-undangan
vang ada khususnya dalam menentukan tempat-tempat hiburan yang memiliki

potensi tinggi dalam pengenaan pajaknya,
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5. Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Peraturan
yang ada,

Sistem self assesment dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam
rangka pemungutan pajek, sclain itu petugas pajak juga akan merasakan
kemudahan dalam menjalankan kegiatan rutinnya dalam memungut pajak.

Dalam rangka pencrapan sistem “self assessment”, wajib pajak diharapkan
dan diharuskan untuk menentukan, menghitung, dan membayar sendiri sesuai
dengan jumlsh pajaknyae yang techutang. Dengan demikian fungsi aparatur pajak
dapat dialihkan dan dikonsentrasikan kepada tugas pengawasan dan penerapan
atau pefaksanaan undang-undang perpajakan barn !

Dengan adanya sistem “self asessment” peranan aparatur pajak “dibatasi”,
dan scbaliknya wajib pajak diharapken aktif dalam menentukan jumlah pajak
mereka sendiri yang harus dibayar. Akibat “pergeseran” peranan tersebut tentunya
perubahan (penyesuaian) sikap dan perilaku sangat penting, mengingat dafam
pelaksanaan undang-undang perpajakan lama seringkali dijumpai “kerjasama” di
antara wajib pajak dan aparatur pajak yang mengarah pada usaha menggelapkan
dan menyelundupkan pajak sehingga banyak mergikan keuangan negara ™

Pelanggaran-pelanggaran dan wajib pajak bukan hanya menyangkut masalah
melaporkan jumlah pajak terhutang yang harus dibayar, kedisiplinan dalam
pembayaran, ataupun namun pelanggaren juga dapat terjadi karena wajib pajak

tersebut menyimpangt ketentuan pelaksana yang telah ditetapkan oleh pejabat

¥ Kenjeran Disulap Jadi Dufan, Jawa Pos, Sabtu 5 Juni 2004, h.31
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vang berwenang. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pengusaha
hiburan di Kota Surabaya yang melanggar ketentuan mengenai jam operasional
untuk hiburan malam di Surabaya.

Ketidakdisiplinan tempat-tempat hiburan terbukti dengan dirazianya sckitar
30 (tiga puluh) tempat hiburan malam di Kota Surabaya. Ketiga puluh tempat
hiburan yang terpergok melanggar ketentuan tersebut terdiri dari sepuluh tempat
bilyar, sembilan karaoke, dan sisanya terdiri dari kelab malam, diskotek dan panti
pijat. Untuk biliar, yang diberi peringatan adelah AJBS Biliar, Bola mas, Bola
Dunia, Darmo Park, Galaxi, Home Ball, KA Hong, Topas, Biliar Agung, Planet
99, dan Tunjungan Surya. Sedangkan tempat karaoke yang juga dianggap
melanggar adalah Top Ten, Meteor, Club Deluxe, My Way, Lotus, Happy Puppy
(Komplek Damo Park {I JI Mayjen Sungkono). Khusus karaoke Meteor, telah
ditutup paksa karena tiga kali meiakukan pelanggaran ™

Sedangkan kelab malam yang melanggar adalah Amusement Panama,
Restoran Viva, Java Jimmy’s, Dinas Pariwisata juga memwaming beberapa panti
pijat yakni panti pijat Monalisa, Simponi, Primadona, dan Shinta. Untuk Diskotek
ada Kowloon, Top Ten, dan Rasa Sayang.™

Tempat-tempat hiburan malam tersebut termasuk dalam beberapa tempat

hiburan yang terkena operasi razia yang dilakukan oleh aparat Dinas Polisi

81 Sarwirini, Refleksi Kesadaran dan Kepatwhan Hukum Dalam Rangka Penegakan Hukm di
Bidarng Perpajakan, Yundika, 1990, h.124.
2 1bid h.225.
:i 30 Tempat Dugem Di-Waming, Jawa Fos, 11 Juni 2004, h.34,
fbid.
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Pamong Praja, Bakesbang Linmas, dan Dinas Pendapatan Kota dalam rentang
waktu antara bulan Oktober hingga bulan Mei 2004.

Hambatan-hambatan yang ditemw dilapangan begitu bereagam hal ini
diakibatkan rendahnya tingkat kesadaran wajtb pajak hiburan terhadap peraturan
yang ada Pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak terjadi pada hiburan
insidenti! dan hiburan rutin, untuk hiburan insidenti! wajib pajak biasanya enggan
untuk melaporkan kepada dinas pendapatan dacrah maupun dinas pendapatan
kota apabila hendak mengadakan kegiatan hiburen. Sedangkan untuk wajib pajak
rutin seringkali terjadi pengusaha hiburan yang menjual Harga Tanda Masuk yang
belum diporporasi untuk menghindari pembayaran pajak **

Banyaknya pelanggaran yang terjadi mengindikasikan bahwa kesadaran wajib
pajak untuk mentaati kefentuan mengenai pajak hiburan masih rendsh.
Pendekatan secara personal sangat diperlukan terutama untuk menjalin hubungan
yang baik antara wajib pajak dan fiscus (petugas pajak) hal ini dilaksanakan
dalam rangka mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan.
Selain itu pengawasan harus dilakukan secara terus menerus agar pelanggaran
dapat dengan segera ditindak lanjuti dengan tegas.

Kepatuhan hukum vyang berdimensi kesadaran hukum dengan tipe
internalisast sulit di‘realisasikan dalam sikap dan perilaku wajib pajak. Kunci
pemecahan permasalahan terletak pada bagaimana menciptakan suatu kebiasaan

dan kondisi baru yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapat oleh usaha

8 Wawancara dengan bapak Abdut Aziz selakn kasi Penerbitan Surat Ketetapan Dinas Pendapatan
Kota Surabaya tanggal 25 Juni 2004.
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BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan.
¢ Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai benkut :

a. Pemungutan Pajakl Hiburan di Kota Surabaya menggunakan sistem target
realisasi, sistem porporasi bagi tempat hiburan dengan Harga Tanda Masuk
serta bagi tempat hiburan yang tidak menggunakan Harga Tanda Masuk
dengan menggunakan sistem taksasi (takstran).

b. Hambatan-hambatan yang dialami oleh fiskus dalam pelaksanaan
pemungutan Pajak Hiburan di Kota Surabaya serta upaya Pemerintah Kota
dalam mengatasi serta meminimalisir hambatan tersebut :

a. Kesadaran masyarakat (dalam hal ini pengelola hiburan tingkat menengah
ke bawah) yang masih minim dalam rangka mendaftarkan usaha hiburan
yang dikelolanya untuk memperoleh lzin Usaha Hiburan mengakibatkan
petugas pajak kesulitan untuk mendeteksi tempat-tempat hiburan liar
tersebut dan hal ini akan menghambat kinerja fiscus dalam memungut pajak

hiburan.

¥ Sarwirini Op.cit h.233. 104
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b. Penerapan sanksi yang kurang tegas menyebabkan  banyaknya
penyimpangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak karena dirasa sanksi
tersebut terlampau ringan.

2. Saran

a. Respon wajib pajak menentukan peningkatan pemasukan pajak dalam hal
ini pajak hiburan.

b. Pemberian lzin Usaha Pariwisata dan tempat-tempat hiburan harus
dilakukan dengan lebih ketat dan selektif agar tidak ditemui penyinpangan,
penggelapan pajak yang scharusnya dapat masuk ke datam kas daerah sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku.
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TARIP PAJAK UNTUK HIBURAN YANG MENGGUNAKAN HITM

BERDASARKAN PERDA NO. 9 TAHUN 2002

JENIS HIBURAN TARIP
PAJAK

Pertunjukan film / bioskop. 10 %
Hiburan di Hotel, Restoran, Bar, Plaza, Caf dan sejenisnya. 30 %
Diskotile ' 35%
Pertandingan Olah Raga dan sejenisnya. 15 %
Pameran Seni Budaya, Pameran Busana, Kontes Kecantikan, 10 %
Pertunjukkan atau Pagelaran muslk/ tari dan Pertunjukan atau
Pagelaran Hiburan dan sefenlsnya.
Kesenian yang bersifat tradisional 10 %%
Pertunjukan / permainan Sirkus dan sejenisnya. 0%
Taman Satwa, Pemandian Alam dan Taman Rekreasi. 15 %

TARIP PAJAK UNTUK HIBURAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN HTM

JENIS HIBURAN TARIP

PAJAK
Persewaan Vidio C, LD, CD, VCD dan sefenisnya. 15 %
Bar, Café & Klab Malam. 35%
Karaocke. 35 %
Panti Pijat, Mandi Uap, sauna & SPA. 35 %
Permainan Ketanghkasan dan sejonisnya. 30°%
Permalnan anak, 10 %
Pertunjukan permainan billyard. 35%
Xolam pancing ‘ 10 %o
Pertunjukan permainan Bowling 25 %
Usaha Fasllitas Wisata Tirta dan Rekreasl air 10 %
Pertunjukan selancar es ( Ice Skating } 15 %
Pertunjukan Olah Raga Fitness 10 %
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WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 28 TAHUN 2003

TENTANG

PETUNJUK PELAI{SANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2002
TENTANG PAJAK HIBURAN

- WALIKOTA SURABAYA,

ibang @ a. banwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Keta
Surabaya Nomo: 8 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan, maka
Ketentuan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya
Daerali Tingkat Il Surabaya Nomor 22 Tahun 1998 tentang Pajak
Hiburar sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat I Surzbaya Nomor 80 Tahun 1989, perlu
ditinjau kembali;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas,
perlu  meneiapkan Kepulusan Walikota Surabaya tentang
Pewmnjil Pelazanaan Para‘uran Daerah Kota Surabaya Nomor
S Tahnin 2002 tentang Pajak Hiburan,

ngat . 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timu/
Jawa Tengah! Jawa Barat dan Daerah lstimewa Yogyakarta
yang telah diubah dengan Undang-undang Nomeor 2 Tahun 1965
(Lembaran Magara Tahun 1955 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Momar 2730): :

2. Undang-undang Nomaor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Pznyelesaian Sengketa Pajak;

3. Undang-undang Nomeor 18 Tahun 1897 tentang Pajak Daerah
dzn Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Normor
24, Tambahan Lembearan Negara Nomor 4043);

4. Undang-undang Nomeor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak

dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 1997,
Tambahan Lambaran Negara Nomor 3091);
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Undan@undang Nemor 22 Tahun 1899 tentang Pemerintahan
Cacrah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomeor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3838},

F_,"I

6 Poraturan Pemetintah Momor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah;

7 Poraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I Surabaya
tiomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negori Sipil di
I_ingkungan Pemerintah Kstamadya Daerah Tingkat || Surabaya;

!.':1'."

Pera‘uran Daerah Kota Surabaya hNomor 3 Tahun 2001 tentang
Organisasi Dinas Kota Surabaya;

8 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2002 tentang
Pajak Hiburan;

10. Keputusan Mentari Da!an{ Negari Nomor 170 Tahun 1897
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

11,Keputusan. Walikota Surabaya Nomer 38 Tahun 2001 tenlang
Rinctan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN
snetapkan . KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PETUNJUK

CELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK HIBURAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yany dimaksud dengan .

1 Daeran adalah Kota Surebaya;

5 Pemerintah Daerah adalah Pomerintah Kota Surabaya;
3. Kepala Daerah adalah Watikota Surabaya;

4. Kepala Dinas Pendapaian adalah Kepala Dinas Pendapatan
Kota Surabaya;

N

Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Surabaya,

6. Cabang Dinas Perndaoalan adalah Cabang Dinas Pendapatan
Kota Surabavya;
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7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan  daerah sesual peraturan perundang-undangan
yang burlaku;

2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
menyelenggarakan niburan yang bertindak atas nama sondiri
atau pihak laim;

g9 Badan adalah sekumpulan crang dan | atau moGal yang
meiupakan kesatuan, balk yang melakukan usaha maupun
yang tidak mélakukan - usaha, yang meliputi Parsercan
Terbatas, Petseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara ataw Daerah, dengan nama atau bentuk
apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik atau organisasi yang sejenis, lembaga , benfuk tsaha
tetap dan bentuk badar: lainnya;

10. Hiburan adalah jenis pertunjukan, permainan ketangkasan
dan/ atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang
ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut
bayaran tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk olah raga;

11. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pajak
atas penyelanggaraan hiburan;

12. Tempat Hiburan adalah persil atau bagian persil baik terbuka
maupun tertutup yang digunakan untuk menyelenggarakan
hiburan;

13. Penonton atau Pengunjung adalah setiap orang dan atau
masyarakat yang menonton dan atau menikmati hiburan;

14. Hiburan non Insidentil adalah hiburan yang diadakan di tempat
yang tetap; :

15. Hiburar Insidontil adalah hiburan yang diadakan pada saat
tertentu di tempat tortenty;

16. Tanda Masuk adalah semua tanda yang sah scbagai bukti
memasuki ternpat hiburan;

17. Harge Tanda Masuk yang ddpat disingkat HTM adalah
besarnya nilai uang yang melekat pada setiap tanda masuk;

18. Porporasi adalah tanda (plong) mesin porporast yang harus

disortakan atas tanda masuk sebagai tanda' sah bukli
pembayaran pajak;
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19. Surat Pemberitahuan Pajak Daorah yang dapat disingkat
SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
meiaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, obyek
pajak dan atau bukan obyek pajak, dan atau harta dan
kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah; )

20. Surat Setoran Pajek Dacrah yang dapat disingkat SSPD
adatah surat yang digunalian oleh Wajib Pajak untuk
melakukan pembayaran atau penyetoran pajak  yang
terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat fain yang ditunjux
oleh Kepala Daerah;

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD
adatah surat keputusan yang menentukan besarnya jumiah
palak yang terhutang;

22. Surat Ketetapan Pajzk Daerah Kurang Bayar yang disingkat
SKPDKB adalah surat kepuiusan yang menentukan besarnya
jumlah pajak terhutang, jumlah kredit pajak, jumiah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

23. Surat Ketetapan Pajax Daerah Lebih Bayar Tambahan yang
dapat disingkat SKPCKBT adalah surat keputusan vyang
mensentukan tambahan afas Jumlah pajak yang telah
ditetapkan; -

24. Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar Tambahan yang
dapat disingkat dengan SKPDLBT adalah surat kepulusan
yang menentukan tambahan atas jumiah pajak yang telah
ditetapkan; '

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar yang dapat
disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena
jumlah kredit pajak labih besar daripada pajak yang terutang
atau tidek seharusnya terutang;

26, Surat Keputusan Pajrk Daerah Nihil dapat disingkat dengan
SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah
pajak terhutang sama besarnya dengan kredit pajak atau
pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak;

27. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat dengan
STPD adalah surat untuk mefakukan tagiban pajak dan atau
sanksi administrasi berupa bunga atau denda;

26. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sckretarict
Daerah Kota Surabaya;

29. Kas Dacrah adalah Xas Pemaerintah Kota Surabaya;
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30. Surat Keputusan Kebeosetan Pajak Qacrah yang  dapat
disingkat SKKPD adalah surat keputusan yang menentukan
jumlah ketetapan pajak alas permohonan keberatan;

31. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Daerah yang dapat
disingkat SPMKPD adaiah surat pengembalian kelebihan
pembayaran pajak yang ditandatangani oleh Kepaia Dinas
rfondapatan.

BAB !
TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Paszal 2

Tata cara penghitungan paiak hiburan ditetapkan sebagai
berikut :

a. Urtuk jenis hiburan yang menggunakan tanda masuk,
besarnya pajak dihitung pada saat penyelenggaraan hiburan
dengan cara mengalikan tarif pajak yang telah ditantukan
dalam Peraturan Daerah dengan HTM;

b. Untuk Jenis hiburan yang tidak menggunakan tanda masuk,
besarnya pajak dihitung dergan cara mengalikan tarif pajak
yang telah ditentukap dalam Peraturan Daerah dengan omzet/
jumlah pendapatan setiap bufan.

FPasal 3

{1} HTM pertunjukan filrn khusus dan film tengah malam dapat
dikenakan tambahan paling tinggt sebesar 100 % ({seratus
norseratus) dari HTM pertunjukan film atau bioskop biasa
(rutiny;

{2) HTM pertunjukan Film malam tahun baru ditetapkan tersendiri
berdasarkan izin khusus dari Kepala Daerah.

BAB M
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 4 -~

(1} Untuk hiburan yang menggunakan tanda masuk, pembayaran
pojaknya dilakukan di muka pada saat melaksanakan
pOrporasi;

(2) Wajib pajak melakukan pembayaran kepada Bendaharawan

Khusus Penerima (BKP) dengan menggunakan S$SPD
berdasarkan SKPD,
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(3)iJntuk hiburan vyang tidak menggunakan tanda masuk
ketetapan pajaknya ditetapkar, tiap 3 (tiga) bulan seckall
dengan menerbitkan SKPD dan pembayaran pajaknya
dilakukan pada tanggal 7, 14, 21 dan 28 tiap bulan berjalan
pada Rendaharawan husus Penerima (BKP) dengan
menggunakan SSPD dengan metampirkan hasil penjualan;

{(4) Pada akhir 'setiap tfiwulan untuk hiburan yang tidak
mernggunakan tanda masuk diadakan pemeriksaan kemudian
diterbitkan :

a. GRPDKB, épabila setelah diperiksa terdapat kekurangan
pembayaran pajak,

b. SKPDKBT, apabila 3elelah diperiksa terdapat tambahan
fumiah pajak;

c. SKPDILB, apabi!a setelah dipzriksa terdapat kelebihan
pembayaran pajak; -

d. SKPDN, apabila seielah diperiksa tidak terdapat
kekurangan pembayaran pajak.

(9 Apabila terjadi kelebihan pembayaran pajak, dapat
dipethitungkan  dengan utang - pajak lainnya  vyang
pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan.

BAB iV
KEWAJIBAN WaJIB PAJAK

Pasal 5

() wajib Pajak diharuckan mengisi SPTPD dengan benar,
lengkap dan menandatarnganinya, selanjutnya disampaikan ke
Cabang Dinas Pendapatan sesuai wilayah keranya;

(2) Dalam hal Wajib Pajak adalah Badan, SPTPD harus
ditandatangani oleh Pengurus atau direksi;

(3) Calam hal SPTPD diisi dan ditandatangani orang lain bukan
wajib pajek, harus dilampiri surat kuasa,;

{4) Apabila SPTPD tidak disampaikan atau disampaikan tidak
sesuai dengan batas wakiu yang tefah ditetapkan dikenakan
sanksi administrasi sebesar 2 % (dua perseratus) per bulan,

S} Wajib - Pajak  harus bersedia memenuhi pelaksanaan
pemeriksaan atas obyek pajak sesual waktu yang ditentukan
dan wajib menandatangani berita acara hasil pemariksaan,
dimana wajib pajak Jdapat menyetujui seluruhnya, sebagian
atau tldak menyetujui;

SKRIPSI PAJAK HIBURAN SEBAGAI .. FRANSISCA ANGGRAINI H.




IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PAJAK HIBURAN SEBAGAI .. FRANSISCA ANGGRAINI H.



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

(S)IPelnﬁe!enggaraan hiburan yang menggunakan tanda masuk
diharuskan menggunakan tanda masuk yang teial diperporasi
oleh mesin poarporasi Dinas Pendapatan;

(7) Waijtb Pajak hiburan yang melakukan usaha hiburan dengan
omzet di atas Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah} per bulan
wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai ketentuan yang
barlaku. ’

Pasal 6

Kurang atau tidak ditayarnya pajak dapat terjadi, karena bukti
penggunaan tanda masuk lanpa diporporasi oleh Binas
Pandanatan atau penyelenggara hiburan tidak merobek tanda
raasuk yang talah digunakan olel pengunjung tempat hiburan.

BABV
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 7

(1) Wajib pajak yang akan mengangsur pajak harus mengajukan
permohonan tertulis kepada Kepata Dinas Pendapatan;

(?) Wajib psjak yang akan menunda pembayaran pajak harus
mengajukan permononan kepada Kepala Dinas Pendapatan
dengan melampirkan fote copy KTP.

Pasal 3 -

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan
kepada Kepalz Dinas Pendapatan atas SPTPD, SKPD,
SKPDK3, SKPDKBT, SKPDLB, SPTPD;

{2y Permohonan keberatan diajukan secara tertulis  kepada
Kepala Dinas Pendapatan dengan menyatakan alasan-aiasan
secara jelas dan benar;

13} Parmchonan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu
paling lambat 3 bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB dan
SKPDKBT. diterima v ajit> pajak;

(4} Tanda terima surat kebeiadaan dari Kepala Dinas Pencapatan
dan tanda bukti pengiriman melalui pos tercatat menjadi tanda
Euiktl penerimaan surat keberatan Wajib Pajak;

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
pajak;
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(8) Hasil pemeriksaan - atas pengajuan keberatan dituangkan
daiam berita acara- pemeriksaan dan ditandatangani oleh
wajib pajak yang bersangkutan,

{7) Kepala Dinas Pendapatan dalam jangka waktu pafing lama 12 ;7
bulan sejak menerima keberatan harus memberi keputusan
atas keberatan yang dia;ukan vang berisi :

a. Keberatan diterima sepenulinya atau sebagian,
b. Keberatan ditolak:

{8) Berdasarkan hasil pemerilksaan atas pengajuan keberatan
ditemukan adanya pajak kurang atau tidak dibayar oleh wajib
pajak, maka pajak tarsebut akan diperhitungkan dan harus
dibayar oleh yang bersangkutan,

(9) Apabila Wajib pajak tidak dapat menerima Keputusan
dimaksud dapat mengajukan banding kepada badan
penyslesaian sengketa pajak;

(10) Apabila setelah fewat waktu 12 bulan sejak permohonan
keberatan diajukan dan Kepala Dinas Pendapatan tidak
membelikan Keputusan, maka permohonan keberatan
dianggap dikabulkan. . . "

-

Pasal 8

Kelebihan pajak yang sudah disetor dan atau pajak yang dibayar
di muka tetapl tidak semua tanda masuk terjual dapat
dikemhalikan kepada Wajib Pajak dengan cara ;

a. Mengisi formulir permchonan pengembalian pembayaran
pajak yang telah disediakan di atas materai sebesar sesuai
ketentuan yang berlaku dan mempercleh SKPDLB;

b. Wajib pajak setelah menerima SKPDLB selanjutnya Dinas
Fendapatan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan
Pajak Daerah (SPMKPD) yang dttandatanganl oleh Kepala
Dinas Pendapatan;

c. Dinas Pendapatan rmenyampaikan SPMKPD kepada Bagian (
Keuangan guna diterbitkan SPMU dan selanjutnya Kas 2
Daerah mengembalikan keéle bihan pembayaran pajak kepada
pemohon berdasatkan SPMU.

Pasal 10
Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD, formulir penagihan 7

pajak serta tanda bukti pembayaran dan bukti penerimaan pajak
dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
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Pasal 11

angan  berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il Surabaya Nomor 80
Tahun 1999 tentang Petunjuk Palaksanaan Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah. Tingkat il Surabaya Nowmor 22 Tahun 1993
tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat Il Surabaya Nomor €0 Tahun 1999, dinyatakan dicabut
dan tidak berlaku lagi. S

Pasal 12
Keputusan ini mulai berlaku pada ténggai diundangkan.
Agar setiap crang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Keputusar ini dengan penempatanpya dalam Lembaran Daerah
Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tangga! 2Juni 2003

WALIKOTA SURABAYA,
ttd

BAMBANG PwW] HARTONO

dangkan di Surabaya
1 tanggal 10 Juni 2003

(RETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
' ttd

ALISJAHBANA

ABARAN DAERAH KOTA SURABAYA. TR.HUN 2003 NOMdR 21/D2

Salinan sesuai dengan aslinya

—Sekretaris Daerah ¥ota Surabaya -
lﬂ'f.!'* _ )

la Bagian Hukum

[ a— _...-{l\ -

SARIAT P W

RAH ' = {
4 N ) JU |

EEGLEIS

WANTO ANWAR
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gt ony, ot

WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 33 TAHUN 2003 .

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERTUNJUKAN FILM PADA BIOSKOP

Menimbang

Mengingat

CARZALIQSKOP

SKRIPSI

a.

DI KOTA SURABAYA

. WALIKOTA SURABAYA,

bahwa dalam rangka untuk mempermudah dan memperlancar
pelakeanaan pemungutan pajak hiburan khususnya pajak
pertunjukan filin/bioskop, yang didasarkan pada Keputuzan
Walikota Surabaya Nemor 29 Tahun 2003 tentang Fetunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun
2002 tentang Pajak Hiburan, perlu mengaiur penyelengyaraan
pertunjukan film pada bioskop di Kota Surabaya;

bahwa bheidasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Walikola Surabaya tentang
Penyslenggaraan Perunjulian Film pada Bioskop di Kota
Surabaya.

. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Kota Besar . dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timut/
Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
yang telah diubeh dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985
{Lembaran Negara Takun 1965 Nomor B35, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2730); :

Undang-undang Nomor 18 Tabun 1987 tentang Pajak Deeral .

dan Retrisusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 {l.Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
24, Tambahan Lambaran Negara Nomor 4048);

N

o

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintaha?r

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tarnbahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

PAJAK HIBURAN SEBAGAI .. FRANSISCA ANGGRAINI H.
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4. Peraturan Pomerinlah Momor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daorah fbembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 41:36);

5. Peraturen Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Organisasi Diras Kota Surabaya:

-

o

Peraturan Dacrah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang
Pajak Hiburan;

7. Peraturan Daerah-Kota Sutabaya Nomor 6 Tahun 2003 fentang
Kepariwisataan;

8. Keputusan Walikota Surabaya Nomeor 38 Tahun 2001 tentang
Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Surabaya;

9. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2003 tenteng
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9
Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKQOTA SURABAYA . TENTANG
PENYELENGGARAAN PERTUNJUKAN FILM PADA BIOSKOP
DI KOTA SURABAYA. :

SAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Datam Keputusan int yang dimaksud dengan :

L)

1. Kepala Dinas Pendapa‘tan adalah Kepala Dinas Peadapatan
Kota Surabaya; '

Klasifikasi gedung bioskop adalah susunan kelas/golongan
bioskop yang terdin atas golongan A.ll, B.I, B.Il, dan C yang
bertujuan uniuk membedakan fasilitas yang disediakan olch
masing-masing gedung bioskop;

128 ]

3. Tanda Masuk adalah semua tanda yang szh sebagai bukti
* memasuki gedung bioskop:;

4. Harga Tanda Masuk yang dapat disingkat HTM adaiah
besarnya nilai uang yang melekat pada setiap tanda masuk.

R NI
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BAD H
KLASIFIKASt GEDUNG BIOQSKOP DAN o
NOMOR TEMPAT DUDUK PERTUNJUKAN FILM

Pasal 2

Klaslfikasl gedung bioskop di Kota Surabaya ditetapkan
sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran | Keputusan ini.

Pasal 3

Nomor tempat duduk pertunjukan film/bioskop ditetapkan sebagai
berikut :

a. Nomor tempat dudukikursi ditempel pada masing-masing
tanda masuk ;

b, Sétu‘ nomor tempat duduk hanya berlaku untuk satu tanda

" masuk ;
BAB i _
JADWA!LL PERTUNJUKAN FILM

Pasal 4
Jadwal pertunjukan fitm pada bioskop ditetapkan sebagai berikut ;

a. Untuk pertunjukon filln rutin/biasa, dilaksanakan pada pukul
- 14,00 WIB. 17.00 WIB, 19.00 WIB dan 21.00 WIB ; )

b. Untuk pertunjukan film tambahan, diselenggarakan setiap hari
sabtu, minggu dan hari besar/ libur, dilaksanakan pada pukul
1200 WIS ;

¢. Pertunjukan film malam hari {midnight) diselenggarakan pada
malam minggu dan malam harl besar/ libur, dilaksanakan
pada pukul 24.00WIB ;

. ' EY

d. Bagl pengusaha biosKop vyang akan menyelenggarakan
pertunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c,
diwajibkan malapor pallng lambat 1 (satu) hati sebelum
pelaksanaan pemutaran film kepada ‘Kepala Dinas
Pendapatan.

-

BAB IV
HARGA DAN WARNA TANDA MASUK
PERTUNJUKAN FILM

Pasal 5

HTM pertunjukan film pada masing-masing gedupg bioskop
ditetapkan berdasarkan kemampuan dan fasilitas yang

disediakan oleh gedung bioskop yang barsangkutan.
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Pasal 6
, >
Warna tanda masuk pertunjukan film/bicskop berdasarkan jacwal
pertunjukan film ditetapkan sebagaimana dinyatokan dalam
Lamptran Il Keputusan Inl.” _

L

BABYV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Juli 2003

WALIKOTA SURABAYA,

1Y

ttd
BAMBANG DWI HARTONG

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 7 Juli 2003

\ -

an. SEKRETARIS DAERAH KOTA Y
SURABAYA . _
Pit. Asisten Tata Praja .
ttd . ¢ -
MOCH. SANTOSO
LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 24/D2

Szlinan sesuai dengan aslinya

-,

_an. Sekretaris Daerah Kota Surahaya P
-~ :_.‘I. o
: / o ':"_Kéeala Bagian Hukum
(ll-;: ;‘:1 -‘}"- Y W’———‘
1 - £} ;: (_l
k{ \\ _f,'-'.-f- _ } “Ir_,'
‘\ 7 HADISISWANTO AMWAR
v, . 1 'll::-,-f .
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LAMPIRAN | KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
MOMOR
TANGGAL

: 33 TAHUN 2003
3 Juti 2003

KLASIFIKASI GEDUNG BIOSKOP
DI KOTA SURABAYA

NO | GOLONGAN NAMA ALAMAT

1 2 3 4

Al

1 Surabaya 1 JI. Pahlawan

2 Surabaya 2 1 JI. Pahlavsan

3 Surzbaya 3 Ji. Pahlawan

4 Surabaya 4 JI. Pahlawan

5 Surabaya 5 Ji. Pahlawan

6 Tunjungan 1 Ji. Basuki Rachmad

7 Tunjunyan 2 JI. Basuki Rachmad

8 Tunjungan 3 JI. Basuki Rachmad

g Tunjungan 4 JI. Basuki Rachmad

10 Delta 1 Ji. Pemuda

1 Delta 2 JI. Pemuda

12 Delta 2 JI. Pemuda :

13 Delta 4 JI. Pemuda *

14 Mitea 1 JI. Pemuda

15 Mitro 2 JI. Pemuda

16 Mitra 3 JI. Pemuda

17 Mitra 4 JI. Pemuda

18 Mitra 5 JI. Pamuda

19 Jembatan Merah 1 Ji. Jembatan Merah

20 Jemkatan Méerah 2 Jl. Jembatan Merah

21 Jembatan Merah 3 JI. Jembatan Merah
22 Jembatan Merah 4 JI. Jembatan Merah
23 Galaxy 1 h JI. Dharma Husada Timur
24 Galaxy 2 . JI. Dharma Musada Timur
25 Galaxy 2 JI. Dharma Husada Timur |
26 Galaxy 4 JI. Dharma Husada Timur
27 Galaxy 5 JI. Dharma Husada Timur

- 28 Empire 1 JI. Mayjend Sungkono

29 Ernpire 2 JI. Mayjend Sungkono
30 Empive 3 JI. Mayjend Sungkone

31 Fortuna 1 Jl. Kusuma Bangsa

32 Fortuna 2 JI. Kusuma Bangsa

33 Foruna 3 JI. Kusuma Bangsa

34 Fortuna 4 J. Kusuma Bangsa

B. 11
1 Pasar kembang 1 JI. Pasar Kembang
2 Pasar kambang 2 JI. Pasar Kembang
SKRIPSI PAJAK HIBURAN SEBAGAI.. FRANSISCA ANGGRAINI H.
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b

R

o P 2 (W, Y

PN T BE

Rungkut Theatro
Purmama
Anta 1

Amia

Rukun Mulyo
Tanjung
Weta

Surya Baru

Ji Abdul Karim
Jl. Dinoyo

JI. Siwalan Kerto
JI. Srwalan Kerio

JL.Girmomulyo
JLTanjung Sari
JI. Menganti
JI. Wonekromo

==:82linan sesual d
/ ﬁn’ ‘Qe:j.

TN
TTIANA alc Baglan Hukum

PirH
_/'r/)—%
‘5’%4

"’.r‘;r‘.

ST ANRIOSKOP

SKRIPSI

engar-aslinya
taris Daerah Kota Surabaya

ISISWANTO ANWAR o,

PAJAK HIBURAN SEBAGAI ..

BAMBANG DWI HARTONO

WALIKOTA SURABAYA,

ttd
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LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR » 33 TAHUN 2003
TANGGAL : 3 Juli 2003

WAKNA TANDA MASUK

PERTUNJUKAN FILM DI KOTA SURABAYA

NO WAKTU ____WARNA KETERANGAN
1 2 ° 3
1 14.00 Ungu Pertur:jukan biasal
2 17.00 Merah Pertunjukan bizsa
3 19.00 Kuning Pertunjukan biasa
4 21.00 Hijau Pertunjukan biasa
5 24.00 Biru Midnight
6 12.00 Putih Pertunjukan tambahan

SE

K&k
DALIAH

CARZALBIOSKOP

SKRIPSI

TARIAT Y )i

Salinan sesuai dengan aslinya

WALIKOTA SURABAYA,
ted

BAMBANG DW] HARTONO
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WAL!:(OTA SURABAYA
LINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 45 TAHUN 2003

TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN SANKS! ADMINISTRASH
PELANG3ARAN PERATURAM DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 6 TAHUN 2093 TENTANG KEPARIWISATAAN

WALIKOTA SURABAYA,

nimbang s a. hahwa dalam rangka melak"ahakah keten{uan pasal 121 ayat
(4) Pératuran Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003
tantany Kepariwisataan, perlu mengatur tata cara pelaksanaan
sanksi administrasi pelanggaran torhadap Peraturan Daerah
dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertinbangan pada huruf a di atas, perlu
menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Tata Cara
Paleksanaan Sanksi Administrasi Pelanggaran Peraturan
Daerah Keota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang
Kepariwisztaan,

-

angingat Undang-undang Nomor 16 Tahun 1850 tentang Pembentukan
Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nofnor 9 Tahun 1390 tentang Kepariwisataan,

3. Undang-undang quor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Deaorah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang
Penyeienggaraan Kepariwisataan;

5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Larangan Menggunakan
Bangunan/Tampat untuk Perbuatan Asusila serta Pemikatan
untuk Melakukan Petbuatan Asusila di Kotamadya Daerah
Tingxat Il Surabaya;

6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Organisasi Dinas Kota Surabaya;

7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang
Kapanwisataan.
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MEMUTUSKAH

tapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN SANKS! ADMINISTRASI PELANGGARAN
PERATURAN DAERAH KOTA. SURABAYA NOMOR 6 TAHUN
2003 TENTANG KEPARIWISATAAN,

~ basl
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Képutusan ini yang dimaksud dengan :
1. Kepala Daerah adalah Wallkqté Surabaya;
2. Kepala Dinas adalah Kepata Dinas Pariwisata Kota Surabaya,

3. Kepala Dinas Polisl Pamong Praja adalah Kepala Dinas Polisi
Pamong Praja Kota Surabaya; _

4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Parlindungan
Masyarakat adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya;

i

Izin Usaha Pariwisata adalah izin yang diberikan oleh Kepala
Dinas Pariwisata kepada badan usaha atau perorangan untuk
menjalankan  (mengopaiasikan)  usaha  di bidang
Kepariwisataan,

&. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun -
yeng tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan tarbatas,
perseroan komanditer, parseroan lainnya, Badan Usaha Millk
Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bantuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
porkumpulan, yayasan, crganisasi massa, organisasi sosial
politik atau oryanisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha
tetap dan bantuk badan lalnnya;

7. Pimpinan Usaha Pariwisata adalah orang yang memimpin dan
bertanggur.g jawab atas Usaha Pariwisata. :

BAB |l
PELAKSANAAN SANKS! ADMINISTRASI

Pasal 2
Pelanggaran terhadap Peraturan Daarah Kota Surabaya Nomor
§ Tahun 2003 tentang Kepariwisataan, dapat dikenakan sanksi

adrainistrasi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis dan
pencabutan izin usaha.
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Pasal 3

(1) Peringatan sccara lisan dapat dibarikan oloh

a. Kepela Daerah;
b. ¥epala Dings Pariwlsata atau Fejabat yang ditunjuk;

¢. Kepala Dlnas Pollsi Pamong Praja atau Pejabaf yang
dituniuk;

d. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Mcsyarakat atau Pejabat vang ditunjuk.

(z) Paringatan lisan dapat diberikan baik sebelum, bersamaan
maupun setelah peringatan tertulis;

(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
diborikan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut yaitu
berupa peringatan | (pertama), peringatan 1l (kedua) dan
peringatan it {katiga);

(4) Tenypang waktu antara peringatan | (pertama}, peringatan li
(kedua) dan peringatan il (ketiga) sekurang-kurangnya
selama 5 (lima) hari sejak peringatan tersebut diberikan;

) Feringatan i} (ketiga) adalan merupakan peringatan terakhir
dan apabila dalam waktu 5 (lima) hari sejak diberikan
poringatan 11 (ketiga) masih terjadi pelanggaran atau tidak
mematuhi peringatan, maka izin usaha pariwisata dapat
dicabut;

(G) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan
secara langsung kepada pimpinan usaha pariwisata atau
dapat diberikan melalui pegawai yang bertugas pada usaha
pariwisata tersebut, _

(7) Sanksi administrasi dimaksud dalam pasal 2 dapat diberikan

sebelum, bersamaan maupun selelah pelaksanaan sanksi
nidana ; '

Pasat 4

Khusus untuk peianggaran ketentuan waktu/ jam operasional
diberikan tenggang wakiu untuk peringatan | (pertama),

peringatan il (kedua) dan peringatain il (ketiga) masing-masing
selama 1 (saty) x 24 (dua puluh empal) jam sejak peringatan
rdiberlkan:

Pasal 5

Surat pencabutan izin usaha pariwvisata dikeluarkan oleh Kepala
Diras.
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BAB I
'KETENTUAN PENUTUPR

Pasal 8
Keputusan ini mulal bertaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setlap  orang mengetahulnya, memerintahkan
pengundangan Keputusan inl dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Oktober 2003
WALIKOTA SURABAYA,
ttd
RAMBANG DW1 HARTONO

dangkan di Surabaya
. tanggal 24 Oktober 2003

it. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURABAYA,

td
MUHLAS UDIN
‘ARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 33/D2

Salinan sesuai dengan aslinya
1. Sekretaris Daerah Kotn Sursbaya
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WALIKOTA SURABAYA

KePUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 54 'TAHUN 2003

TENTANG

PERUSAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 45

TAHUN 2003 TENTANG TATA CARA PELLAKSANAAN

SANKSI ADMINISTRAS] PELANGGARAN PERATURAN DAERAH
KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG KEPARIWISATAAN

imbang : a. bahwa dalam rangké melaksanakan ketentuan pasal 121 ayat -

i,

jingat : 1.

SKRIPSI PAJAK HIBURAN SEBAGAI .. FRANSISCA ANGGRAINI H.

WALIKOTA SURABAYA,

(4) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor & Tahun 2003
tentang Kepariwisataan, {elah aitetapkan Keputusan Walikota
Surabaya Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tata Cara
Pelzksanaan Sanksi Administrasi Pelanggaran Petaturan
Jasrah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang
Kepariwisataan;

bahwa dalam rangka efeldifitas pelaksanaan Sanksi
Administrasi Pelanggaran Persturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisataan dimaksud pada
nuruf a di atas petlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya
tentong Perubahan Atas Kepuwsan Walikota Surabaya Nomor
45 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi
Administrasi Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 6 Tahur 2003 tentang Kepariwisataan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kola Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa
Tengah/Jawa Barat dan Daerah fstimewa Yogyakarta, yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 19865;

Undarig-undang Numor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Caerah;

e = e
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4. Feraturan Pererintah Nomor &7 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Kepariwisataan:

5. Peraturar, Daerah Kota Surabaya Momor 3 Tahun 2001 tentang
Organisasi Dinas Kota Surabaya;

6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Kepariwisataan;

7. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2003 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Administrasi Pelanggaran
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor & Tahun 2003 tentang
Kenariwisalaan. '

MEMUTUSKAN

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 45 TAHUN 2003 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
SANKSI ADMINISTRASI PELANGGARAN PERATURAN DAERAH
KOTA SURABAYA MNOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG
KEPARIWISATAAN,

Pasal |

Ketentaan Pasal 3, Pasel 4 dan Pasal 5 dalam Keputusan Walikota
Surebaya Nomor 45 Tahun' 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Sanksi Administrasi Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor & Tahun 2003 tentang Kepariwisataan diubah sebagai
berikut:
Pasal 3

1) Peringatan secara lisan dapat diberikan oleh .

a. Kepala Daerah:

b. Kepale Dinas Pariwisata atau Pejabat yang ditunjuk;

c. Kepala Dinas Polisi Parong Praja atau Pejabat yang ditunjuk;

d. Kepala Badan Kesatten Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat atau Pejabat yang ditunjuk.
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(2) Peringatan lisan dapat diberikan baik sebelum, bersamaan
maupun setelab paringatan tarlulis;

(3) Peringatan tertulis sebag  imana dimaksud dalam pasal 2
diberikan oleh Kepala Dina: sebanyak 2 (dua} kali yaitu berupa
paringatan 1 {pertama), dan peringatan 1l (kedua) masing-masing
berdasarkan herita acara pemaiiksaan di tempat,

(4) Apabila setelah diberikan neringatan [l (kedua} masik terjadi
pslanggaran dan atau tidak mematuhi peringatan dimaksud,
maka izin usaha pariwisata dapat dicabut;

(5) Sanksi administrasi dimaksud dalam pasal 2 dapat diberikan
sebelum, bersamaan maupun sefelah pelaksanaan sanksi
pidara.

Pasat 4

(1) Pelunggaran  dimaksud . dalam Pasal 2, termasuk pula
pelanggaran ains ket ntuan waktus jam-oparasionai;

(2) Ketentuan waktu/jam operasional dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagaimana diatur dalam fPasal 60 Peraturan Daerah Kota
Strabaya Nomor 6 Tahun 2003 yaitu :

a. hal-hal yang mengatur tentang ketentuan waktujam
operasional penyelenggaraan usaha rekreasi dan hiburan
umum diatur dengan Keputusan Kepala Daerah,

b. khusus selama bulan Ramadhan dan malam Hari Raya Idul

Fitri ; .

1. untule kegiatan usazha Diskotik, Panti Pijat, Bola Scdok
{Bilyard), Gelanggang Permainan dan Ketangkasan
dewasa, Kelab Malam, Karaoke (dewas2) dan Rumah
Musik diwajibkan raenutup/menghentikan kKegiatan,

ho

un‘uk kegiatan pertunjukan Bioskop dilarang memutar film
muiai pukul 17.30 WIB (waktu sholat maghrib/berbuka
puasa) sampai dengan pukul 2000 WIB (waktu sho}at
isya'l tarawih); -
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Pasal 5
Fancabutan zin usaha pariwisata ditotapkan oleh Kepala Daerah
atau Kepala Dinas.
Pasal i
Keputusan ini mulai berlaku pada tangge! diundangkan.
Agar setiap orany mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lemburan Daerah
Kota Surabavya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 Nopember 2003
WALIKOTA SURABAYA,
ttd
SAMBANG DWI HARTONO
Jiundangxar, d: Surakaya
rada tanggal 11 Nopeinber 2003
SEKPETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
ttd
SUKAMTO HAD!
_-EMBARAN DAERAH KOTA SURARAYA TAHUN 2003 NOMOR 42/D2

.~ Salinan sesuai dengan aslinya
- an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

ZANT AH\ Kepala Bagian Hukum
o 4
—
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S

WALIKOTA SURABAYA
tLINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SUURABAYA
NOMOR 58 TAHUN 2003 -

TENTANG

KETENTUAN V/AKTU/ JAM OPERASIONAL
KECGIATAN USAHA OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA
: REKXREASI DAN HIBURAN UMUM

WALIKOTA SURABRAYA,

1imbang : 2. behwa dzlam rangka palaksanaan ketentuan pasal 60 ayat (3)
Poraturan Daerah Kota Surabaya MNomer 6 Tahun 2003 tentang
Kepatiwisataan, perlu diatur ketentuan waktu/jam operasional
xegiatan usaha obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan
umum; ’ : :

b. bahwa berdasarkan pertin bangan pads huruf 2, perlu menetapkan
Keputusan Walikota Surabaya tentang Ketentuan Waktu/dam
Operasional Kegiatan Usaha Obyek dan Daya” Tarik Wisata
Rekreast aan Hiburan Umum.

oinaat ¢ 1. Undang-undang Nomer 18 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa
lengah/ Jawa Barat dan Daerah Ishimewa Yogyvakarta, yang telah

“divkzh dengan Undang-undang Momor 2 Tahun 1965,

_h.)

{ndang-undang Nomeor 9 Tahun 1290 tentang Kepariwisataan,

ra

Undzng-undang Nemor 22 Tahun 1909 tentang Pemarintahan
Daaral;-

4, Feraturan Pemerintah  HNeomor 51 Tahup 1866 tentang
Penyelenggaraan Kepariwisataan,

5. Peraturan Daerah Kota Surabayz Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Orgarnisasl Dinas Kota Surabaya;

&, Peraturan Daerah Kota Surabaye Nemor 6 Tahun 2003 tentang. .
Kepariwisataan;

7. Xeputusan Waliketa Surahaya Nomor 89 Tahun 2001 tentang
Rinclan Tugzs d=n Fungsi Dinas Pariwisata Kota Surabaya;,

cmg ATV g BT Dt
SK
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. Keputusan Walikota Surabayd Nomor 33 Tzhun 2603 tentang
Penyelenggaraan Pertunjukah Film pada Bioskop di Kota
Surabaya; . ,

¢ Keputusan Waliketa Surabaya Nomor 45 Tahun 2003 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Administrasi Pelanggaran
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang
epariwisataan, yang tefah diubah dengan Keputusan Walikota
Surabayva Nomor 54 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN :
HEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG KETEMTUAN

WAKTUIJAN OPERASIONAIL KEGIATAN USAHA CBYEK DAN
DAYA TARIK WISATA REKREASI GAN HIBURAN UMURM,.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Paszal 1

=y
Dalam Keputusan ini yang dimaksudkan :
2. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya;
3, Kepalz Dinas adaleh Kepala Dinas Pariwisata Kofa Surabaya;
4. Pariwisata, adalah segalz sesuatu vang berhubungan dengan

wisata, lermasuk pengusahaan obyak dan caya tarik wisata serta
uszha-usaha yvang terkai di bidana kepariwisataan;

N

Uszha Rekreasi dan Hiburan Umum, adalah setiap uszha
komersiai yang ruang lingkup kegiatannya dimaksuidkan untuk
mamberikan keszgaran jasmani dan rohani;

+h

Hiburan, adalah segala bentuk penyajian/ pertunjukan daiam
bidang seni dan olahraga yang semata-mata bertujuan untuk
memberikan rasa senang kepada pengunung denganp
mendapatkan imbatan jasa;

~d

Izin Usaha, adalah zin yang diberikan oleh Kepala Dinas kepaca
Badan Usaha atau Perorangan untuk  menjalankan
fmengoperasikan) usaha di bidang Kepariwisataan;

R Saion Kecantikan, adalah setiap usaha komersial yang ruang
ingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk
memotong, menata rambut, menas muka serta merawat Kuidit
dongan Lahan kosmetika;
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8. Barber Shop, adalah setlap tempat usahz komersial yang ruang
' lingikup kegiatannya menyediakan jasa pelayanan memotong dan
- atau menata serta merias rambut;
Wiy

10. § p 2, adalah setiap usaha komersial vang ruang lingkup

kegiatannya menyediakan tempat dan fasiitas peldyanan terpadu’

sebagai ferapi atau perawatan pada bagian-bagan tubuh atau

badan yang ditujukan untuk kesegaran dan keseimbangan fisik

dan psikhis dengan mengaunakan bahan kosmetika atau ramuan
tradisional;

11, Sauna/Mandi Uap, adzlzh setizp usaha komersial vang ruang
lingkup kegiatanitya menyediakan tempat dan fasilitas jasa
. pelayanan perawatan tubuh dengan cara terapt mandi uap
wenggunakan  aroma, rempah-rempah atau  lainhya  untuk
kesegaran jasmani;

12. Usaha Karaoke Dewasa, adalzh surtu usaha yang menyedizkan |
tempat dan fasiiitas umiuk bernyanyi dengan iringan musik
rnkaman sebagai usaha pokok untuk orang dewasa dan dapat
dilengkapi jasa pelayaﬁan makan dan minum serta pramuria;

13, Ulegha Karaoke Keluarga, adalah suatu usaha vang menyediakan
fempat dan fasiitas untuk bernyanyi dengan iringan musik
rekaman sebagal usaha pokok dan danat dilengkapi jasa
pelayanat makan duin mirdiv yang depat dinikmati.oleh anai-
anak, orang dewasa dan orang tua {(keluargat;

14, Kelab Malam, adalah suaty "s=h.=- yang "wz‘5;'&3{5.5:3*!@'11 tempat dan
fasilitas untuk menari dan diifingl musik hidup, pertunjukan lampu
dan menvediakan jasa pelayanan makan dan minum sera
aramurnie,;

158, Pub atay Rumeh Musik adzlah setiap uszha komersial yang
menyediakan tempat dan fasilitas pertunjukan musik hidup,
vertuniukan lampu tanpa pramuria dan dapat dilengkapt dengan

;asa pelayanan makan dan minum;

168, Pramuria, adalah seseorang vang bertusas memandu dan atau
mendampingi wisatawan alau tamu pada saat menikmati acara
hiburan di tempat usaha pariwisata;

17, Dickotik, adalah suatr uszha yang menyediakan tempat dan
fasiiitas untuk menaii dengan diirngi musik yang disertai atraksi
pertunjukan cahaya lampu tanpa pertuniukan fantat dan dapat
ditengkapt dengan jasa pelayanan makan dan minum;

18. Rioskop, adalah suztu uszha vang menyedizkan tempat dan
fasilitas untuk memutar film sebagal usaha pokok dan dapat
diengkspi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan
minurm;
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19. Padang Golf, adalah suatu bangunan yang menyediakan {empat
dan fasilltas uhtuk olahraga golf disuatu kawasan fertentu sebagai
usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan
dan minum serta akomodas!,

20. Lapanrgan Tenis, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat
dan fasiitas untuk olah raga tenis stbagai usaha pokok dan
dapa: dilengkapl dengan jasa pelayanan makan dan minum;

21, Penti Pijat / Timung / Massage, zadafzh suatu usaha yang
menysdiakan tempat dan fasilitas uniuk pijat sebagai usaha
pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan-
HuNnum; -

Lo
I

. Gelanggang Bowling, adalah suatu usaha yang menyediakan
temipat dan fasilitas untux olanraga bowling sebagai usaha pokok
dan dapat dilenglapt dengan penyediaan-jasa pelayanan makan
dan minum:

23. Gelanggang Seluncur Es (Ice Skating), adalah suaty usaha yang
menyediakan tempai dan fasilitas beroiahraga ssluncur es atau
sefenisnya sebangal usaha pakok dan dapat dilengkapi dengan
sohycdiaan jasa peiayanan makan dan minuns,

24 Pusst Kebugaran Jasmani atau Fitness Centre, adaiah suatu
Jsaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas unfuk
meiakukan kegiatan latthan k%esegaran jasmam atau terapi
scbugal  usaha pokok dan dapal dilengkapt dengan jasa
pelavanan makan dan minum;

25. Kolam Renang, adalah suaty usaha yang menyediakan tempat
dan fasilitas untulc berenang sebagai usaha pokok dan dapat
dilenakapi dengan jasa pelavanan makan dan minum;

28, Gelanggang Renang. adziah suatu usaha yang menyediakan
fempat dan fasilitas uniuk berenang, taman dan arena bermain
anak-anak sebagat usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan
penyediaan jasa pelayanan makan dan minum

27. Kolam Memancing, adalah suaty usabha yang menyediakan
tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok
dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa palayanan makan
dan minum ; ' o e

28. Bola Sodok (Billyard), adalah suatu usaha yang menyediakan
tempat dan fasiiltas untuk bermain bola sodok (billyard) sebagal
usaha pokok dan dapat dilengkap: dengan Jasa pelayanan makan
dan minum;
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. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan Dewasa, adalah suatu

usaha yang menyedlakan tempat dan fasilitas untuk permainan
ketangkasan dan atau mesin parmainan sebagal usaha pokok
dzn dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;

. Gelengpang Permainan dan Ketangkasan Anak-anzk, adalah

suatu tsaha yang menyediakan tempat dan fasiiitas untuk
permainan ketangkasan dan atau mesin permainan anak-anak
sebagal usana pokok dan dapat dilengxapi dengan jasa
pelayanan makan dan minum;

. Ralaj Pertemuan Umum, adalah suaty ussha yang menyediakan

tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat,
nasta  atau  partunjukan  sebagar usaha pokok dan dapat

d..\.ng. api dengan penyedioan jasa pelayanan makan  dar
minum;

Gedung Tenis Meia, adalah suzatu “:-:a!"a vang menyediakan
tempat dan fasilitas untuk ciahraga tenis ineja sebagai usaha
nokok dan danat dilengkapt dengan jasa pelayanan makan dan

minun,

. Gelanggang Olahraga Terbuka, adzlzh suatu usaha yang

menyediakan tempal dan fasiiitas uniuk kegiatan berbagai
{aheka) olahraga sebagau usaha pnkok dan dapat dilengkapt
dongan jasa petayanan makan dan minum di tempat lerbuka,

. Celanggang Olzhraga Tertutup, adalzh suetu usaha yang

menyadiakan iempat dan -fasiltas unfuk kegiatan berbagai
(aneka) olahraga sebagal usaha pokok dan dapat dilengkapi
dengan jasa pelayanan nakan dan minum dalam  gedung
tertutup;

35, Taman Rekreasi, adalzh suaty usaha vang menyediakan tempat

}oom L

dan berbagai jenis fasiiitas untuk memberikan kesegaran jasmani
dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan
wehudayaan sebagal ussha peikek di suaty kawaszan tertentu
yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelavanan makan
dan minum sertz akemedasi:

. Teater atau Panggung Terbuka, adalzh suatu usaha yang

menyasdiakan tempat dan fasilitas untuk psitunjukan seni budaya
di -tempat terbuka. (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan

. pehyediaan jasa pelayanan makan dar minum;

AL
Teater atau Panggung Terutup, adalah suatu usaha yang
menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan (pentas) seni
budaya dan dapat dilengkani jasa pelayanan makan dan minum
di dalany gedung tertutup,
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38. Pasar Seni, adalah suatu usaha yang menyediakan tompat dan
fasilitas untuk pertunjukan seni budaya di tempat terbuka {tarpa

oten) dan dapat dilengkapi dengan jasa petayanan makan dan
minum,;

39. Dunia Fantaci, adalah suatu usaha yang menyediakan tempat
atau kawasan dan fasilitas untuk mempeitunjukkar karya (seni)
tantasts:

40, Taman Satwa, adalzh sualy usaha yang menyediakan tempat
dan fasilitas untuk memeiihara berbagai jenis satwa dan dapat
ditengkani dengan penyediaan jasa pelavanan makan dan
RHTTHIR

41, Uszha Sarana dan Fasilitze Clahraga, adalah suatu usahz yang
manyediakan peralatan atau perienghapan utituk berolahraga
atau ketangkasan baik <y darat, air dan udara vang dikelola
zeeara iemarsial; '

42 Lapangan Squash, zdalah suztu usaha yang menyediaken
teimpat dan fasilifas unick olah raga squash sebagai usaha pokok
dan dapat dilengkapi dengan jasa peiayanan makan dan minum;

Hliu
inenyadiakan tfempat dan fasilitas untuk mempertunjukkan
permainan atau ketanakasan satwa;

43, Pentas Pertuniukan Satwa, adziah  suatu  usszha  yang
&

44 Uezha Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi Air, adalzh suatu
ysana yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk
berekreasi aly yang diketola secara komersial;

45. Lapangan Bulu Tangkis, adalah suats usaha vang menyediak
tempat dan fasiiitas untuk clahraga buiu tangkis sebagai usa
pokok dan dapat dilengkani dengan iasa pefayanan makan d

minum;

an
ha
an

\ e

A5, Showhiz (pertunjukan hiburar), adsizh suatu uvsaka komersia!
yang ruang iingkup kegialannya menyeienggaraikan pertunjukan
hiburan umum.

BARH
KETENTUAN WAKTUS JAM OPERASIONAL
KEGIATAN USAHA OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA
REKREAS! DAMN HIZURAN UMUM

Pasal 2
Dalam pelaksanaan kegiaten usaha obyek dan daya tarik wisata

rskreasi dan hiburan umum, penyelenggara usaha harus mengikuti
ketantuan waktu/jam operasional sesuai dengan jonis usahanya.
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Pasat 3

{1} Ketentuan wakiufjam operasional sebagaimzna dimaksud dalam
pasal 2 adalah sebagai berikut

a.

SKRIPSI

Untuk pub (rumah musiid, kalab malam (nightclub), diskotik
dan karacke dewasa dimulai pada pukui 2000 WIB dan harus
sudah berakhir pada pukul G300 WIR:

YUniuk karacke keluarga :

1. P2da hari-hari biasa dimulai pade pukul 09.00 WIB dan
narus sudah berakrir pada pukui 23.00 WiB;

2. ..enj’. ang hari besarflibur dimulai oukul 09.00 WIB dan
dah berakhir pukil 0. G0 WiB.

Untuke gelanggan
boia sodok (bitiyar

ol p. rmainan dan ketangrasan dewasz dar
rd;

1 Pzda harichan b .
sudah berakhir pada pukui

2. Mepjelang hari b thur mulai pukul 14 00 WIB dan harus
sudah beraknir puiul 02 i

Untuk gelanggang permainan dan ketangke

12 an ks =
dimuiai pada pukui 18.00 Wi3 dan harus sudah
nutkal 22 00 WIR;

j At

noa ana
oerakhir pada
i lra“nlr blnsn p :

1. pertunjukan film rutin/biasa, o

Aimnlai
dan harus suciah beraikhir pada puku

2 pertunjukan film tambehan d':se gcarakan setiap hari

x ot
o,
ry
@
¢
5
..-‘
Es =
=

sabtu, minggu dan gimulai pada pukul
12.00 WIB; '
3 Pertunjulan film malam hart Imidmnght) diselonggarakan

pada maiam minggu don malam hari besar/fibur, dimuiai
nada puicat 24 (0N Wi, '

Urtaw pan? piin”hmuq-ﬁ!mgccﬂﬂn I TN e M e T Tatc F_.lflrllf o
e Haunmunzimassagth imLnat Racs URul e U
VWIS dan harus sudah berakhir pada pukui 2200 Vi3,

Untok saunafmandi vap dan spa dimuwsal pada
dan harus sudah berakhir pada pukui 22 OG WIS,

Untuk nadang golf. taman rekreasi dan pasar seni dimulzai pada

pukul 08.00 WIE dan haius sudan borakhir pada pukul
22,00 WIB;

Untuk kolam memancing dimulai pada puku! 06.30 WIB dan
harus sudah beralchir pada pulcui 22.00 WiB;
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k. Untuk dunia fantasi:

1. Pada hari-hari bissa dimulei pada pukul 08.00 WIB dan
harus sudah berakiir pada pukul 22.00 Wi,

2. Men}elang hari basarfliper dimutei pada pukul 08.00 WIR
dan harus sudah beraibur pada pukul 24.00 WIB.
I Untuk teater/panggung terbuva dan teater/pangoung tertutup/
pertunjukan hiburan :

1. Pada hari-hari biase dimulai pade prkul 08.00 WIB dan
harus sudah berakhir pada pukul 02.C0 Wib;
TI

£

wiai pada nolit 02 00 WiB dan

I

Pada hari besarflibur di
ada pukui C2.00 Wid,

hetus sudah barakiir p

m. Untuk taman satwe, usaha fasilites wicata tine dar rekreast alr

dimulai pada pukui £5.00 WiZ dan harus sudah Barakhir pada
pukut 17,00 WIB;

ch|

e an

! s pertun)

dimulai pada puxu. G8.00 Wi ;i - dan hatus sudah bergkhir pada
pukul 24 00 WIB;

s Untul sarana dan facilitas clshraga, fitnese gentre, koflam
renang dan gelanggang renang dimuiai pada pukyi 08.30 WiB
dan harngg sudan barakhiy nada pukul 2000 WIK: ’

p. Untul gslanggang c!a..raga terbukaftgrtutup. ‘gedung tenis
méja, lapangan sguash, lapaagan tennis dan izpangan buiu
tanalis dimulai pada pukit 0500 WIB dan harus sudah
sstakhir pada puku) 22.06 Wig;

g. Untuk gelanggang bowling dan gelanggang seluncur es (ice
skatin }

i
i

[

hir paué.pu.«.u. 2210 50 WIB

1. Pada hari-hari biaf-‘
a

-y
j
w0
L42]
=
o
=
o
m
m
"J X

2 Parda hzar bacarfliber dimyplal r\grl‘; D"!"U" 0B nﬁ WIR dan
naius sudah beiakhin pada puku! 24.50 Wi,

uniui kegiatan/usaha yang berada atau menjadi fasiiitas di notel
dan restoran;

(2) Ketentuan sebagaimana dimokeod pordn ayat (1}, berfaku juga

Pasal 1

Semua kegiatan uszha obyek dan dava tarik wisata rekreasi dan
Hiburan umum harus menghantikar ksgialannya paling lambat pada
pukul 22.00 WIB pada tanggal 16 "austus {menjelang paringatan hari
Proklamasi Kemerdekaan Ropublik Indonesia), tanggal § Nopember
{menjeiang peringatan Hari FPahlawan) gan tanggal-tanqgal lain yang

ditetapkan oleh Kepula Daerah,
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v

Pasal 5
hLLL
Usaha chyek dan daya tarik wizata rekreasi dan hiburan umum dapat
menyaoiiggarakan kegiatan pertupjuken hiburan sampai pada puku!

U4.00 WK pada tanggai 31 Desember {manielang pargantian Tahun
Baru Masehi).

BAR I
KETENTUANM PEMIITILD
Pasal &
Dengan berlakunya Keputusan ini maka dinyetalian tidalb bedakuy lagh
2. Kepuinean Walikotamardva epate Daerah Tingwat I Surabava
weinor $% Tahun 1835 ier.'m'}g Heleniuan VWaklu/dain Kegiatan
ramnat-tampat Rekreas) dan Hihuran Umum

b Kenitusan Walikets Surzhava Nomor 48 Tzhun 2002 tentan

WaiiuJam Operasional Kegiaiah Usaha Rekreasi dan Hiburan
Umum Pada bulan Ramadhan dan Malam Har Kaya tdhul Figri o)
:\0“. Qul’abaya.

Pasal 7
Keputusan ini mulai beriaku nada tangqa! divndanokan,
Agar sefiap orang mengetzhuinya, memerintzhkan pengundangan
Jsputusan ini dengan penemipatannya dalam L "rb_arar Daerah Kota
Surabava.

n|fofaz_'\.rpn ot S wrahava
rada ianggai 15 Desember 2003
WALIKOTA SURARAYA

phsal

|AMBANG DWW HARTONQC

Diundangkan di Surabaya.........
-
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA

- perus ST RUCEPR REWISATA

{ SURABAYA MUNICIPALITY TOURISM SERVICE )
31. Adityawarman No. 110, Telp. (031) 561 7907, 566 0758, 567 7219 Fax. 5663448 -
SURABAYA

Suraba -a, 2 L JUL 2003

Kepada

No. r 556/ (1%4/ 402.5.17 /2003 Yth. Sdr. Para Pemilik / Pengelola
Sifal : Penting Tempat Rekreasi dan Hiburan Lmum
Lampiran  : -- Se Kota Surabaya
Perihal : Ketertiban Penyelenggaraan Tempat

R. . "easi dan Hiburar Umum di -

SURABAY A
Dasar :

1. Peraturan Dacral Kota Surabaya ™ mor © 6 tahun 2003 tentang Kepanwisataan;,

2. Hasit Dperasi / pemantauan kegiatan beberapa tempat usaha rekreasi dan Hiburin
Umum di Kota Surabaya tanggal 22 s/d 23 Juli 2003 yang dilakukan oleh Aparat
Pemerintali Kota Surabaya;

3. Hasil Rapat Koordimasi dengan beberapa pengusaha rekreasi dan hitburan umam di

- Kanter Dinas Panwisata Kota Surabava tanggal 23 Juli 2003,

Dengan i kami ingatkan kembali tentang ketentuan — Ketentuan vang harus dipatuly
oleh para pengelola / pemegang ijin tempat rekreasi dan hibuzan umum se Kota Surabaya,
antara lain :

1. Mematuhi helentuan waklu / jaun operasional scsual dengan yang tercantum dalam

perijinan ( pasal 60 ayat 1 );

L

Selama butan Ramadhan dan malam Har1 Raya [dul Fited { pasal 60 avat 2 ) ;

a. Untuk kegiatan usaha diskotik, panti pitat, bola sodok ( bibyard ), gelanggang
permainan din ketanghasan dewasa, kelab malam, karaoke, dan rumah musik
diwajibkan menutup / menghentikan kegatan

b, Untuk kegiman pertunjukan Bioskop dilatang memutar film muolai pukul 17 .30
WIB ( waktu 3holat Maghrb / becbuka puasa ) sampai dengan pukul 20.00
WIB ( waktu Sholat 1sya’ / Tarawily )

3. Menyalahgunakan fcmpat usaha wduk kegiatan perudian, pelanvegaran kosusilaan

serta pengedaran dan pemakaian obat - obat werlarang ( pasal 119 huruf g ) ;
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1o a. Mempekerjakan tenaga keria asing tanpa it sesui dengan Kketenluan peraturan

vang berfal « { praal 110 Y )
b, Mempcekerjakan anak - anak dibawah emur ¢pasal § v hurul'c )
¢. Menerima pengunjung anak - anak dibaswah umur pada fenis usaha pariwisata

tertentu ( pasal 119 huruf 1)

5. Untuk usaha panti pijat agar seferimanya sural in hendaknya scgera menyesuaikan

dengan ketentuan / pedoman teknis vang diperkenankan antara fain tidak tertmup

rapat, transparan, dil.

Demikian umuk menjaditan perhatian dan pelaksanaannva,

"embusan Kepada -

Wik 1.

2
3

¢ HMULITADL MM
Pembinma

NTP. 510037 138

Sdr. Walikota Surabaya

( sebagai laporan )

Sdr. Kepala Dinas Poi pp

Sdr. Kepala Bakesbang Linmas

4. Sdr. Kepala bagian Hukum

Kota Surabaya

SKRIPSI
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Lampiran . UNDANGAN

{,omor % 11 2Y7402.4.17/2003

anggal

JUL 2003

Kc'pada Yih,

]

=D IW

Sdr. Pimn. Karavke Kel -arga HAPPY PUPPY Komp. Darmo Park 11 Blok 2 No.19-20
Sdr. P p. Karapke Keluarga HAPPY PUPPY Plaza Marina Lt. 11

Sur. Pimp. Karaoky Keluarga HAPPY PUPPY Surabaya Plaza L. V

Sdr. Pimp. Karaocke K- luarga NUR PASIFIC J1. Raya Gubeng No. 37

Sdr. Pimp. Karaoke Keluarga NUR PASIFIC JI. Adityawarman No. 63

Sdr, Pimp, Karaoke Keluarga N A V Gedung Srijaya Lt. {1

Sdre. L imp. Karaoke Keluarga N A V Komp, RMI Biok | No 28-29

Sdr e Karac ke eluarga N A VL Manyar Ketoarjo V No. 39-60

e Piep Karsohe Dewasa ARASAR A Ruko Villa bukie Mas RE/ |

Sde Pimp. Karaoke Dewasa ANERA RASA 1, Raya Sauw lit Indal No, 9

Cades Punp, Karaoke Dewasa DY BGSS JIL Kedungdoro 36 - 46
- Sdes Poip. Karaoke Dewasa CLUB CC ) Mayjend Sunghkono No 7 A

C4ONdr Pimp. Karaoke Dewasa CLUB DELUXE Tunjungan Center L4, 1V

L e L I B R
Nt :

Lot

a ! ]b) Vd fad Ll Maw aed Tl L2
P |

=l

44,

45.

N oy

L de L b e

Selr. Prnp, Karaoke Dewasa DISNEY S I Jarak No. 61
whe Paap. Karaoke Dewasa FLAMINGO JL Genteng Kali {o 51-33

CSdr Punp. Kareoke Dewasa GALAXY J1 Mayjend Sungkoao 204
~Sde Prn, Karaoke Dewasa IKT Komp. Darmo Park 1!

Sdeifimp. Karaoke Dewasa K2 NTOUCLUB Komp. Indo Plaza Ly 1V - V
¢ ir. Pimp. Karaoke Dewasa KOWLON PALACE Surabava Plaza Lt V

odr Punp. Karaoke Dewasa LCC NIGHT CLUB N, Kedungdor 36-46 Blk B2 0-16
LoSdr Pemp. Kardoke Dewasa MALIBU L Ngagel No, 127

zoade Tunp. . racke Dew ssa MESTEOR L Raya Arjuno 87493

- sdr Pip. Karaoke Dewasa MILLENIUM Kemp. Andika Plaza

Sdr. Pimp. Karaoke Dewasa MY WAY JL Tic ir No. 16-16A
Sdr. Punp. Karaoke Dewasa MY WAY I Manyar Kertoatjo V No, 24-26

GoSar P Karaoke D awasa NINANO Komp, Darme Sark 1 Blok VO No. 10
ToSdr Prnp. Karaoke Dewost PARADISE JI. Embong Malang No 33 - 37

o S Prmp. Karaoke Dewasa PTCASTANA Kon o, Darmo Park § Blok 2 No 4
29,
3,
CSdroPrmp. Karaoke Dewiasa RANO Komp. Darmo Park { Blok VI No. 21

- Sdr. Fimp, Karaoke Dewasa RASA SAYANG I Manukan Tama Blok A-18

Sdr.ip. Karaoke Dewisa PERMATA JI. Em. ong Malang 33-37
Sdr. Pimp. Karaoke Dewasa PRIMA TOP Komp. Pertokoin Anibeigan P. B 3-6

Sdr Pomp. Karacke Dewasa R & B JL Mayjend sungkong 200 304

3. Pimp. Karaoke Dewasa RIVIERA Komp. Dk [ Biok VI3 e 50

- Sdr. Pimp. Karaoke Dewasa SIMPONL L Tunjunyin Mo, 37 K/

- 5dr Prmp. Karacke Dewasa TTARA )L Pemudy Noo

. 8dr. Pin p. Karaoke Dewasa TOP TEN Tunjungan Plaz [ UL VH

- Sdr. Pimp. Karaoke Dewas. TRI STAR I Pasar Besar Wetan No. 14-18

. Sdr. Pimp. Gelanggang Permainan & Ketangkasan Anak-anak AMAZONE Giant Su permarked

. Sdr. Pimp. Gelanggany Permainan & Ketangkasan Anak-anak FUN POLIS Tunjungan Plaza 1{
Lante ¥V

41:
. Galaxy Lantai 111

2. Sdr. Pymp. Gelanggang Permainan & Ketangkasan Ansdk-anak MATAHARI TIMEZONE Plaza

Sdr. Pimp. Gelanggang Permainan & Ketangkasan Anak-antl VAT ATAR] TMGEZONE Mall

Surabaya Lantai [V

. 8dr. Pimp. Gulanggang Permainan & Ketangkasan Anak-anak MATAHARI TIMEZONE THR

Mall Lantai Dasar
Sdr. Pimp. Gelanggang Permainin & Ketangkasan Anuk-anak MATAHARI TIMEZO: i
Tunjungan Plaza Il Lantai (1)

Sdr. Pimp. Gelanggang Perma‘nan & Ketangkasan f\:uk-’mak MAHKOTA ACE JI. TAIS
Nasution 23 - 25
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46. Sdr. Mimp. Gelangg: ng Permaiian & Ketangkasan Anak-anak PT. GUMELAR TANGKAS
. N[ .AH BOLA Komp. Darmo Park [ Bik VB/ 27

47.

Sdr. Pimp. Gelanggang Termainan & Ketanghkasan = Anak-anak  IT. PRIMABOLA

" PRESTISINDO TF X Mall Lantai. IIl/ E

48.

i

49,

Sdr. Pimp. Gelanggang Perawinan & Kelanghasan Anak-anah  I'T. PRINMATGOL A

‘PRESTISINDO J1. Kedungdoro 36-46BIk E/9-16

Sdr. Pimp. Gelanggang Pcr'naman & Ketangkasan Ani k-anak TUNJUNGAN ACE Tunjungan

. Center Lantai V

50.

1

52,
83

[${98
67,
“3.8dr " imp. Diskotik STATION 10 (TOP TEN (;R()l. "n Funjungan Plaza 2 Lt VII
03. Sde. Pimp. Diskotih STUDIO ETAN JI. Simpang Dukuh 38-40

64,

03
66.
67.
68
9,
10,
71
72
75
74
75.
76.
77.
" Sdr. Punp. Kelab Malam POPP Y J1 Qidar No. 14

7

Su,

Sdr. Pimp. Gclanggang Permaman & Ketangkasan Anuk-anak WONDERLAND Plaza Marina
Lantai 1II e

111, 8dr. Pimp. Gelaﬁggéng Permainan & Ketangka an Anak-unak CV. CARNIVAL Plaza I Marina

Lantai.[] Lo

Sdr. Pimp. Gelanggang Pumaman & Ketangkasan Anak ari kK FUN CITY Giant supermarket
Sdr Pimp. Gelanggang Permainan & Ketangkasan 1 wasa CV CARNIVAL Plaza Marinu
Lantas b

Sdr. Dimp. Gelangganyg Permaman & Ketangkasan Dewasa KA HONG BOWLING CENTRE

H. Embong Matang 33-37 Lantai V-VI
Sdr. Pimp. Diskotik D’ BOSS I, Kedungde ro 36-46

©. Sdr. Pinp. Diskotin DESPERADQOS Hotel Shangri-la
. Sdr. Pimp. Diskotik FL «MINGGO . Genteng Kalg 31 - §
~Sdr. Bimn. Diskotik KANTOR DISKOTIK hhdo Plaza Lt [V -V

Sdr Piny, Diskotik LIDO DISKOTIK Koy . Darme Park 1
Sdr Mimp. Dist otik PARADISE BEBAS . Emboen;. .114115 33-37
Sde P Diskotik PO TRISNO UL Tar-bak Lo 2-4

Sdr. Pimp. Kelab Miar CLUB DELUXE Tunjungan ¢enter Lt 1V

Sdr Pamp. Kelab Malam COLOR™ 8§ PUB JE Sumazera 81

Sdr. Pimp. Kelab Malam ESCAPE CAFE 1. tava \H:I\m w12

Sdr. Pimp. Kelah Malam | 1A\1I‘\l(1() HoGenene 08T A8

Sdr. Pinp. Kelo o Malam LCC NIGHT C 'uB JI I\Ld g R
Sdr Piinp, Kelab Malam JIAVA JINMYT S Hotel JW \[f\i,im o
Sdr Mmp. Kelab Malanm KANTOR CLUB Indo Plaza Lt IV - Y

Sdr Prmp. Kelab Malam KAFE KAFEIN S Kelamps Aj Vengub il

S Pinp. Kelab Malam MIRAMA BAR & MUSIC Hotel Miraima

Sdr. Fimp. Kelab Malam METEOR JI. Raya Arjuno 87-97

Sdr. timp. Kelab Malam NEW RAJAWALI I Demak 277 B8

Sdr. Pirp. Kelah Malam NEW ARUNA JL Arjuna No. 77

Sdr. "imp. Kelab Malam PANAMA Tunjunzan Centre 14V

Sdr. Pimp. Kelab Malam PERMATA J1. Embong Maloe:y 33-37

adr Ponp. Kelab Malam QEMT Hotel Elmi_
Sdr. Pimp. Kelab Malam R AJAWALL CAFE JI. Rajovall 68

81. Sdr. Pimp. Kelab Malam RASA SAYANG Komp. THR Mall
82, Sdv. Pimp. [Zelab Malam R & B JI. Mayjend Sunghono 206-208
83. 8dr. Pump. Ketab Malan1 SKY LINE J1. Raya Gubeng 102
34. Sdr. 'imp. Kelab Malam THE RESIDEN TAVERN M Danno Hiarapan |
85, Sdr Pimp. Kelab Malam ravVERN Hotel Hyatt Regeney
86. Sdr. Pump. Pub/ Run.ah Musik CANGKIR PUB H. Sriwjaya No. 22
87. Sdr Pimp. Pub/ Rumah X'usik D n D DINE "N DANCE CAFE JI. Raya Jemursari No.3+
88. Sdr Pimp. Pub/ Rumah Musitk NYIUR CAFE | Veterin 28
89, Sdr. Pimp. Pub/ Rumah Musik . FE JANGK. K. Plaza Marna Lt 1
90. Sdr. Pimp. Pub/ Rumah Musik SPHINX PUB Komp. AJBS JI. Rawma No. 14
91. Sdr. Pimp. Pub/ Rumah Musik COLORS PUB J1 Jawa § A
92, Sdr. Fimp. Pub/ Rumah Musik SAWUNGGALING CAFLE L Jemursari
93. Sdr Pimp. Pub/ Rumah Musik ESCAFE CAFE H Rava Mulvosar 121 Gedung AB/ |
94 5dr. Plmp. Pub/ Rumah Musik JENDELA RESTO 1T Sono Kembang
95 Sdr Pump. Bioskop ANTA JI. Siwalanker o Swbava
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3. Sdr. Pirip. Biog EP KARRPENISAEREFRSYAIRL ANGGA
97. Sdr. Pimp. Bioskon DEL A 1,2,3,4 Surabaya Plaza 1.t V

4
./"‘1 98. Sir Pimp Nioskop EMPIRE 1.2.3.4 Darmo Park |
99, Sdr. Pirnp. Bioskop FORTUNA CINEPLD{ Mall Surabeya L1 11 ' -
10C. Sdr. Pimip. Bioskop GALAXY 1,2,3.4,5 Culaxy Mall 11 110
101 Sdr Pimp. Bioskap DANA Il Pandegiling No. 33 *
102, Sdr. Pimp. Bioskop FAJAR . Rungkut Zamrusi 28
103. Sdr Pimp Bioskop GARLUDA If. Kranggan No 73 &
1M, Idr. Pimp. Bioskop JEMBATAN MERAH 1,2,3,4 Tembatan Merah Plazy L1, V
103, Sdr. Pimp. Bioskop KARYA ABADI Ji. Pucang Sewy »
106. Sdr ™ .mp. Bioskop MJTTRA 123,45 11 Pomuda Na 15
107 8d) Pimp. Bioskop ODECN 1,2,3,4 Pusar Atum
108, Sdr Pimp. Bioskop PURNAMA 1. Dinoyo 14
109 Sdr Pimp Bioskag PASAR KEMBANG 1211 Pasar Kembang
P S Panp Bioskop RANIA BL Pyt faya 87
P Sdr Panp Binckop RYKTIN MU Y Simantulve
PP Sde 7 omp. Bioskop SURYA BARU T Rays Wonckroms 72 4
PSS Pimp Bioskop STUDIO 123 4 S Tunjungan Plaza 11§ 1y V
P Sde Pimp Riaskop SURABAYA 1,234,511 Pahlawan *0
250 8dr Pimp Bioskop FPANIUNG I Tanjungsari
1 Sdr Pimp Bioskop WETA L Menganti 130
"7 Sdr Pimp Bala Sodok (Billvard) 369 11 Rava Renekut No S Rk 1217
SRS Phnp, Bola Sidok (Billyard) AGUNG 1 Avibengs No 3
Pro Sde Pimp Bola Sodok (Ril' sard) ATRORA 1 Tidar 9 11
P20 Sdr Piann Bely Sodek (Rillyardy AURORA 1 Runghu. Slapas Utarn BEL RAC
121 e Pimp Bola Sodok (Rillyard) ALRORA 1 Rava Temursar 203 BRIk A 19
77 Sdr Pimn Rala Sadok (Rillyard) ATIRORA 11 Ngage! Java Sel Na 23-2% 4
.- Sur Pimp Bola Sodek {Rillyard) ATUM Pasar Atym Ly 1V
- Sde Ponp Rala Sodok (Rilfyard) RINTANG PFRMAT P Manakan Kalon Mo 8
-~ Sdr Pimp Bola Sodak (Rillyard) RO A 2000 1) Neaptil Noo 17-6 & 172.7
“hSde Pie o Rely Sodek (Rillyaed) DOLA 2000 1 Ruyn & aly sy SDSD
77 Sdr Pimy Rela Sndok (Plfh mﬂ ROT A KRISTAT 1 R -Lm‘ Madya 61 A2
e Sdr Pj!}'!“ Bola Sodok fﬂ!”\ ‘rdl BT A MAS Purtakoan M, gy ﬁu Y
VoS Punn Rola Sodak (Rl”\ 11(}‘1 BOLA TYUNIA ‘\_nmn T?nl.n\ﬁ anvi Indah (RAD
Sy Pimin Bola Sndok Billeard) RUKIT ALAS 1T Raya Villa Rukit Mas RA 0800
PIL S4r P, Rala Sodal: (2llyardy OV MARINA AMUSEMIN SURARAYA i Rava
PoareareT Indah 9790
1 Sy Pimp. Bola Sode’: {Ritlyard) DARMO T ARK Komp Darma Park TR W' R -9
133 S Pamp, Baola Sodid (RIKurd) GALANY [ Pandeailing A
C"j\-f b Pimp Rel. Sadak (Rilhard) OPITER A Rava Achina Na 77
T30 S& Pimp, Fole Socol r”lf'\ ared) KL TISART TENIS 11 1 valsurt S 54

00 Sde Pimn, Bolg Soduk {Y?!ls} ar .l: MAWAR B Mawne Mo 38 217

NS Pimn Rola Sodok (e3ilhyaed} PEAZ L Plag .‘\‘[:rn!my,: Ty
SIS E Phas Rala Sadol B e BPLANET OO 1 T, galsarn 103 1038

-~ Lo
ety r"':zi‘.:_‘\ Raby Sadok ’r)'is an "\I ST ARAY & N ‘r: v mhunu Nalag ng SN AT
P Sde P Panti Piiae Vs ”’Tf.‘nrr AMOR Koy Darma P']rL I RM: "P. N 7
Tk l‘_:_-'.*‘::-'_\. Pamie Pt N -;!5:."'!“....' 'C‘E".’\f.“.L el Channte
QA Poay Pam r’l!lf RSORTANIC F:'mun o ITA N Fu, Wy o 34006 R 13780
oo Sl Pami P’ ; s nm\:r'l ANDARLY B ong Nakan, I

ST Pann PJ_;.!T'

1t luuml INRA K Y ™ h\pu‘ ":RL AR R T i
Q_‘r‘.&; Wb R Py Piiar At

-"'"'"muu‘ FMARTIN A v ity Plawg 2.6

o
Y R TR Poanti Ploat N oo 1 v RIANEL S 1w HIATTAS o
' H Pl gy Linnang MANILA TR
v A Pony Pant Punt '~.‘..'|-.<._'L_x_;:-’ '[|m|_mu ESh I K;llnml Imva 1O

TIC e ”fr| p Panti Pilat” Masaioe Timmg MONATISA H' Ke u'hmgrfmn R RH; R3.2z
MR I I T Pangi Pi}i!i‘:‘;‘:;‘l}t.;_‘lﬂ '||er1:P\“ FITIMAL NG 0 oy N,

BRTANANE 22 Pung'- Zanti Pifat’ Massace ! Timpne PRIAMA Dﬂ\'\ H Ke .fu.w forn 3A- -tﬁ RIL R/ 7372
v oo ™

Doy RN ‘\".!_“.’ T:n\nn i PN ANIN W aanp, ‘.—‘Ilunv Parl 1LY 1.7
TERSL o, ‘.-mu_m. SARTIKA Koma 1 emo Park T Riak IV A 1

CEYY Y .
H !

153, Sdr.Pimp. Yanti Pijat ........... .
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153,
154
155

156.
157.

158.

5.
{42

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Sdr. Pinp. Panti Pijat/ Massage/ Timung SHIATSU Andika Plaga Lt I

Sdr. Pimp. Panti Pijat/ Massage/ ﬂm-.uu, SHIATSU SEHAT QI‘ JAHTERA N, Kedungdoro *6-
46 BIk /36

Sdr. Pimp. Panti Pijat/ Massage/ Timung SHINTA JI. ]ndr’wm No. 11

8dr. Pimp. Panti Pijat/ Mmqagcf Timung STIMPONT IV Tu jungan 57 K/ 1.

'Sdr. Pimp. Pant} Pljat/ Massag ¢/ Timung TIMUNG WISA "A 1111 Kedungdoro 36-46 Bik. (/
20-21

Sdr. Pimp. Panti Pljah’ Maqcanef'\"ummg'IRmiM INDA Pennkoan S Galaxy Pasar Tuii Baru
Blok B/ 52 e v

3dr. Pimp. Panti Pgab’ Massag: ' Timung VALENTINEG 1L Kedongdoro 36-46 Bk B/ 2-3

Sdr Pimp. Panti Pijat/ Massage/ Timung WISATA JI Sciail No 30
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Jawa Pos, Jumat 21 November 2003

Pemkot Mbingungi

Soal SK Hiburan Malam -

SURABAYA ~ Kebingungan
tampaknya sedang meng-
hinggapi Bagian Hukum Pemkot
terkait perubahan SK Wali Kow
No 45/2003 menjadi SK No 54/
2003 sozl peagaturan tempat hi-

buran malam. Kabag Hukum -

Pemkot Hadi Siswanto Anwar
menyatakan, perubahan SK i
dilakukan unwk memberi kewe-
rangan penub kepada Dinas Pa-
riwisata (Disparta) menangani

" tempal-tempat hiburan, -

Dinus yang dikomandani Muh-
tadi it mempunyai hak untuk me-

nentukan kapan dilakukan penca- |
‘butan 1zin usahatempat hiburan

malam bermasalah. Tapi, Hadi ju-
2a berjanji akan merevisi lagi SK
it jika nantinya ada oknum Dis-
parta yang ingin memanfaatkan
celah hukum di dalamnya.

Bingung? " Memang dalam SK ',
itg tidak dijelaskan mengenal'_«';_,-
" tempat hiburan yang melanggar

: ketentuan*blsa dicabut izin

tenggang waktu antara peringat-
an perlama dan kedua. Karena
tidak tertulis dalam SK, maka

kcbijakan soal itu berada di

pundak Disparta.-Mcreka juga
yang menentukan kapan akan
dilakukan pencabutan izin usa-
ha,” ujamya saat dikonfirmsi
Jawa Pos, kemarin.
Sebagaimana diberitakan, pem-
kot merevisi SK-45/2003 yang

PAJAK HIBURAN SEBAGAI ..

mengatur mengenai tata cara
pemberian sanksi terhadap tem-
pat hiburan malam yang melang-
gar Perda Pariwisata. Pada SK
lama, tempat hiburan malam
vang terbukti melanggar Perda
Pariwisata diberikan peringatan
selama tiga kali.

Tenggang waktu antara peri-
ngatan itu sekurang-kurangnya

. lima hari sejak diberikan. Setelah

peringatan_ketiga, tempat hi-
buran diberi lagi toleransi selama
lima hari. Jika dalam masa it
masih melakukan pelanggaran,
pemkot bisa mencabut 17in usa-
banya. SK i dianggap memiliki
banyak kelemahan, misatnya me-
ngenai tenggang wakw pemberian
sanksi sebanyak lima hari tadi.
Lantas, pemkot membuat SK
baru bemomor 54/2003. Ternya-
ta, SK baru ini malah semakin
rawan KKN. Sebab, pemberian
sanksi semakin tidak jelas dan
mudah dimainkan- Disebutkan,

usahanya sclelah mendapal dua
kali surat peringatan. Anchnya,

" tidak dijelaskan batasan waktu -

antara peringatan pertama dan
peringatan kedua. Artinya, bisa
saja peringatan kedua diberikan
setelah schard, seminggu; sebu-
lan, bahkan setahun setelah pe-
ringatan periama.(oni) .
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SURYA KAMIS 8 APRII. 2004

Realisasi pajak
daerah 27,6%

SURARAYA, BURYA - Realisasi
perolehan pajak daerah dari
target yang ditetapkan Pemkat
Surabaya tahun inj sebesar Rp
FIOTTT RN ONG Gainl ?

i

Ar Lo O leriilal ae-
aitar Kp 58.275.040.568 atau
27.6 persen. Angka ity berasal
dan enam sektor pajak daerah
vang meliputi pajak hotel,
restoran. hiburan, rekiame,
penerangan jalan dan pajak
parkir.

"Kami optimistis target
vang telah ditetapkan pada
wwal tahun anggarsn akan
uisasi pada akhir tehen”
kata Keopala Sub Dinas Pem-
vuhuan dun Pelaporan Din:
Pendupatan Kota - Dispenko:
surabaya., Basuk Sip di-
dampingl Kasubdin Humas
Drs Tasmuii Chamsun di
kuntornya. Rabu 174,

Dari enam sumber peneri-
maan pajak, masing-masing
targetnya ditetapkan Rp 48,9
miliar (pajak hotel), Rp 44.9
miliar (pajak restoran:, Rp
5.8 miliaripajak hiburan), Rp
54 miliar ipajak penerangan

jalani, Rp 18.5 miliar ipajak
reklame} dan Rp 5.5 miliar
untuk pajak parkir.

Sedangkan dari target
et NS ot
tapkan seiomaApr <ebhosar
Rp 17.122 miliar. Dinas
Pendapatan mencaiat real-
isasi Rp 1,009 miliar atan 5.9
persen. Sementara realizasi
retribusi daerah vang tahun
ini ditarget Rp 121 miliar
sampai 6 April tercarat Rp
30,670 miliar aisu sekitar
Z5.3 persen. Jumiah itu
diperoleh dart 51 sumber
DENertimasn relriiiusi seper-
L retribusi peiaveaan kebers
sthun dan reqrthusi hidany
perindustrian. perdasangan
dan penanaman medal.

Dari target pevoiehan retn-
busi selama April sebesar Rp
9.3 miliar terealisas 2,227
miliar atau sekitar 23,9 per-
sen. “Tap1 semua data pene-
nimaar :iu belum lermasuk
penerimaan tanggal 1.2 dan
6 Apnl yang masuk melalui
bank persepsi (kus daerah),”
tutur Tasmud). (k3)
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.dawa Pos, Sabtu 22 Mei 2004

TINGGAL KENANGAN: Tiga hari lagi bioskop paling padat pengunjung ini resmi ditutup.

TUTLNG AHDVLAWA POS

Bioskop Mitra Segera Tutup

SURABAYA — Malam nanti, adatah malam Minggu
terakhir Bioskap Mitra Surabaya penuh sesak pe-
ngunjung. Schab, Sclasa depan (25 Mci) bioskop paling

terkenal di Surabaya ini resmi ditutup. Belum jelas .

alasan penutupan bioskop yang sclalu padal pengun-
jung ini. Namun, pengelola mennlﬂyaratl\dn kalae
plhaknya sudah tcrln[u merugi.

“Sava benar-benar tidak menyangka waktu diberi tahu

SKRIPSI
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kalau Mitra akan ditulup,” tutur Kartono, wakil Manajer
Mitra yang juga merangkap sebagai Kepala Keuangan
bioskop vang berdin sejak 1989 itu. '
Manajer Mitra Nur Sholeh juga mengamini pcrkataan
Kartono. Namun, dia mengaku tidak bisa berbicara banyak
perihal penutopan ini. Mcnurutnya, semua masalah itu
dipcgang Hed Suyanto, pemilik Mitra &
v Baca Bioskop... Hal 43
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Senin Buka Terakhir

X RBIOSKOP...
Sambungan dari hal 29

' Keputusan penutupan itu saya ketahui Sabtu lalu. Saya diberi tahu
langsung olch Pak Hen,” tutur pria yang bekerja di Mitra sejak 1986.

Saat ditanya tcntang alasan penutupan, Nur tidak bersedia
menjawab. Hanya Kartono yang. memberanikan diri untuk
menganalisa kenapa Mitra sampai wtup. “Biasanya, kalau ada
penutupan itu karena masalah rugi. Mungkin ini juga yang mendasan
keputusan Pak Herr menutup Mitral” papar Kartono. .

Kartono juga mengimhbaw agar para pemilik kariu langganan Mitra segera
menukarkan kartunya dengan uang. Menurutnya, Miva akan mengem-
balikan semua uang pengunjung yang tefah mermiliki karu langganan itn.
“Senin depan {24/05) Mitra buka terakhir kalinya,” imbuhnya.

Kanono menjelaskan bahwa dalam dua bulan terakhir ini, pendapatan
Mitra semakin menurun. Menurutaya, untuk dapat bertahan, minimal
Mitra harus meranp 300 juta perbulannya. Angka 1tu vntuk menucupi
biaya-biaya operasional sebesar 250 juta perbulannya.

Dia menambahkan, saatini Mitra memiliki kurang lebih 50 karyawan,
Dengan penuipan ity, dia menjanjikan selurub karyawan akan diberi
uiang pesangon yang sestai dengan Peraturan Pemerintah (PP) vang ada.
“Pesangon akan dihitung dari masa kenja. Mereka juga akan diberi
pesangon dua kali lipat dani yang diatur pemerintah.” paparnya (ila)
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Jawa Pos, Senin 24 Mei 2004

JELANG DITUTUP: Pengelola B:oskop Mitra memasang pengumuman.

Pemkot Pertanyakan Penutupan Mitra

SURABA\ A- Bioskop Mitra yang mulai besok ditutup,
dipcrianyakan Pemkot Surabaya. Ini beralasan, sebah,
hioskop yang berdini scjak 1989 itu berada di atas tanah

milik pemkot. “Karena tanah itu milik pemkot, maka kami
akan turun tangan,” kata Pl Dinas lafokom Juli-Subianto.

Diz menambahkan. kepentingan pemkot ite adalzh,
uniuk apa bangunan terschut jika bioskopnya sudah

Untuk sementara ini, masih menurut Juli, me mang beium
ada kepastian akad diapakan Bioskop Mitra serelah ditutup
olch pengelolunya. "Saw int, kami baru dalam tabap proscs
penelitian ulang,” tukasnya.

Juli mengatakan, pemkot sehenarnya sempat terkejut saig
pengelol: mengabarkan akan menutup bioskop terscbut.
Maklum, berdasirkan kontrak sewa menyewa dan Bjin Hak

tutup? “Terutama terkait masalah, apakah nantinya . Guna Usaha vang tclah diberikan pemkot. mestinya

pengelola akan memakainya untuk pelayanaa pub!il\
atau tidak.” tandaseya.

SKRIPSI
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kontrak Bioskop Mitra baru selesai lima tahun lagi s
» Baca Pemkol... Hal 39
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39

Karena Rugi
Puluhan Juta Rupiah?

B PEMKOT...
Sambungan dari hal 29

“Tapi, seielah kemarin ada pericmuan dengan pihak pen"elold
ya mau tak mau kami harus menerima !\eputusan penutupan ini.
sambungnya.

Lebih lanjut Juli menambahkan, dalam wakuw dekat ini, pemkot
akan segera mengundang beberapa dinas terkait untuk membahas
secara intensif tentang masa depan Bioskop Mitra, Dinas-dinas
terkait ini antara lain, Bagian Hukum, Bappeko, Bagian
Pcrekonomian, Dinas Bangunan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Tata
Kota. "Ini untuk mencegah agar pemkot tidak kehilangan aseinya
begitu saja,” tandasnya.

Seperti diberitakan, pihak pengelola Bioskop Mitra tiba-tiba saja
memutuskan akan menutup bioskop tersebut, terhitung mulai besok.
Kabar penuiupan inj, tentu saja mengagetkan banyak pihak. Termasuk
para karyawannya, yang berjumlah lebih darni 50 orang.

Alasan dari pihak peagelola, konon, karena dalam operamonaln) a,
Bmsl\op Mitra mengatami kerugian hingga puluban juta rupiah.
Hingga kini, belum jelas, akan dlpergunakan untuk apa nantinya
B;mkop Mitra setelah penutupan terscbut.(fey)
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Jawa Pos, Selasa 25 Mei 2004

Penonton pun Berpamitan

Hari Terakhir Bioskop
Mitra Beroperasi

SURABAYA —Hari terakhir
Bioskop. Mitra beroperasi ke-
marin, tampaknya dimanfaatkan
ratusan ABG metropolis untuk
menonton film beramai-ramai.
Mercka mengaku ingin mecasa-
kan detik-detik menjelang bios-
kop kesayanganmya itu "meng-
hembuskan nafas terakhimya™.

Dari pantauan Jawa Pos, sejak
pukul 11.00, antrean panjang
sudah terlihat di depan loket-
loket penjualan karcis. Seperti

hendak pamitan, kelima swadio di
Mitra itu tetap buka seperti biasa.
Dan, kelimanya dipenuhi pe-
nonton. Hari terakhir kemarin
Mitra memutar crapat film, yakai
Van Helsings, 50 First Date, Kill
Bill 2, dan Detention.

“Begile tabu bioskop ini akan

ditutup besok (han ini), saya lang-
sung ajak leman-leman nonton ke
sini,” ucap Ciira, siswa SMU 9 yang

datang bersama lima kawannya.
“Sayang sekali, ya. Padahal,
leman-teman satu sckolah sering
nonton ramai-ramai ke sini, lho,”
imbuhnya m - '
" v Baca Penonton.., Hai 39

PENONTON SETIA: Ratusan ABG menjadi saksi hari terakhir Mitra beroperasi.
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Bahas Mitra Heri Temui Juda

¥ PENONTON...
Sambungan dari hal 29

Menurut Citra, kabar ditutupnya
bioskop ini dikctahuinya setelah
membaca koran. "Rasanya hampir
nggak percaya. Soalnya, bars dua

" hari lalu saya nonton di sint juga,”

katanya setengah tak percaya.
Seperti diberitakan, pihak pe-
nigelota Bioskop Mira memutus-
kan akan menutup bioskop ter-
sebut terhitung mudai hari int, Se-
fasa, 25 Met 2004, Kabar penu-
tupan ini tentu saja mengagetkan
banyak pthak. Termasuk para
karyawannya sendin, yang ber-
jumlah lebth dari 5G orang itu.
Hingga kini belum jelas aiasan
PERULUPAN MAUPUN FENCANA Peng-
gunaan gedung itu selanjutnya.

SKRIPSI

‘Sementara ity, kantor Heri Su-
yanto di kawasan Kavoon kema-
rine mulai kebanjiran para pemilik
kartu langganan Mitra. Mereka
berniat untuk menukarkan karty-
nya dengan vang seperti vang
telah dijanjikan pengelola Mitra.
Sayangnya, pihak Mitra memun-
durkan waktu penukaran, alasan-
nya mercka masih repot dengan
urusan administrasi lainnya.

"Pemilik kartu langganan kami
beri waku tanggal 28 Mei-10 Juni
untuk menukarkan kartu mereka,”
tutur Vivi, salah seorang karyawati
Wahana Eka Daya Utama (WE-
D), pengelola Mitra. Menurut-

" nya, tiap kartu akan diberikan gan-

ti sebesar Rp 16 ribu.
Pada bagian lain. ternyata pe-
milik Mitra, Heri Suyanto, tidak

- -
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berada di Amerika seperti yang
selalu ditnurkan para pegawai-
nya selama ini. Bukfinya, kema-
rin siang, Heri sempat menemui
Kepala UPTD) Balaj Pemuda Nir-
wana Juda di Balai Pemuda.

"lya, dia tadi memang ke sini
Jjam sebelasan, tapi waktuitu saya
fagi tidak di tempat,” tutur Juda.

Pria rarnah ini menuturkan bahwa
Heri memang ingin bertemu dengan
cirinya untuk membzhas masalah
pengembalian Gedung Mitra ke
pemkot. Namin saat ditanya musa
depan Mitra, Juda tidak memiliki
jawaban pasti untuk itu. "Mungkin
jadi bioskop lagi. Kemungkinan
besar Mitra akan ganti peagelola dan
Heri tadi ke sini mau membahas
rasalah pengembatian konci Mira,”
papamnya. (fey/ila)
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Jawa Pos‘, Sabtu 29 Mei 2004
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EKONOMI BISNIS LR
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Potensi Kenaikan
Pajak Kp 23 Triliun

DENPASAR - Harapan adunya pe-
ningkatan fax ratio pada 2005 mendapat
respons positif dari Direkiorat Jendral
(Ditjen) Pajak. Dirjen Pajak Depkeu Hadi
Poemomo menjelaskan, polensi pe-
ningkatan rasio penerimaan pryak ter-
sebut tetap adu meski kisarannya belum
meningkat dari angka 13.5 persen. Se-

triliun, PPN (pajak pertambahan nilai}
Rp 27,7 wriliun, PBB Rp 2,7 triliun, dan
stsanya pajak lain-lain. -

Hadi memaparkan, Larget peningkat-
an penerimaan pajak tersebut diharap-
Kan dari meningkatnya kesadaras ma-
syarakat. "Peningkatan tersebut antara
lain karena kami membuat bask

mentarz untuk menggenjot penerimaan  data untuk memaoititor ak-
tahur depan. Ditjen Pajak akan 1erus /*{.E tivitas wajib pa-
memperkuat bank data VR iak, schingga’
wajib pajak (WP, o kesadarannya
“Tax ratio 2004 sebe- St meningkat.
narnvihanva 13.53 per- Feﬂeﬂmaan Tanpa monitoring
sen, dan pada 20053 Paiak susah untuk mening-

nanti Kita targetkan
13.35 persen. Mudah-

Per 21 Mei 2004

katkan. Kami juga
membuat blue print

g 40.2 trifiun

b FFhnonmigas -
mudahan kami bisa ¥ PPh migas U Rp 8 s tthun (cetak biru) dengan
mencapainya,” jelas i R Ap 27,7 trikiun langkah vang kom-
Hadi usai paparan dua  § *Fas L TRe 27 rifun plet,” ujarnya.

P Pajaklaindsin ©° Rp 13 trikn

tahur refonmasi pajak
di Universitas Hindu
Indonesia (UNHI)

wmpﬂk‘ =t

Pencrimaan pajak
i - Setiap 1ahunnya selaiu
% 5 ) meningkat karena ada-

Denpasar. Bali, kema-
rin. Dia menambahkan,
secara nominal tahun depan akan ada
peningkatan Rp 23 triliun dibanding
target tahun ini Rp 219 trilivn (pe-
nerimaan APBN dar pajak). Jadi jum-
lahnya menjadi sekitar Rp 242 triliun
pada 2005.

Dalam keseinpatan sama. dia menje-
luskar. hingga 21 Mei. penerimadin pa-
Jak mencapai Rp 78.5 tnilaun. Rincian-
avi, PPh (pajak penghasilan) non mi-
wias Rp 30,2 tnliun, PPh nigas Rp 6.6

PAJAK HIBURAN SEBAGAI ..

GRAFES SLIGENGLIANWA POS

=/ nya langkah konkret.
.. Diamenyebut, langkah
pertama adalah introspkesi internal dan
canvasing (penyisiran), ekstensifikasi
{mencari WP yang sembunyi), dan.in-
tensifikast. Langkah tersebut, ujarnya,
berdampak positil pada tingkat ke--
patuhan WP roengisi SPT (surat pem-
beritahuan tahunan) pajak. " Karéna
mieningkatnya pengisian SPT tersebut,
askhimya penerimaan pajak meningkat
seperti kita lihat tahun ini naik Rp 30
tnliun.” (pri)
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. Jawa Pos, Selasa 15 Juni 2004

00 Panti
Pijat Liar

SKRIPSI

Tak Punya Izin, -~

“Ada Yang Jadi -
- Tempat Esek- Esek

SURABAYA - Kendati pemnkot
kian menggencarkan razia teinpat

hiburan nakal, zo#t masih banyak

saja yang tetap mokong. Salah

satunya adalah panti pijat tak-

mungkinkan untuk diberi izin
resmi, Mengapa? Sebab, “"Me-

reka sering berpindah- pmdah

tempat. Biasanya, panii pijat se-
perti ini tidak menetap di satu lo-
kasi. Ini membuat mereka tidak
bisa mendapatkan izin HO (izin
gangguan, Red),” katanya..
Padahal, salah satu syarat untuk
mendirikan usaha panti pijat ada-
lah harus mengantongi izin HO

berizin, alias liar. Berdasarkan da-  dari Dmas Lingkungan Hidup.
1a terbare dasi Dinas | : v *Mereka (panti pijat
Pariwisata (Disparta), liar, Red) biasanya
hingga Juni ini ter- mengontrak rumah

dapat sekitar 300 pan-
i pijat yang diterou-
kan tidak memiliki
izin resmi dart Dis-
parta. Parahnya, lebih
scparo ¢i antaranya
diduga dimanfaatkan
sebagai tempat pros-
titusi terselubung, "
alias esek-esek.
“*Daia itu kami
kumpuikan berdasar
hasil pengamatan selama scbulan
penuhb,” ujar Kadisparta Muhtadi
kepada Jawa Pos, kemarin. Per-
nyataan itu diungkapkannya di
sela-sela rapat koordinasi dengan
Bakesbang Linmas dan Dispol
PP, terkait rencana razia tempat
hiburan malam, kemarin.
Menurut manian Kadispenkot
Pemkot ini, data mengenai pant
pijat liar tersebut dihitung dan s,

furuh pelosok Surabaya. Misalnya,

di kawasan Ngagel, sepanjang
saluran Simo, DannoPark,hingga
kawasan Kedung Doro. *ltu
belum u.rmasuk yang di dalaru_
kampung lho ya, *katanya.

Dari segi perizinan, kata Muh— .

tadn panu pl]at Ilar ndak me..

PAJAK HIBURAN SEBAGAI ..

uuﬁtadu P

sefama beberapa bu-
lan, setelah masa
kontraknya habis, me-
reka pindah ke tempat
lain,” papamya.
Lebih lanjut Muhita-
di menjelaskan, seba-
gian panti pijat liar di-
sinyalir juga dimanfa-
atkan sebagai tempat
 prostitusi terselubung.
“'Banyak juga yang

mﬂm

. menggunakan nama panti p!jat.

padahal sebenamya mereka juga
menyediakan banyak PSK. Ja-
dinya, ya pijat esek-esek,” ujamya.

Sayang, Muhtadi tidak menye-

.butkan secara konkret lokasi pan-

ti pijat csek-esek yang dimaksud-
nya tadi. -
Kendati telah melakukan penda-

" taan, namun Muhadi mengaku
- kesulitan untuk menindak panti

pijat “plus™ tersebut. Alasannya,
**Sulit sekali mencari bukti untuk
menjerat mereka, Sebab, permai-
nan seperti itu biasanya dilakukan
dengan rapi dan miclibatkan orang

- dalam,” katanya. Siapa orang

dalam itu? " Ah, anda pasn sudah

"tahu,” tandasnya. {oni) .:
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Tempat Hlburan dan

Panti-Panti Pi_]at Liar

SURABAYA —  Secal me-
nertibkan tempat hiburan, ter-
masuk pacti-panti pijat tak ber-
izin, konststenst Pemkot agaknya
masih perlu dipertanyakan. Mes-
Ki Dinas Pariwisala (Disparta)
telah mengungkap marakaya se-
jumnlzh panti pijat dan tempat hi-
buran tak berizin alias liar, na-

mun, hingga kini belum ada -

langkah tegas ‘untuk menindak-
lanjuti temnan tersebut.

Fakta yang diungkap Disparta
itu terkesan hauya semacam
pengumuman kosong saja. Ini se-
makin memperkuat kesan ada-
nya kongkalikong antara cknum

pemkot dengan para_pemilik ™

tempat hiburan mokong itu.
Seperti diberitakan, ccpcl\an
lalu Kadisparta Muhiadi meng-
ungkapkan maraknya empat hi-
buran liar di kota int. termasuk
panii pijat. Berdasarkan perkira-
an, ada sekitar 300 panu p:_;al yang
tidak memiliki izin resmi dari
Disparta. Jumlah ite enam kali
fipat lebih banyak dari panti pijat
resmi yangxc;calm di 46 lokasi,
Parahpya, +Jebib dari scparo di
antira “panti’ puat liar.itu diduga
dlmanfaatkan scbaga: tempat

prostitusi lés;clubung. alins esek-
-esek. Daln‘:(u bélum termasuk

panti puat mmi i yang mclanggar

awran’ peruniukan. Tcmpat-

'.\z_--.. \.._
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1t1ndak

ATURAN-ATURAN UNTUK
-TEMPAT HIBURAN ¢
! DISURABAYA

* Perda nomor 812003 tentang !

Kepasiwisataan

~ 5K Wali Kota nomor 58/2003
-fentang Ketentuan
Jam Operasional

« SK Wal Kota nomor 45/2003
tentang Tata Cara Pembenan
Sarksi Pelanggaran
Perda 6/2003

+ SK Wali Kota nomor 54/2003.
tentang Perubahan S¥
Wali Kota nomor 45/2003

= 5K Wali Kota nomor 2/2004
tentang Tata Cara
Penyelenggaraan - - - {
Usaha Pariwisata HekmaSI - !
~dan Hlburan Umum

» Perda nomaor 972002 lentang
Pajak Hiburan - ‘!

GRAFEL: BUDIONCY LA PS5

tempat hiburan mokong itw, mi-
salnya. berada di kawasan Nga-
gel. sepanjang saluran Stmo, Dar-
mo Pxk, Kedung Doro dan se-
kitar J1 Tunjungan serta J1 Arjuna.

Namun. sejak kabar ita di-
beritakan, hingga sekarang be-
lum ada langkah tegas vang di-
ambil pemkot. Padahal, sejak se-
tahun lalu penmikot telah memiliki
Perda nomor 6/2003 wentang Ke-
pariwisataan yang mcngatur
segala hal terkait penyelenggaran
tempat hiburan = _

L » Bacq Hanya... Hal 38

FRANSISCA ANGGRAINI H.



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PAJAK HIBURAN SEBAGAI .. FRANSISCA ANGGRAINI H.




IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

39

- Bantah Ada
Setor-menyetor

H HANYA...
Sambungan dari hal 29

Wali Koia Bambang D.H. juga 1elah mengeluarkan bermacam SK
(surat keputusan) untuk mendukung pelaksanaan perda tersebut.

Namunr, berbagai ketentuan itu terkesan mandul. Ancaman sanksi
yang tertulis dalam Perda dan SK Wali Kota itu nyaris tidak permah
dipraktikkan. Satu-satunya tempat hiburan yang agaknya menjadi
"korban™ penertiban pemkot hanvalah Karaoke Meteor. Tempat
Karaoke di JI Arjuna ini ditutep paksa harens terbukti melanggar
jam operasional.

Selain Karaoke Meteor, Disparta juga telah memberikan warming
kepada 3¢ tempat dugem di kota ini. Namun. warning iws terkesan
hanya formalitas. Menariknya, tempat hiburan yang di-waming it
hanya golongan papan atas saja. Kesannya. pemkol hanya mengobrak
tempat hiburan kelas kakap, sekelas Meteor. Sedangkan, tempat
hiburan kelas "teri” yang jelas-jelas tak memiliki izin malah dibtarkan.
Tak heran jika kemudian muncul rasan-rusan, bahwa obrakan yang
dilakukan pemkot hanya sekadar memenuhi pesanan pihak ketiga,
terkait persaingan bisnis. Wajar juga jika kemudian muncud
scientingan bahwa tempat hiburan "teri” di kota ini sengaja tidak
diutak-atik karena mendatangkan fulus vang tiduk sedikit kepada
oknum pemkot. Benarkah seperti ini?

Kepala Dinas Pariwisata Muhtadi ketika dikonfirmasi mengakuoi,
soal maraknya tempat hiburan mokong di kota ini. Namug, dia
membantah jika disebut tidak melakukan langkah tegas. " Kita terus
mclakukan penertiban, Buktinya, sudah ada 30 tempat hiburan yang
kila beri teguran,” katanya. Tapi, mengapa yang liar tidak pernah
disentuh? Benarkah karena ada setoran? ~Saya nggak tahu apa-apa
soal setor-menyetor. Yang jelas, panti pija tak berizin memang harus
ditertibkan. Dan tugas itu berada pada Dispol PP,” kata Muhtadi.

“Kalau di jalan ditemukan ada panti pijat liar, Dispo! PP bisa
langsung menertibkan panti pijat yang tidak berizin, tanpa harus
menunggu sural dari Disparta. Itu seperti saat mereka mengobrak
PKL.” sambung Muohtadi.

Pada bagian lain, Kadispol PP Kadri Kusuma juga menolak
disebul melempern. Dia juga membantah keras kabar adanya se-
toran dari pemilik tempat hiburan mokong. 7 Selama bukti-bukti
pelanggarannya jelas, kita pasti akan bertindak wegas. 1tu sudah
kewajiban Dispol PP, katanya. '

Namun, manian Komandan Kodim ini mcayaiakun, upaya pener-
tihan tidak bisa hanya melibatkan instansinya saja. "Perly koor-
dinasi dengan instansi lainnya, seperti Disparta, Bakesbang Linmas,
Dispenkot, bahkan polisi dan kentara. Dan kita sering melakukan
koordinasi seperti iw,™ tandas pejabat yang Desember mendatang
bukal dipensivn ini.(eni)
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Jawa Pos, Senin 21 Juni 2004

-,g. -’, P f-‘

SURABAYA s -—Marakny:d panti
| pijat liar di ‘kota ini membuat penda-
" patan pemkot tidak bisa tergali secata

“optimal. Maklum, panti-panti pijat
" liar.iti‘tidak menyetorkan ‘pajak

kepada pemkot scbagaimana panti
puat resrm Berdasarkan hnung-

-hnungan kasar J'awa Po.s pendapatan
yang "hilang"" ak:bat maraknya panti -
pijat liar it bisa .mencapai Rp 9 45 .
© miliar selama setahun. .
Angka sebesar’itu mengaca pada'
data Dinas Pariwisata Kota Surabaya’

yang mcnyalakan "bahwa’ panti- pijat

liar di kota ini ada 300 tempat.'Nah,

dari data itu, Jawa Pos _me]akukan
investigasi ke beberapa panti pijat tak
berizin tersebut, seperti di kawasan

lusuh-dan sellmUt tlpl'i ‘yang kumal,

‘saja.’Malah, banyak-yang cat_nya

Pamang Jiwo, Ngaghk dan Ngagc! :
Jaya Selatan.

Berdasarkan pantauan, panti- panu B
pijat tanpaizin ity tergolong kelasteri,
karena fasilitas yang disediakan hanya -
apa adanya. Yaknl eebuah ranjang -

ngatmungkm sengaja dlpelmam olehumtansl :'-. gt

. tidak tahu dengan keberadaan panti pijat-panti pijal ER b hiif

- dengar statusnya yang liar itu, petugas bisa mg:mﬁﬂﬂy hing:

) panu pijat. Semakin banyak ketidakberesannya, mak:ﬂbé%f 1ps
.Sudah menjadi rahasia umum; banya.k pann‘pgiﬂ‘

a_| ang prostitusi terselubung m -

Kondisi kamarnya Juga biasa- biasa_

sudah ter kclupas dan kotorm”
" .. Baca Pemkot. ‘Hal 43

. eeyeeeeany . . .
; ﬁ?ﬂ‘ Perkltaan % ) ) - Make ; Kare| .d. ) :
2 _" a Ia Pemlnt ‘rarll' oijat par]amH 25° rlbu dan : S e : 'Fendapatan rata-rata ‘ ;5313" pantci’p”al it:lapkan :
S mn !l konsumen par har rata-rata 10. <. | ﬁ pan“ puag |,a,d| ? . jralimgsiuruh panﬂ_? iat gt . kpar;.;aln L] pet;': apdxi:gn
- <"y} orang, maka pencapatan rata- -rata i E@"—" i Surabaya berlumian HCEF2kx+!! adslah Rp 27 miiar - «make, fulus yang bisa difaup -
.!'i;_.,_ ey saliap panti pljat mencapel Ap 7,5 i 800 tempal (dala- h © . setahun. ' pamﬁo 58 rnﬁincapa
ik gum sobulan. 5 © i Dinae Panwisata) j i {Rp 7.5 Juta x 300£antl pliat Fo 27 pl? A5 Talar :
;7! (Rp25.000 x 19 orang x acharl & R } %12 bulan =Rp m:llar) " (Rp2 miliar X 35 persen =
¥ . p 5 Juta ' B re s s g g p945 miliar)
- e O < s JSR——— of

—
. 33
—‘
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Polisi Bantah Main Mata

B POLISI...

Sambungan dari hal 33

Mereka tidik hanya menyediakan layanan pijat ural, 1api juga pijal
"aurat”. Bahkan, tak sedikit dari mercka hanya menyediakan layanan
seks. Mirip di komplek lokalisasi pelacuran,

Nah, panti pijat-panti pijat seperti inilah sengaja dipelihara petugas.
Meski jelas-jelas melanpgar, mereka tetap dibiarkan beroperasi. Petugas
seolah tutup mata dengan semua pelanggaran itu. Tapi, tentu saja ini
tidak gratis. Schagai imbalannva. petugas minta upett kepada pemilik
panti ptjal hermasadah itu. Upeti tersebut dibay arkan rutin setiap bulan,

Jawa Pos seringkalt memergzoki mobil petugas Keamanan berhenti
di depan panti pijat. Petugas bukannya menertibkan panti pijat
tersebut. Tapi, petugas datang untuk mengambil jatah bulanannya
itu. Misalaya, di salah satu panti. pijal di J1 Tunjungan. Panti pijal
yang letaknya nylempit di ruko ll'lt menyedlakan cewek-cewek iy
cantik pelayan seks. "y,

Kasatserse Polwiltabes Surabaya AKBP Sigit Triharjanto
membantah kalav pihaknya main mata dengan pemilik panti pjat
bermasalah. Dia justru menyalahkan pemkot, karena tidak berani
bersikap tegas untuk menertibkannya.

Menurutnya, polisi juga lidak menutup mata dengan keberadaan
pand pyat-pant pijar vang menyediakan lavanan plus it Buktinya,
polist sudah berkali-kali melakukan penggercbekan terhadap panti
pijat tersebut. Selain scbagai ajang prostitusi terselubung. beberapa
[AnIi pijat ity temyata diketahui tidak berizin.

Disinilah, kata Sigit. letak persoalannya. Setelah beberapa kali
digerebek. temyata mereka masih menjalankan bisnis ilégalnya itu.
Malah, menurut daia yang dimiliki polisi, dari waktu ke waktu,
tempat-tempat sepem ity sermakin banyak saja.

Bagatmana bisa” Usat punrya usut, belakangan diketahui Kalau para
pemilik panti pijat itue bebas menjalankan bisnisnya karena tidak
terseniub oleh aparat pemkot. “Polisi hanya bisa menindak perma-
salahan pidapanya saja. Kalau kemudian muncul fakta bahwa masth
banyak yauag berdini, tentunya pemkot dong yang punva kewajiban
uatuk menertihkan,” sindir perwira menengah polisi ini.

Polisi berharap pemkot mengambit tindakan tegas terhadap panti-
pani nakal i, "Bukan apa-apa ini unuk menguring terjudinya
tindak piadana saja.” jelasnya.

Sigit mengaku kecewa bifa polisi seladu disangkutkan dengan per-
mzsatlahan panti pijat "aurml” i Mengapa? Sebab, sehagian orung meni-
L bahwa masth miarsknya panti pijat itu karcna podisi tidak pemiah meng-
obraknya " Padabal tidak demikian kenyataannya,” katunya. (guh)

SKRIPSI PAJAK HIBURAN SEBAGAI .. FRANSISCA ANGGRAINI H.



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PAJAK HIBURAN SEBAGAI .. FRANSISCA ANGGRAINI H.




)

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Jawa Pos, Selasa 22 Juni 2004

Soal Pantl Pl_] at Liar

SURABAYA Pantas saja pantic
B pant:l pijat tak berizin di kbta ini se-

akantak “tersentuh’’ penertiban. Ke-

‘- marin;: terungkap fakta mengagetkan’ -

aterkmti'ma.salah ini. Ternyala, Dinas

Péndapatan Kota (Dispenkot) selalu

* rnenenma setoran tutin dari pemilik
panu-panu pijat liar tersebut.

Fakita mengagetkan ini-semula
d:ungkapkan beberapa pemilik panti
pijatliar yang dikonfirmasifawa Pos.
- Padavmurmnya, mereka menolak jika

SKRIPSI

tcmpat USahanya dlanggap har Sebab :

setiap ‘buldn .mereka rajin‘menyetor

sejumlah duitikepada beberapa staf . -
- pemket, ”Kaldukami dianggap liar,

mengapa orang Dispenkot masih me-
minta setoran dari kami setiap bulan,’
ujar seorang pemlllk panti pijat d1
kawasan Surabaya Timur. . :

. Perempuan ’paro baya yang “biasa

dipanggil- Marru Yeyen ini-bahkan -

mengaku- sering memberi pesangon
kepada petugas yang mendatangi panti
pijatnya, " Kalau tamu lagi ramai, saya
memang sering bagi-bagi rezeki

. kepada oran'g”.bé'n'.ikol yang ke sini,

Nggak banyak lah, hanya cukup untuk

belirokok,” katanya sambil tersenyum, . -

Dia mengakui, panti pljat mlhknya
memang tidak memiliki izin resmi
dari pemkot (Disparta). "Untuk apa

Pengakuan senada juga divngkapkan
pemilik panti pijat liar lainnya. " Se-
tiap bulan kami diminta membayar
pajak sampai Rp 50 ribu oleh petugas
dari Drspcnda (Dispenkot, Red)m

: » Baca Teryala Hal 43

- pakai izin. Setiap bulan kan kami |M
sudal memberi seloran,” tambahnya, .

“qmm

tdnyg
TERSELUBUNG: Cewek-cewsk Ini digerebek di sebif?h panti pllety,.
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METROPOI.IS

Diakui sebagai PaJak Hibura

5 TERNYATA...
Sambungan darl hal 33

Kok sckarang kami dischut tiar,
enzk saja,’ uyjar pemilik panli
pijat di dacrah Ngagel.

Sayang, dia tiak bisa menun-
jukkan bukt-bukti konkret mengeni
pembayaran prgak itu. " Biasanya
memang tidak pakai kuitanst, Hanya
kadang-kadang siqja diberd, Ttupun
pasti Jangsung sitya buang.”

Pengakuan para pemilik pani
pijat ligr itu tentu saja sangal me-
ngagetkan. Schab, selama ini
Kepala Dinas Panwisata Kota
Surabzya Muhtadi menyatakan
“perang”’ dengun panti-pant
pijat mokong tersebut. Bahkan,

dia mendesak ugar pamti ptjal ber-
masalah itu segera ditertibkan,
Scbhagaimana diberitakan,
Jumiah panti pijat liar di kot i
kian membeludak. Berdasarkan
data terakhir, terdapat sekitar 300
panti pijat yang tidak mengan-
tongi izin resmi dari Disparta, [ni
berarti enam kali lipat dibanding-
kan panti pijal resmi yang hanya
46 buah. Paruhnya, Iebih separo
panti pijat liar itu ditengarai juga
.melakukan prakiik prostilusi
tersclubung. Pemkot sendiri
bukannya menindak, wpi justru
mentinta seioran kepada panti-
panti pijal liar (erschut, Pantas saja
polisi sempat menyindir pemkol
yang dianggap tidak tcgas ter-

hadap panti pijat tak berizin itu.
Sementara itu, Kadispenkot
Suhuartoyo secara blak-blakan
mengakui pdanya setorun dari panti
pijat tak berizin itv. "Memang ada
setoran, tapi ite untuk membyar

pajuk hiburan fho, bukan scioran .

yang tidak-tidak,™ aku Suharioyo,

Tapi, bukankah panti pijal itu
Lidak memiliki izin Disparta?
" Lho, sesuat ketentuan, pajak hi-
huran tidak ada kaitannya dengan

PAJAK HIBURAN SEBAGAI ..

perizinan yang dikeluarkan Dis-
parta. Selama ada objek dan sub-
jek yang melakukan kegiatan,
bisa kita 1arik pajak hiburan,”
terang Subartoyo.

Sayang, pejabat asli Lamongan.

Jdni enggan dikonfirmasi lebih
fauh soal masalah ini. Alasannyva,
penarikan pajuk unwk panti pi‘at
dilakukan oleh kantor cabang
Dispenkot. " Saya tidak bisa ber-
komentar banyak. Beri sava

T W 3 .‘*":9
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waktu untuk berkoormnasx de-
ngan cabang dinas cuky,” kehtnya.-

Kadisparta Muhtadi yang-di- -
kenfirmasi fawa Pos tadi malam
mengatakan baliwa penarikan |
pajak yang dilakukan Dispenkot
memang sering menyulitkan
Disparta. Sebab, '"Banyak pernilik
panti pijat yang menganggapnya
sebagai bukti JeFalitas. Prdzhal,
pajak hiburan sama sel bukan
bukti perizinan,” tandasnya. {oni)
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) i’gmkot Tan ggapl
Maraknya Panti
Plj at Liar ¢

SURABAYA Terungkapny 1 fak-.

't . tabahwa pemKkot tetap menarik pa-
- jak-terhadap panti-panti pijat liar,
~membuat para pejabat Bakesbang

< -Linmas kelimpungan. Maklum, ins-
* tansi yang dipimpin Suyitno Miskal
ini memang ditunjuk Wali! Kota
Bambang D.H. sebagai ketua tim

¢ pengaﬁasan tempat rekreasi dan hi-
buran umum di Surabaya. -

SKRIPSI

" Namun, Bakcsbang Llnmzm termyi-
ta belum memutuskan untuk menin-
dak panti pijat liar tersebut. Seba-
liknya, Bakesbang justru menemukan
ada ketidaksinkronan antara. Perda
Pariwisala dengan Perda Pajak Hibu-
ran. Ketidaksinkronan kedua perda
inilah yang membuat panti pijat liar
seakan Lak “tersentuh” penertiban,

- "'Terus terang kami dalam dilema

besar. Isi kedva Perda itu ternyata
tidak sinkron. Pantas saja terjadi ke-
jadian seperti in,” vjar Suyitno Mis-

kal, didampingi Kabid Penanganan
Strategis Bakcsbang meas, Bam- -
- bang Djoko. - . '

Suyitno mcn_]elaskan Perda Pajak
Hiburan tidak pernah menyinggung-
nyinggung masalah perizinan tempat
hiburan, termasuk panti pijat. Perda
itu hanya menyebutkan bahwa se-

- pala kegiatan di tempat hiburan di-

kenai kewajiban membayar pajak.
Untuk panti pijat, pajaknya ditelap-

kan sebesar 35 persen dari pendapa-

tan. "' ltulah yang membuat Dispen-
kot tetap menarik. pajak terhadap
panti pijat liar," katanya.
Sedangkan Perda Pariwisata hanya
mengatur hal-hal yang} berslfat teknis
perizininw -
» Baca Berda.'!h.. Hal 43

PAJAK HIBURAN SEBAGAI ..
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Akul Ada oknum Terima Setoran

. SERDALIH..
Sambungan dari hal 33

' "Perda Pamtr:sala sama- sekah
. udak mcnymggung hal-hal yang

berbau perduilan,” katanya.

. -Di satu sisi, Perda Pariwisata-

mewajibkan segala panti pijat un-

- iuk memiliki izin resmoi. Panti pi-
.-jat yang tidak memiliki izin, ber-

.arti liar, dan harus ditertibkan.
. Namun, di sisi lain. Dispenkot
tetap menarik pajak terbadap

-panti pijat liar.terscbut. Perbeda-

an inilah yang rembuat pemkot
berada dajam dilema.

Lali, apa yang akan difakukan
Bakesbang? "Saya akan mec-
manggil Dispenkat, Dispartay, ser-
ta pejabat terkail lainnya. Perlu
ada poficy khusus dalam kasus
ini,” katanya, Suyitno juga me-
nyatakan bahwa fungsi pengawa-
san yang melekat pada Bakes-
bang Linmas hanya berlaku pada
tempal hiburan yang clah me-
miliki izin resmi.

‘Sebagatmana diberitukan, jum-

“lah pantl puat liar di kota ini kian

membeludak. Berdasarkan data
terakhir, terdapat sekitar 300 pan-
i pijat yang tidak mengantongi
izin resmi dari Disparta, Ini ber-
arti enam kali lipat dibandingkan

panti pijat resmi yang hanya 46

buah. Parahnya, lebih separo
panti pijat liar jtu ditengarai juga
melakukan praktik prostitusi ter-
selubung. Pemkot sendiri bukan-
nya menindak, tapi justru memin-
la setoran upeti kepada panti-

.panti pijat liar tersebut. Polisi

sempat menyindir pemkot yang
dianggap tiduk tegas terhadap
panti pijat tak berizin i,
Suyitno juga tidak membantah
saat dikonfirmasi mengenai ada-
nya oknum yang sering menarik
setoran kepada panti pijal liar.
" Saya rasa kabar it sudah men-
jadi rahasia umum. Semua suclah
tahu,” katanya, Menurut Suyitno,
hal-hal negatif seperti it juga

muncul karena ketidaksinkronan

Perda Pariwisata dan Perda Pajak
Hiburan. " Karena nggak sinkron,

akhirnya banyak celah. Nah. ce-
lah jtulah yang sering dimanfaat-
kan oknum untuk menjadi beking
dan menarik setoran dari panti
pijat,” jelasnya. .

Jewa Pos kembali l'ﬁc'lukukan pe- -

nelusuran terhadap berbagai panti
pijat liar dikota ini. Hasilnya cukup

mengejutkan, Di kawasan-kawa-

san terientu, hampic setiap 100 me-

ter dapat dijumpai panti pijal liar. .
Kawasan-kawasan ierientu ini

biasanya berada di gang-gang keeil
yang jarang dijangkau operasi
peneriiban. Sebut saja di kawasan
Ploso Bogen, Pandegiling, dan fa-
giran, I helum termasok di
Ickalisasi-lokalisast pelacuran.
Biasanya, panti pijat liar itn ber-

—_—
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ada di sebuah rumah sederhana
yang di depannya terdapat plung
bertuliskan pitrad (pijat tradisio-
nal) atau timung. Sekilas, panti-

‘pantt pijat liar itu mirip wartel.

Kebanyakan pitrad juga diguna-

kan sebagai tempat prostitusi
-terselubung. "Wah, saya nggak -

bisa mijat, mas. Langsung main

‘saja,-ya," rajuk scorang pemijat

di panti pijat MM di kawasan
Ngesong, Darmo Permai, .

Di komplek di komplek ruko
seperti Darme Park dan di J1 Tun-
jungan lebih parah lagi. Mereka
terang-terangan menyalahi izin
usaha panti pijainya untuk men-
jalankan bisnis prostitusi. Sekali
kencan short time (2 jam),

tarifnya Rp 300 nbtﬁ

Maraknya panti pijat hardl otn
ini mendapat komentar darj pe- -
ngamat sosial, Unair, Dr. Dede -
Oetomo. Menurut dia, men;a— o
murmys tempat prosntusx berke-
dok panti pijat; mempakzm potntt
nyata wajah. Surabayal -"Rbng
ada yang. ‘beli’; kok. Suka atau
tidak suka. it merupakm wa_]ah
kota ini.! tanggapnya. Dede.me*
negaskan, maraknya panu pua&h- g
ar merup buktl konkret’ ga-
galnya pemko lam menegak
kan peraturan.;’cKalau:
sudah jelas, mehgapa peni
mcmblarkan pann pl]at “liar ter—
sebut,” u_|ar ‘Dede yang juga to-
koh gay ini. {(oni/anc) o
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Dispol PP dan
Bakesbang
daling Lempar

Kapolwil Janji
Tertibkan Panti
Pijat Liar

SURABAYA - Setiap kali
muncul masalah, para pcjabat
pemkot terkesan belum hisa
menghilangkan budaya saling
melempar tanggung jawab. Ke-
san seperti ini juga tampak pada
kasus panti-panti pijat liar yang
seakan tidak tersentuh penet-
tiban. Hingga kini, belum jelas
siapa yang bertanggung jawab
untuk menertibkan panti pijat
bermasalah tersebut.

Bakesbang Linmas menyatakan
bahwa penertiban panti pijat liar
menjadi wgas Dispol PP Sebalik-
nya, Dispol PP justru menuduh
Bakesbang Linmas sebagai instansi
yang harus bertanggung jawab
terhadap kasus ini.

"Penertiban panti pijat liar
menjadi tugas Dispol PP, bukan
Bakesbang Linmas.” ujar Kepala
Bakesbang Linmas Drs Suayitno
Miskal MM kepada Jawa Pos.
Suyitno mengakui Bakeshang
Linmas memang menjadi ketua
tim pengawasan iempat rekreasi
dan hiburan. Namun, ~ Yang ka-
mi awasi hanya tempat hiburan
yang memiliki izin resmi dan
Dinas Pariwisata. Kami tidak
pemah masuk ke wilayah tempat
hiburan tak berizin, termasuk
panti pijat liar,” akunva.

PAJAK HIBURAN SEBAGAI ..

Untuk diketahui, Selain Ba-
keshang Linmas, tim penga-
wasan yang dimaksud Suyitno
ini melibatkan Dispol PP, Dinas
Pariwisata, dan Dinas Pen-
dapatan Kota.

Lebii lanjut Suyitno menjelas-
kan, Dispol PP memiliki pasukan
yang melakukan patroli keliling
kota setiap hari. Seharusnya,
begitu melthat ada panti pijat
yang mencurigakaa, Dispol PP
harus bertindak tanpa menungzu
instruksi dari Bakesbang Lin-
mas. ~ltulah tugas Dispol PP. Be-
gitu ada panti pijat liar, ya harus
langsung ditertibkan,” katanya.

Benarkah begitu? Nah, inilah
anchnya. Para pejabat Dispol PP
jusiu membantah semua pernya-
taan Suyitno. " Siapa yang bilang
seperti itu, Nggak benar kalau
Dispol PP yang hanis bergerak
dulu,” ujar Kasubdin Operasi dan
Pengawasan Dispol PP Drs Umar
Diah MM kepada Jawa Pos, ke-
marin. Menurut dia, tanggung ja-
wab penertiban panti pijat liar ber-
ada pada lim pengawasan. " Ka-
rena tim ini diketuai Bakesbang
Linmas, jadi mereka yang harus
memiliki tnisiatif dan memberikan
dats ¥epada kami sebagai pe-
laksana di lapangan.” katanyam

» Baca Dispol PP.. Hal 43

il Bisa " Temhak” Ditempat

Baca Lapsus
Metropolis halaman 35

FRANSISCA ANGGRAINI H.
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TempatHiburan [ © {1 Damapar 14 ]
[ A : + 2. Kawasan Bratang 07 i:
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! p, 4 Kawasan Jagir 0 ir
h, | 5. Pandegiling '3 4!
b | 6. Panjang Jiwo-Barata Jaya: 5 ||
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; 9.Wiyung-Gunungsan 3
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-- DULUNYA, tidak sulit membedakan
artara pant pijat beneran dengan panti
pijat syahwat. Dari penelusuran Jawa
Pos, ada ciri sederhana yang dapat dija-
dikan patokan, Misalnya, jika gadis pe-
mijatnya berseragam, pertanda tidak di-
sediakan lnyanan seks di dulwm panti pijat.

Para pemijal berseragam rita-riala me-
nolak uniuk digjuk ‘main® di dalan pan-
i pijal. Ity memany, aturin resmi yang
dibuat pemilik panit pijat. Tapi, kaluu
Anda beruntung, dengan sedikit rayuan
akan memberi imbalan vang banyak, si
gadis pemijat biasanya oke memberikan
pelayanan ekstri Atau, kalau tidak, si
gadis pijat biasanya bersedia dinjak
kencan di luar seusui jaum ketja.

Tapi, seragam kerja ini tidak selalu
mencirikan sebagal panti pijat bene.

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ram. Sebab.l banyak panti pijat mesum

. juga mempekerjakan gadis-gadis pe-
_mijat berseragam, Misalnya, di panti

pijat J Indragiri, di Ngesong J1 Darmo
Permai, dan di kemplek Ruko Darimo
Park }1 Mayien Sungkono, Meski ber-
seragam, pemijatnya terang-terangan
menjual layanan seks.

Lantas, seperti apa panti pijat beneran
yang diperbolehkan beroperasi? Ber-
dasarkan SK Wali Kota nomor 2/2004,
panti pijat resmi harus memenahi beberapi
persyaratan. Yaitu, lokasinya tidak boleh
beradn atau dekat dengan dacrah pem,
tempat ibadah, dan sekelah,

Dari aspek fasilitas, ada beberapa per-
syaratan yang harus dimiliki panti pijat
resmi. Yaitu, tersedia minimal lima
ruangan pijat dengun luas setinp ruangan

Seragam Hanya untuk Kedok

minimal 5 meter persegi. Séﬁap ruangan

. harus dibatasi dinding pemisah berupa -
kelambu dan tidak memiliki pintu yang -

Dersifat permanen. Ukuran kelambu atau
korden maksimal 90 persen dari lebar
daun dan bagian bawahnya harus
berjarak 40 centimeter dari lantai,
Setiap ruang pijat juga harus berisi
tempat Lidur untuk pijat (single) dengan
lebar lidak lebih dari | meter, dan tinggi
minimal | meter. Kamar mandi harus
terpisah dari ruang pijat. Serta, tersedia
ruing untuk steum minimal dua orang.
Selain ketentuan itu, setiap panti pijat
harus dilengkapi fasilitas tambahan
berupa perlengkapan rias, bedak, lo-
tion, handuk, tempat gantung pakaian,
kipas angin/AC, dan celana pendek
ganti yang steril untuk tamu, {ang/fonj)

PAJAK HIBURAN SEBAGAI ..

‘-Karacke dan ktub malam ;
+Tarll Sewna Kamar [Pl!rad)
-Ksias bawah
-Kelas menengah :Rp
“Kelas s menengah ke atas : diatas
*Tips merigenall pant] pljat plussd
. -Pﬁ:sd plus: 1. Tidak ada tiisan pis
- B 2.Acaamase B

*Penetrasly - L
Sampal berhubungansaks ;
~«Diral aeks
Onani -

*Tarif service plus:
-Hubungan sehs :
1. Kalas manengah ke bawah Rp toh 5
2. Kalas menengah 150 g =
3. Kelas manengah ke atas
-Orel geks dan Onani:
berbeda F!p 25 tibu - Ap 100 ribu dark
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Jawa Pos, Kamis 24 Juni 2004 .  $\ .85

Solusi
Pemkot J angan Diam

Sekjen Dewan Kota, Pmky Saptandari mengaku
terkejut dengan fenomena menjamurnya panti pijat
di Metropolis. la juga menyayangkan kesan saling
lempar tanggung jawab antar dinas-dinas di Peme-
rintah Kota (Pemkot) dalam menangani masalah ini.

Ada 300 panti pijat 1legal beroperaSI di Surabaya. Apa
komentar Anda?

Musya Allah. ... Jika memang seperu it su-
dah sangat mengkhawatirkan. Ini merupakan
bukti bahwa penegakan hukum sangat lemah
di Surabaya. Seharusnya kan sudah jelas,
bahwa vang tidak berizin, tidak boleh berope-
rasi. Pemerintah Kota seharusnya mengambil
tindakan tegas dalam masalah ini. Apalagi ds-
tambah tengara panti pijat hanya kedok bagi
tempat prostitusi terselubung.

Dinas-Dinas di di Pemkot saling lempar  pinky Saptandari
dalam masaltah ini, menurut Anda?

Inilah yang menjadi permasalahan. Seperti vang saya tekankan
tadi, bahwa seharusnva sudah jelas. Yang tidak berizin, hars di-
tindak karena tidak boleh beroperasi. Akibatnya bisa fatal buat
masyarakat. Ada ekses-ckses yang buruk bagi masyarakat

Apa saja ekses-eksesnya?

Masyarakat bisa menjadi sangat permisif. Permisit di sim berarti
menjadi semakin longgar aturan-aturan normatifnva. Misalnya,
warga di kampung tertentu akan cuek melihat adanva panti pijat
liar di kawasannya. "Lha, wong yang berwenang saja tidak me-
nertibkan, buat apa saya susah-susah mengurusi,” begitu pikimya.
Jika ita sudah terjadi, maka masyarakat menjadi apatis. Fungsi
konirolnya hilang, dan dekadensi morai bisa saja terjadi. Ini hal
mengerikan yang mungkin bisa menimps masyarakat kita.

Lalu, solusinya bagaimana?

Harus ambil tindakan tegas terhadap hal terschut. Seharusnya
Pemkot mempunyal good wifl untuk mengarbil tindakan me-
ngenat masalah ini.(ano)
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_ Jawa Pos, Sabtu 26 Juni 2004

Sehd1k1 Panti Pijat Liar dan

‘Tempat Mesum Terselubung

'SURABA\'A- Pohisi rupalpya gemes juga
melihatsikap pemkot yang tidak segeru mener-
- tibkan panti pijat liar dan lempat-tentpat mesum

5 DA 0
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lcrscluhung i kola ini. Apalagi, beberapu pe-
jabat pertkot yang terkail penguwasan tenipal
hiburan, hingga kini masih 1erkesun saling
melempar tanggung jawab,

Tak ingin kasus ini berlarul-larut, kemarin,
polisi: mengambil langkah prouktif. Yaitu,

liddiki panti pijat Bar dan tenpat hiburan liin
yang diindikaxikan terlibal tindak pidana.
Pembentukan tim khusus ini diungkap
Kapolwiltabes Surabaya Kombes Pol Ade
Rahardja nwelalul Kasal Reskrim AKBP R. Si-

- git Th. "Kami memung telah membeniuk tim

%2

olisi Bentuk Tim Khusus

unsur pidana di s:.unp panu pljal dan tcmgat
hiburan lain,” ujar Sigit kepada Jawa Fos,
Lmazsung AKP Bagus DRyangsehan -harinya
menjabal scbagai Kamt&DIKIH Judi Susila.
"AKP Bagus orang yanpg, tepat mengatasi

mefbentuk tim khusus yang bertugas menye-

khusus. Tim ini bertugas melacak adanya unsur-

Dlspenkot Tak Mau Disalahkan

H POLISL...
Sambungan darf hal 33

Dia banyak tahv mengenai
tempat-tempat hiburan nakal.”

Sementara itu, Kapolwiltabes
Surabayn Kombes Pol Ade Ra-
hardja agaknya ikut prihatin me-
lihat sitkap beberapa pejabat pem-
kot yang terkesan saling melem-
par tanggung jawab, terkait kasus
panti pijat liar. Dia juga menyin-
dir pemkot yang terkesan lebih
mengutamakan main tuding
daripada kerja konkret. " Duripada
saling tuding dan saling lempar,

mendingan langsung bekerja d.m .

melakukan pcnerllban sesuai’
fungsi institusinya,” ujamnya,
Sebagaimana diberitakan, para
pejabal pemkot yang terkait de-
ngan tempat hiburan belum beren-
cana melakukan penertiban tet-
hadap panti pijat liar, Mercka jus-

“tru terkesan saling melempar tang-

gung jawab. Bahkan, dalam kon-

mis talu, beberapa pejabat pemkot
melemparkan masalah penertiban

Saat hal int dikonfirmasikuan
kepada Ade, perwira polisi yang
baru saja mantu 0 hanya tertiwa
kecil. Dia menyatakan, boleh-boleh
suja para pejabat pemkot me-
leraparkan masalah ini ke polisi.

"Biar sija mereka (pejabat pemkot,”

Redy berpendapat seperti itu. Boleh-
boleh saja, yang jelas memang ugas
kami. untuk menindak perkara
pidana,” ujar Ade sambil lersenyum,
Lebih lanjut Ade menjelaskan,
polisi tidak akan menanggapi
pernyataan para pejabat pemkol
yang terkesan saling ‘melempar’
lﬂl‘l"j_.,lll’lgdeilbﬂ)’a Kalau saya
tanggapi, malah nanti T.{.]JLI‘Hl\
pada adu argumen dan pendapit
di mediu massa,” katanyi.
Sementara itu, Kepala Dinas
Pendapatan (Kadispenket) Su-
hartoyo rupanya tak ingin na-
manya disebut-sebut dalam kasus
panli pijat liar, Kemarin, pejubal
asli Lamongan yang biasanya
ndiam ini, tiba-tiba ikut-ikutan

ferensi pers di DinasPaiésih KIBU M@E%Qﬁdngawawn tem-

pat hiburan yang tidak secepat-
nya menertibkan panti piiat liar.

ini adalah Dispol PP, Dinas Pari-

‘wisata, dan Bakesbang Linmas.

"Saya bukannyd mau melem-
parkan tanggung jawab atau
menyalahkan instansi lain. Tapi,
dalam kasus ini, scharusnyit tim i
bertindak tegas menertibkan tempat
hiburar yang tidak berizin,” katanya.

Suhartoyo mengaku jengah
tnendengar instansinya ikut disa-
lahkan hanya karena menarik pajak
terhadap panti pijat liar ™ Yang perlu
diingat. pajak itu kita tarik setelah
panti pijat berdini dan melakukan
aktivitas. Bukan sebelumnya.
Artinya, kalau Disparta sejak awal
melarang panti pijat lar berdiri,
tentu tidak akan ada panti pijat liar,
dun kita tenw tidak perlu menarik
pajaknya,” papar Subartoyo. Atas
dasar itu, Suhartoyo menolik keras
jika instansinya dikait-kaitkan

dengan maraknya panti pijat liar. .-

"Dasar perarikan pgjak itu kan
sederhana. Yang pcnting ada
subyek, obyek, dan wa

masalah ini w

» Baca Polisl.. He/ 47

Tidak sda ketentuan rjﬁ lé'&ﬁlSCA ANGRAINIH. -

status perizinan. itu diatur bukan
hanva oleh perda, tapi juga Undane-
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‘Jawa Pos, 'Minggl'.l'_‘ 2?Junl2004: :
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an Pengunjung

Panti Pijat ”Plus” Tiarap

Sidik ke Lapangan, Tim Khusus
Polisi Dahului Pemkot

SURABAYA- Baru Liga hari terbentuk, tirn khusus dan
Polwiltabes Surabaya yang ditugasi menyelidiki panti

pijat liar dap prostitusi terselubung, langsung turun ke
lapangan. Seharian kemarin, tim yang dipimpin AKP .

Bagus DR 1lu mcnylstr beberapa lokasi yang tersebar di

SKRIPSI
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wilayah Surabaya Utara dan Selatan.

Sumber Jawa Pos yang ikut dalam tim iiu mengatakan,
para pemilik panti pijat yeng didatangi terkesan tiarap. Ada
yahg menginstruksikan kepada anak buahnya agar tidak
sembarangan memberikan pelavanan “plus-plus™ kepada
tamu yang belum dikenal.

"Rata-rata panti pijat yang kami datangi sepi pengunjung-

- nya. Jadi, pemilik pant pijat iarap, pengunjungnya juga tiarap,”

kata sumber Jenvu Pos itu m » Baca Pemifik. Hal 3¢
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Jawa Pos, Minggu 27 Juni 2004

Merasa Sudah Membayar Pajak

H PEMILIK...

Sambungan dari hal 29

Pia mengaku sudah menyamar sebagai pengunjung biasa dan
mendatangi salab sata panti pijat di kawasan Darmo Park. Saat i,
dia minta dilayant seevis "ekstra™ kepada wanila yang memijatnya.

"Tagi. dia nggak mau. Diiming-imingi uang iebih, juga nggak mau.
Katanya, saat ini kondisinya tak memungkinkan,” tambahnya.

AKP Bagus DR yang juga Kanit IDIK TIT Polwiltabes Surabaya,
ketika dikonfirmasi membenarkan jika anak buahnya memang tefah
disebar untuk menyelidiki panti-panti pijat yang ditengarai menjadi
ajang prostitusi terselubung. "Untuk tahap pertama, kami
memprioritaskan di wilayah Surabaya Utara dan Sclatan dulu. Scbab,
di sana paling banyak terdapat panti pijat plus,” katanya, mendampingi
Kasat Resknm Polwiltabes Surabaya, AKBP R. Sigit Triharjanto.

Meski demikian, Bagus menambabkan. dalam hal ini pihaknva
mempunyai keterbatasan wewenang. " Yang bisa ditindak polist adalah
panti pijat yang diduga melakukan tindak pidana,” ujamya. Tindak
pidana yang dirnaksud, misalnya menjadi tempat prostitusi terselubung.
“Panti pijat seperti inilah {yang menjadi tempat prostitusi} yang bisa
kami tindak. Karena dia telah melanggar peruntukannya. Mengaku
tempat pijat, tapi kok bisa esek-esek,” tandas perwira yang pernah
menjadi Kasat Reskrim Polresta Surabaya Selatan ini. :

Soal panti-panti pijat itu tak mengantongi izin, kata Bagus ini bukan
wewenang pelisi untuk menertibkannya. “fika paati-panti pijat
tersebut dirasa terlalu banyak dan menjamur, serta merusak wajah
kota, sekali lagi, ini bukan wewenang polisi untuk menertibkannya.”
tegas Bagus. Melakukan penertiban yang terkait dengan perizinan.
kata dia. seharusnya meanjadi kewenangan pemkol.

Sepeni diberitakan, dari sekitar 300-an panti pijat yanag ada di Surabaya
(data dari Dinas Pariwisata), hanya 46 saja yang mempunyai izin. Ada
indikasi, tempat-tempat tersebut telah menjadi ajang mesum terselubung.

[ronisnya, tiga instansi yang lerkait dengan penertiban panti pijal
yakni Dinas Pariwisata, Dispol PP, dan Bakesbang Linmas, terkesan
saling melempar tanggung Jawab.

Padahal, efek dari menjamurnya panii pijat plus tersebut sangat
burek bagi masyarakat. ”Bisa membuat masyarakat menjadi sangat
permisif dan acuh tak acuh terhadap lingkungannya. Dekadensi mocal
pun gampang terjadi bila masyarakat sudah bersikap seperti itu,”
kata Sckjen Dewan Kota. Pinky Saptandari. Belum lagi sambungnya,
banyaknya panti ptjat it bisa merusak wajah Kota.

Yang agak anch di sini, panti-panti pijat yang disebut tak me-
nganiongi izin itu, temyata tetap ditarik pajak oleh Dinas Pendapatan
{Dispenkot). Ini seperti pernah diakui Kepala Dinas Pendapatan Kota
Surabaya, Suhartoyo. "Dasar penarikan pajak itu kan sederhana. Yang
peming ada subyek. obyck, dan wajib pajak. Tidak ada ketentuan
mengenai status penzinan. Lty diatur bukan hanya oleh perda, tapi
juga Undang-Undang.” jelasnya saat itu. Selain iy, Suharoyo juga
herkilah, bahwa jika saja sejak awal masalah perizinan sudah
ditertibkan. tentu saja tidak akan ada panti pijat-panti pijat liar.

Karena ditarik pajak oleh Dispenkot ini, sebagian besar pemilik
panti pijat liar iersebot merasa usahanya telab ditzinkan, "Wong kami
sudah mbayar pajak sctiap bulan ke Dispenkot kok masih dianggap
liar,” kata salah saw pemilik panti pijat di kawasan Ngagel.(ano)

RJ
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Y TR YO

Wali
Kota
Berang

Perintahkan Penutupan
Panti Pijat Laar,
Pajak Dihentikan

SURABAYA — Sikap para
peiabm pomkol vang
salire melempar gz ouny jawah
terhart evirakna g paed e dar
il LIMPAL Mestun wiseinbuang,
membust Wali Kota Bumbuny
D.H. terpancing entik mengam-
bil sikap tegas, Maklum. hingea
kini. tim penertiban pemkot be-
lum meiakukan langkah-langkah
konkret. Apalagl. polisi 1erkesan
lebih responsil” meniadaklanjun
Kusus ini dengan menerjunkan tim
hhusus untak wrun ke lapangan.

Kemann, wali hota secara tegas
memerintahkan agar scluruh
pantt pijal bermasalah di ko in
dicrtibkan, " Suvy sadah meng-
hubunyes Pak Muahtads (kepala
Dinas Pariwisatie. Redoy, Pak
Suvitno Mishal vhepala Bakes-
bang Linmas, Red 1. dan Pak Ka-
dri Kusuma (Kadispol PP Red. ).
SMereka sy o mints menertibkan
seluruh punti pijat lar di Sura-
bava.” pjur Bambang Kepada
Juawa Pos,

Sikap wegas it dilontarkan Bam-
bung sewsai mendarmpungl Menten

wrkesan

39 Sava perintahkan
Disparta. Dispol PP,
dan Bakeshang Linmas
untuk secepainya
menertibkan panti

pijat Har,  ??

Negara BUMN Luksama Sukardi
saal meresmikan pembukaan
partneran Nusantara Expodi World
Trude Center. kemirin, _

Bambang mengaku kesal men-
dengur para pejabat pernkol se-
oluh cngeiun bertanggung juwab
dulam kaxns pantai-pant pijat
liae 1o, 7 Savy akuy, inilah bukt
konkrer lemahnyi koordinusi pe-
jabat pemkot m

» Baca Wali Kota.. Hal 43
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Sesalkan Langkah Dlspenkot

| WALS KOTA...
Sarnbungan dari hal 33

Pudihal. dalam seuap rapat in-
ternal di pemkot. selalu saya
sampaikan mengenui pentingnya
koordinasi dan pengawasan.

Terus terang. sudah berkali-kali
hal ini saya sampaikan. sampo
bosan rasanyva. Tapi. Aok va masih
ada pejabat yang kurang ko-
ordinust.” Ratanya.

Bambang terlihat kaget saut
mendengar balwa panti pijat Huy
Ji kota ini jundahaya mencapa
ratusan. Karena itu, Bambany
meminta tim pemkol agar se-
cepatnya hergerak menertibkan-
nya. Tim vang dimaksud Bam-
bang ini adalah tim pengawasan
tempat rekreast dan hiburan
wmwm vang diketua Bakesbang
Linmas. Selain i, tim ini juga
melibatkan Dinas Pariwisata dan
Dispol PP " Sayutidak ingin ada

:11_1[ ﬂl._l“kl‘\ LR
daium husus ini
menungg perinliah sosd, rany
tidak berizin harus ditertibhan.”
janjut Banthang henudang-ulang.

Seperti diberitakan, Dinas Part-
wisata mengungkapkan Jdu
hahwa pantt pijat liar di Kote ind
mencapat 300 lokasi. Ini berarti
hampi eraem kali kipat jumilah pana
pijal resmi vang ada 146 Jokash.
Noamun. daa Dispasta it hingga
hant tidok ditindaklanpen dengan
senertiban. Padahad, Perda Part-
wisatz fe v jela meny atbhan el
wit ~elurph tempat hiburm ving
tiduk herizin harus ditutup paksa.

Sehalikoya. para pegabat dari
Dispot PP Bakeshang Linmas. dun
Disparta justru sahing melempar
tangeung Jawah saa dianya
mengenai polemik ini. Kasus ini
menjadi semakin menarik saal
Kadispenkot Subartoye me-
matakan halia panti-pant pijut

I‘ Gk ik
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ATk be-
vt pogabal ol I,.u,mn\:run Lk
mzu disalahban. Menurat Subir-
toyo, penarikan pujak ndak adu
kaitannya dengan perizinan usihit.

Suut hal ini dikonfirmasikan
kepada Bambang, mantan dosen
IKIP Semarang i ampak er-
diam sumbil berpikic. Namuon. tak
iy kemudian, Bambang meng-
ab sanear mens esalkan tanghah
Dinas Pendapaion Kotz {Dispen-
Ok Y ang TeLAp Mmemunaut pak
perhodap panti pijat liae i
mckanismenya bagaimana, Kok
hisa. panti piiat vang Gdak ada
teinnya juga Jditank pajak.’” hata
Bambang dengan nada tinggi.
* Sava minga it {penarikan pajak
terhadap pantt piat liae, Red)
dihentikan. Kalau ewap dilaku-
kan, bisa dianggap schagai bukt
pengakuan kita terhadap panti
pijat fiue. Repot katau sudah be-
gitw,” pjarmya. (eni)

Tar o dikeian puy
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Perintah Wali Kota Diabaikan

Panti Pijat Liar
Belum Ditertibkan

SURABAYA- Perintah Wali Kot Bam-
bang I3 H. unwik menertibkan panti pijn
liar, erkesan dianggap angin labu. Bukti-
nyit, hingga Kemaring pari pejabal yang
tupokst (tugas pokok dan Tungsinya-nya
terkmndengan lempad hiburan, helumome-
rgambil kingkah konk et Jangankan mie-
bakukan penertibian, vapal membalus
masadith ind pun wrnyaa belundilakok i,

UNpgab whu va Moas, Samipan sckarang
sava kok belum pernah digjak berbicara
sual penerliban pantd pijat T upr Ka-
disparta Muhtadi kepada Jawia Pos, kena-
rin, Menurut mantom Kadispenkot ini, sc-
harusnya Bakeshang Linnges segera me-

ngumpulkan anggola Lin pengawasin
tempat hiburan dan rekreast. " Bakesbang
Linmas kan ketua tim. Jadi, mercka ba-
rusnya proaklif. Apalugl, Pak Wil (Wail
Kota Bambang D.H., fed) 1elah membue-
rikan perintah bingsung.” kage Mubtadi,
Sekindai diketahivg, i vang dimaksud
Muledi ini meliputi Bakesbang Linmas,
Dispusta, Dispol PE, dan Dispenkol, Tim
ini juga melibatkan polisi dan gartap.
Sepertidhberakan, herlarn-larutya po-
femik pant phal e membuat wali kota
berang. Dia kimgsung memeritahkan Ba-
keshang Linmas, Dispanta, dan Dispol B
unluk meneriibkan selurad panti pajat ber-
masalul tersebut. Bahkan, wali kota juga
menyemprol Dispenkut karena wetap
menartk pajak terhudap panti pijat vang
tidak herizin, Bauibang meminta penari-

kun pajak dihentikan, setelah i diadakan
penerliban menyeluruh, Namun, entah
mengap. perintin tegas Bambang ternya-
ta ditanggapi hanya adem ayen oleh tin
pengawisian pemkot.

Bahkan, Kadisparta Muhtadi juga wr-
lihat miasih hingung saat ditmya mengena
kewenangan pencttiban panti pijat lar Se-
mula, dia menyatakan bahwi penertibin
i menjadi wgas Bakeshang Linmas se-
bagat ketua tim, Namun, saat dikonlirmas]
wling. din meinhantah pernyilun erse-
but. "Eh engpak ding, Yang harus nie-
nertibkan panti pijat fiar bukan Bakestang
Linmas, tapi Dispol PP Bakesbang
Lanmas By e nguirast o pijan sy
sudah berizin,” kituhya.

Sementinz o, Kendati wali Kota meme-
intahkan penarikan paak terhadup panti

PAJAK HIBURAN SEBAGAI ..

pijat liar dihentikan, emyata Kadispenkot
Subartovoe juga belum mengambil sikap
ving jelas, Pejubat asli Lamongan ini bah-
kan mendadiik menjadi tertutup. Diaeng-
san berkomentur banyak mengenai Kasus
ini. U Sava bavusan Jditelepon Pak Yit (Su-
vitno Miskul, Kepala Bakesbang Linmas.
Redy, Katmsa, sina mau diajak berko-
ardinasi. Jadi, savu belum bisa bicara
banyuk soal penghentian pajak terhadap
panti pijat liae™ ujar Suhartoyo. Savang.
hingga berita i ditalis, Suyitne Miskal
belunmy borhasit dikonfirmasi,

Scmenian i, anggota Komisi A (pe-
nwerinihan At A Hamid mengaka Lk
Dabis pikir denzan sikap para pejabat pem-
kot vy terhesan melempemitu. " Sasa cu-
riga. Kok perihot hayakn a takut schaji ne-
nyentuf: pantd priat B katanya. (oni/Tey)
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Pemkot
Deadline
6 Bulan

SKRIPSI

Hasil Rapat
Enam Instansi
soal Panti Pijat

Liar dan Mesum

SURABAYA - Sctelah berkali-
alimendapat sortan erkt manik-
v pantt piat Har din tenipat me-
s lereluboung. pemikol akhimyn
mengambil sthap. Kemarin, enam
kepala dinas yang tupoksinya (tugas
pokok dan fungsi wrkail penga-
wiran dan pereruban lempat-lempal
i, mengeelar rapt koordinasi,
Hasilaya. seluroh panti pijat lar
diharuskan melengkapl per-
iZimannya. selambalnya sampin
akhir Desember wihun ind Jika
deadiine i diabwikan, pemkot
sensaneam akan mengobraknya
sevara besar-besaran.
Fosepahatan ity ternanyg dalam
capad vimg Jdigelar diruang Asis-
ten [ Muklas Udin, kemarin.
Rupat atu dihadin Kepala Dinas
Pendapunan Kota (Kadispenkon
Suhartove, Kepata Dinas Pari-
wisali tKadispartar Muhtadi,

PAJAK HIBURAN SEBAGAI ..

+ Pemnilik pariti ppal dideadime hingg
akhir Dasember 2004 unfuk
mergajukan izin usaha

= Dgiam koren vaakde Desember e, para
camal girminta mongawasi dan
melarang berdininya panti piiat baru
yang tak ernrin

gkan mengobeak

« Camat harus mengdentifkasl D2
pijat dr wsiayahnya masing-masng

+ Hasil ianttilas dserahikan ke

Bakesbang Linmas, selambalrya hari

i

= Pembinaan dan pengawasan
digerahkan
kopada ara
CamaiMuspika

Srrmper
Hasume rapat
Lrsppckor
Dhsoot PR
[hena=a,
Lanesasng
Lennds 220

a1tz

SRR LS AWl ST

Kopa 4 Dinas Poirt Pamany Pra

Ja R adinpe] PPY Kuadn Kusumia,

Kepaia Bukesbang Linmues Su-
o AMiskall Kabay Pemeniah-
ann Nairine, dan Koasubdin Huns .

Fastuend i Chaenesun mewahal p

boadis Infubam fuli Subianm =

+ Saca Pemkol. Hal 43
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Camat Harus Serahkan Data

HPEMKOT...
Sambung_g.z d:a_ri _har' 33

TRaminemany sepzkar antuk
memberl batas wakiu sampiy
Desember tahun imi. Sezeluh .
panti pijat yang tidak berizin akan
duertibkan. It sudah keputusan
vang disepakati para pejabar vang
menghadiri rapat di.” ujar Juli
saat ditemul Javwa Pos usal rapat,

va neajefaskan mekanis-
are pencrtbuan dun pengas asan
punit piisd a7 T, Kt akan
mmherdnn uhan purd caniad il
dule. schab, sehagian hewenang-
an pomboi sudah diserabihon ke

SKRIPSI

tingkat kecamatan,” Katany o

Ty cb papar Jul paraccane
diminta mengidentitikiand scluruh
Pttt pijut vang ada di wilayahny
Dutz itu harus diserahkan kepada
Bakesbang Linmas selambatnyva han
ini. Dan data tersebon, tisa diketahui
panti pijat mana yang tidak berizin,
dan panti pijat yang resmi.

Para camat juga diharuskan
menvosialisasikan Perda 52003
tentany Kepanwisataan, 1Crutama
mengenai Kewapiban perizinan
tempit iburan. T Perlu juga di-
tehankan, buhwa pelangyaran
terhadup Perda Pariwisata bisa
digerat sanksi denda Rp 5 jua,

PAJAK HIBURAN SEBAGAI ..

aau pidana Kurungzun selimsl
enai dulan,” papar el
Sclama proses sosialisesi ber-
kingsung. para pemithk pant pijist
diberi kesempatan untuk meng-
ajukan perizinin sesuad Ketentuan
yang ditetapkan pemkot. " Toleransi
yang kami berikan hanya sampai
akhir Desember tahan inn” tering
Tuli. Selama kwun waktn samipat
Desember tersebut, paracamat jups
dinant melakukan upava pemihi-
nuan dan pengawasin terhadup
panti ptiat di wilavahnya nusing-
musing. " Pengawasan i penting
untuk mencegah bertwmhahnya
panti pijat Har.” terang Juli. {onid)
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Jawa Pos, Kamis 1 Juli 2004

PoL te e = ks

Deadline 6 Bulan

Itu Mencurigakan

Polisi Sindir Pemkot soal
Penertiban Panti Pijat

SURABAYA - Toleransi enam bulan
vang diberikan pemkot terhadap panti
pijat liar dan mesum di kota ini. men-
dapat reaksi keras dari berbagai ka-
laneun. Ada yang menganggap. pem-
kot tidak serius, Bahkan. ada juga yang
menduga pemkat sepgaja mengulur-
ulur penertiban karena ada main de-
ngan pemilik pantl pljat.

“Mengapa harus menunggo enam
bulan? Pembot kan sudah punya
Perda Pariwisata. Ini sangat men-
curigakan.”” ujar Arifin A. Hamid,
Wakil Ketua Komisi A (pemerin-
tahan) DPRD Surabaya, kemarin.
Kader PKB ini mengaku tidak habis

SKRIPSI

e Mengapa penerliban menunggu
enam bulan?

+ Mengapa pejabat pemkot
masih saling lempar?
sMengapa Perda Pariwisata
diacuhkan?

GRAFIS CoIS Aws PLE

mikir dengan sihap pemkol vang ler-
Kesan plin-plan dan takul meng-
hadapi pant pipan lrar. 7 Kalau me-
mang pemkot serivg, seharusnva -
dak perlu menunggu sampai enam
bulan, Cukup satu atan dua minggu
saja. Negak logis kalau ada ieleransi
sampai cnam bufan.” katanya.

PAJAK HIBURAN SEBAGAI ..

Watar jtka Arifin memberikan kritik
pedas. Sehab, dia adalah sckretaris
Pansus vang telah membahas dan
merurmuskan isi Perda Pariwisata,

Sejak semuia. Arifin sudah menduga
bahwa pemkot tidak akan berant
bersikap wegas terhadap pann pijat har.
{ndikasi ini. katanva. telah terliha
sejuk pembahasan raperda pariwisata
sekitar dua twhun Falu, 7 Coba bay une-
han, perdy poriw sati i macet selalia
duie b Mengapa? Seboeb banaal
hopentisan yang bermabn i sanal”
katanvia. Sepanjang sejursh perda Ji
Surabava. baru kalt ini ada perda vang
pembahusannva membutuhkan waku
dua tahun ichih. “Lebih sepuiuh kali
raperda 1t direvisi, Inn kan anch.”
Ujaimva

v Aaca Deadline.. H3/ 43
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Camat Mengaku Belum Diberi Tahu

M DEADLINE...
Sambungan dari hal 23
Kemano, hritikan semida jugs
sempat difontarkan berbagai cle-
men masyarakat melalui bebe-
rapa radio swasta, Bahkan, ada
Juga warga yang lerang-erangan
menuduh pemkot adi main
dengan pemilik panti pijat hiar.
Sebagaimana diberitakan, setelah
rumai disorof, pemkot akhirmya
memintg selurol pandi pijat diar
melengkapi perizinannya, selast-
batas o sampai akhie Deseinber
tthun i, Fika decedtine ini diabai-
kun, pembat menganean akan
menertibthien secira paksin Pemkot
Juga metemparkan mekanisme
pengawasan dan penertiban panti
pijat liar ke tmgkat kecamatan,
Sikap it merupakan hasil rapat
yang melibatkan Kadispenkot
Suhartoyo, Kadisparta Mubtadi,
Kadispal PP Kadn Koesuma.

Kepuala Bakeshang Lvnas Suyilh
Miskal, Kabag Pemeriniahan
Nasirin, dan Kasubdine Hanas
Dinas Indokom Tasanadji Chanmsu,

Kritikian Arifin rerhadap sikap
pemkoet memang bisa dimaklumi.
Sehitb, kebijukan toleransi enam
bulan tersebul terkesin tidak me-
imiliki dasar yang jelas. Paduhal,
sesuai ketentuat, pengurisin ivin
usaha bisa dilakukan hanya
dirlam waklu seminggu,

Selain i, sikap pemkor yang
melthatkan para camatl dalam
perertiban dan pendataan panti pigat
rkesan mendadak dan tiba-tiba,
Akibuinya, hingea kemarin, belum
L camat pus yang menyerahkug
cetan panti pigal kepada Bukeshang
Linumas, Pacdabad, sesuan rekomen
chist rapalenam instinsi Selusa laly,
paca camat disminta menyerahkan
dhta panti pijad selambatnya kena-
rin. "Sampal sckarang, belum ada
camal yang menyerahkin ditapant

Pty ke kami,” Kiva kepada
Bakeshang Limnas Scayitno Miskl
ke pudi A Pos, ke,

Yang menarik, parn pejabit pem
Kot teryata masih terkesan sihing
lempar nggung jwab saa dikon
firmsi mengenai deadfine e
Bukun tadi. "Wah, kalau soal stu
Andu tuyakan sajakepada Disp-
1. eluk Suyilno, Kabag Pemerin-
tahiin, Nusivin, yang juganengikon
rupet Selasa lalu jugs merunjukkan
sikigr senadi, T Wah, tpoksi sing
tlak ada Keitannya dengan panu
pit Mas, Saya hidie datim ragpa
harei nantinya par caniil aha
ifibatkan, o sapu” Katmya,

Yang mengejutkan, beberapa
it yang dihabuangi Jove Flon
ternyata mengaku delum tah b
ditugist menertibkan panii pija
b b minka Kapsn coaina i
frenprahi tugas sepert i, Kok ki
nagak memdipal petanjuk s
sekali” nfar seorang camat v

PAJAK HIBURAN SEBAGAI ..

ez dituhis naninyie 7 Penikio
selalu begitu, Kalau sudah er-
(oK, past par camat yang di-
Kinuhing-hivamkan. Padahal, Kit
it kan hanya pelaksana di lapang-
an Ko kebijak ooy dant s tidak

Jelas, Digitinganag ki bisa be-

ke, ™ keluh cann Linnya,
Polisi Langsuny Bekerja

Sementarvita, pika pem! oUma-
sihomemberi oleransi ¢ bu-
Lo tidak demihian dearan polisi,
Setelal membentukh no khusus,
podini fapgsing bergerak eepat
dan dime-diame Sepak doa b -
lu, anggons i Khsas g ers
nvata sudaly diselva ke berbaga
pelosoh kot Mercho melasukan
peos chdikim e ludap paiti-pann
i Lo Menurun Kapebsal-
ibes Surabaya Konhes Paol Ade
Watrardjan, pooschediban au dimiak -
stdkan vtk menemokan bukl
adinva prakith prostitust o
selubung di panti-panne pijat i,

Nementara i kit masibome
Likukam penyelidik o, Sclurab pa-
it ving wdindi Surabas a kka
dataduly,” ujarmya siang Keotarin
di Mapolwiltabes Surabaya.

Mantm Kaditserse Polda Laamim
menuturkan, selain mendic umbah,
petugas juga mckihukian absers s
langsung l(.‘l'h'ld.lp s IL“LFW
panti pijad i, " Benar nggak

tempat-tempat il dijadikan ajuang

prosuiusi.” ueapnya.

Flsiinyu? Kapolwiltabes tidak
menjelskan secara adnci. Tapi dia
secart hdak langsung mengakui
batwa dari beberapa panti pijat
vang didatr tim khusus Polwiltabes,
ternyatay memang melakukan
prahtih tiesum, Panl mana sajaitu?
Kipolwiltabes belum mac men-
Jinab, “Kita terus melakukan pen-
datian. Duta-data ini juga akan kia
bundingkan dengan temuan
wartasan. Pokeknya, kita fakukan
peaselidiban dulu-lah,” ungkapny a

Yang anenarik, penyelidikan
erlehap prakiik mesum berkedok
pamit piiat. salon dan spa it tidak
hansa dilikukan oleh tim kKhusus
Pulwilbes, Kaburnya, Kapol-
wdiabws juga memenintghkan pol-
seh-poelsek Jijajaran untuk me-
Likuhan peavelidikan, Uniuk
mcpereepat penyehdikan, pol-
seh-polsek i ditlugasi mencatat
Jaemelakukan penyefidikan pan-
-panti pijat de wilayahoya ma-
sing-masing, CPokoknya seluruh
Tijtran hita libaekan,” ujar Ade Ra-
bardps. " Begitu serbukti, Lingsung
Kita tulak tegas,” ungkapnya.

Nutnun Ade nwenegaskan kermbali
hihwa nodakan yang dilakukan
pulisi hanya terkait masalah pidana
‘i;lji.l "Kit'n h;m\‘a menyelidiki soal

.unh.lhu_\ . {omlguh)
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Wali Kota Serbasalah

Kapolda Prihatin

Panti Pijat Liar

dan Mesum

SURABAYA —Kasus panti
Skt har dun mesum rupanya
membuat Wali Kota Bambang
D.H. merasa serba salah. Mak-
ium. sikap pemkot vang memberi
batas waktu enam bulan sebefum
melakukan penertiban, ternyata
tetap memicu kritikan dari ber-
bagai Kalanzan.

“Terus terang, kita ini sekarang
serba repot. Kalau mau bertindak
egas, nanti dikira tdzk manusia-
wi. Tapt kalau memberikan wakm,
malah ditudub vane tidak-tidak,”
ujsr Bambang saat dihubungi
wartawan di sela-sela acara kan-
jungan ke Ampel. Kamis kemarin,

Menurut Bambang, toleransi

enam bulan yang diberikan kepa-

PAJAK HIBURAN SEBAGAI ..

da panti pijat ltar merupakan upa-
ya pembinaan dari pemkot.
"Toleransi enam bulan itu dibe-
rikkan supaya panti pijat liar bisa
melengkapi scgala persyaratan
perizinan, Jadi, kebijakan 1erse-
but ada sist edukatifnya,” ujar
mantan dosen EKIP Semarang ini.
Seperti diberitakan, pemkot
memberi tolerans: selama cnam
bulan kepada panti pijat liar unmk
mengurus izinnya. Jika deadline
itu diabaikan, pemkot berjanji
mengobrak panti pijat ilegal it
secara besar-besaran, Namun,
deadiine ity mendapat kritikan
karena dianggap terlalu lama.
Bahkan, ada juga berhagai pihak
yang menuding pemkot ada matn

dengan pemilik panti pijut far,
Saat hal ini dikenfirmasikan
kepada Bambang, alumnus {KIP
Surabaya (sekarang Unesa, Red)
ini tampak tenang & _
¥ Baca Wali Kota. Halq7

FRANSISCA ANGGRAINI H.
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Yang Liar Harus Ditutup

B WALI KOTA...
Sambungan dari hal 33

" Sayatidak ingin berandai-andai.
Yang jelas, saya tidak pernah ter-
tkat dengan seluruh pemilik tem-
pat hiburan. Jadi, kalau melanggar,
saya minta aparat pemkot untuk
menertibkan tanpa pandang bufu.”

Sementara itu, maraknya panti pi-
jatliar di kota ini juga mengundang
keprihatinan Kapolda Jatim Ijen
Pol Drs Firman Gani. Karena it
jenderal polisi berbintang dua ini
meminta agar tempat-tempat
maksiat itu ditutap saja.

7 Kalan terbukti liar, semesonya ha-
s dimup,” ujamya Tempat-tem-
pat sepert: ir1. kata Kapolda, seang
memunculkan kondist negatf me-
ngenai tengara prostitusi yang
menyertai keberadaan panti-pand pi-
jatin. ” Ada sinyalir, panti-panti pijat
its menjadi tempat prostitusi ierse-
lubung, Itu jelas tdak bask.”

Lebihdari itu, keberadaan panti

SKRIPSI

pijat tak berizin jelus merupakan
pelanggaran. Meski demikian,
Kapolda menyatakar bahwa ke-
wenangan menutup tempat-tem-
pat ite adalah pemkot. Masalah-
nya, penutupan punti pial ite e
kait masalah perizinan.

Namun, ketika ditunjukkan fuk-
ta bahwa pemkot terkesan fempar
tanggung fawah. Firman tampak
terkejut. "Masak sih.” ungkap-
nya dengan tanda tanya.

Menurut Kapolda, pemkot seha-
rusnya membuat kebijakan vang
benar terkait masalah pand pijat in.
“Salah sat hal paling hagus vang
mesti dilzkukan pemkor adaluh
mengajak koordinasi kpia” gjarm

Mengapa dengan polisi? Ini ku-
rena polisi secary tidak langsuny
punya kewajiban terhadap kebe-
radaan pant pijat ini. Tlni sodl
tindak pidananya.” tegas Firman.

Uniuk vrusan vang saty i, Ka-
polda mencgaskan telah menye-
rahkan sepenuhnya kepada Pol-

PAJAK HIBURAN SEBAGAI ..

wiltabes Surabaya. "l tanya ke
Pak Ade {Kapolwiltabes Surahava
Ade Rahardja, Red.},” ujarnya
sambil melirik ke kapolwilabes.

Tetapi secara khusus, Firman
Gunt mensatakan dokunygan pe-
nuh erhadap tindakan vang di-
ambif Polwiliabes. Sebagaiaman
diketahui, setelah terungkap bah-
wa pant pijat liar di kota ini yang
mencapai 300 buah, Polwiltabes
Surabaya langsung membeniuk
tim khusus. Tim ini bertugas me-
lakukan penyehdikan terhadap te-
agara prostitusi tersefubung di
punf-panti itn. Saat ini, tim kho-
sus it juga telah melakukan pen-
dataan secara intens untuk me-
netumpulkan bukii-buki.

T Suava mendukung tindakuan
vang diambil Polwiltabes. Me-
avediakan tempat prostitusi itw
kan tindak pidana. Berani benar
dong, kalau polisi kemudian me-
agambil tindakan. tegas mantan
Kapolda Maluku . {guitfoni}

FRANSISCA ANGGRAINI H.
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[

£asus Fanti vial

Wonokromo
Rangking Satu

PARA camat se-Surabaya wulai menindak-
fanjati deadfine enam bulan sang diber |l\‘m [‘Ll‘l
Lot Icr[\.m pummhm rmnu p11 a liar. Unet i

Al .'_.

Cierhedip J;n; Py g de v
- ing. Hastnv e, urI\uqnu:‘m.,\ Tl
AR i gt Bar di kota 1t eersehar B 126 eminma
Ini terbihat dart hasil rekapitulast punt prot sung
didapat Jawa Pos dar Bakeshang Linma~. ke-
marin. [nstansi pimpinan Suyitno Miskal int
memany meminta para camtal mekaporkan jumbah
nanti pijat di wiiavehny o masing-masing,
Dari dara jtu, werangkap babwa Keo
Wonokremo mendudux ‘LI’]T‘Il‘r\ H pn.\m, QW

s \|-'| L
i oo L N _.mal,
-."i_i.-&ii‘l';.: i dl R TETSTENS D pE i b ot

pat diketahul ndak bova menunpuskan woo dan
Dinas Punwisata | Dispanai. alis har

Peringhat kedua diraih Kecamatan Krembangan
18 punin pajat hari. Kemudion Kecamaan Gubeng
14 pantt pryat lary, Sawahan (13 pana pipa haeh
dan Tegalsant (%1% » Sacs Wonokromo.. Hai 39

SKRIPSI PAJAK HIBURAN SEBAGAI .. FRANSISCA ANGGRAINI H.
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Wewenang Camat Hanya Membina

HWONOKROMO..,
Sambungan dari hal 29

* Sayang, tidak dijelaskan secara detad! menzenai lokas] serta ni
panti pijat liar (ersebut.

Sclain peringkat “lma besar™ terbanyak it ada juea sembilan
kecamatan yang sama sckali tidak ditempati panti pijar. baik vang
resmi atau liar. Yaitu Kecamatan Semampir, Rungkut. Karang Pilung.
Sukolilo, Lakarsantri, Gayungan, Asemrowo, Bulak. dan Pakal.
Sedangkan kecamatan lainnya rata-rata ditempati sekitar } sampai
delapan panti pijat liar.

"Data i kami dapat dan para camat yang bersangkutan, Saal
validitasnya, ya lanyakan saja kepada para camat dan lurah. Tapi.
saya yakis mercka sudah melakukanr pendatuwan dengan baik ™ ujar
Kabid Penanganan Stueygin Bokeshang Linnmas, Busbany toka,
kepada Jawe Pos, kemarin,

Data yang diungkap Bakeshang ini berheda jauh deagan vy
pernah diungkapkan Disparta. Sekitar sebulan lalu. Kadisparta
Muhtadi menyatakan bahwa pantt pijat liar di kata ini berjumlah
sekitar 300 tempat.

Lho, mengapa data Bakcbang dan Disparta berbeda? Saya sudah
konfirmasi dengan Pak Mihtadi. wakw tru, belisu bilang bahwa juinlah
300 itv diasumsikan setiap kecamatan ada 10 panti pijar. Padzhal_tidak
semua kecamatan ada panti pijar harmya,” terang Bambung,

Sepertt diberitakan, pemkot memben toierunsi s2lama enam hulan
kepada panti pijat fiar snotuk menguros idnove. Jika deadfine i
diabaikan. pemkot borjanii ahan mengobrak secara besar-hesarin,
Namun. deadiine it mendapat hritihan harens diznggap wrlalu lama,
Bahkan, ada juga berbagai pihak vang menuding pemkor ada main
dengan pemilik panti pijat lar

Semenzara . Camat Wonokromo. Ulemo SH. hanva tersemvum
saat dikonlirmasi mengenai panti pyat Bar di wilayshnya, " NMenuang,
wilayah saya banyak ditempati panti pijat. Wakw suva wiva trinnvg,
kebanyakan tdak ada vang bisa menunjukhan.” Katanva. Namun,
Utomo miengaku sudah metakukan langkah-langkah pembinaan dan
pengawasan. " Kami sudah mensosialisasikan mengensi perivma izin
usaha kepada para pemilik panti pat. Tape sampai seharang baru
satu orang yang sadsh mengajukan izin.” katanya.

Disinggung mengenai rencana obrakan terhadur pent prat liar,
Utomo mengaku betum menohinkanova, " Togas kapmi hana
melakukan pembinuan dan pe-
ngawasai. Kalaa sudah melakukon
pemrosesin, i berida di pemkon
Kiia belum mencrima perintah
seperi i, indasivi. (oni)

SKRIPSI PAJAK HIBURAN SEBAGAI .. FRANSISCA ANGGRAINI H.
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Jawa Pos, Jumat 9 Juli 2004
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Kasus Panti Pijat

L o
Sulit Dapat 1zin

DEADLINE enam bulan yang diberikan pemkot
kepada pengelola panti pijat liar umuk mengusus
izin, agaknya bakat sia-sia. Pasalnya, hampir se- - |
paro panti pifat ar tersebut tidak mampu memenuhi
keteniuan perizinan yang dipersyaratkan pemkot.

Ini terungkap dar data panti pijat liar yang didapat
Jewa Pos dan Bakeshang Linmas. kemarin. Instansi
pimpinan Suyitno Miskal int memang meminta data
panti pijat liar dari para cansat se-Surabaya.

Untuk diketahui, berdasarkan SK Wali Kota
nomor 2/2004, untuk mendapatkan izin resmi dari
Disparta, panti pijat harus memenuhi beberapa
persyaratan. Salah satunya tersedia minimal lima
ruangan pijat dengan luas setiap ruangan minimal
5 meter persegi. Setiap ruangan harus dibatasi
dinding pemisah berupa kelambu dan tidak
memiliki pintu yang bersifat permanen. Ukuran
kelambu atau korden maksimal 90 persen dari
lebar daun dan bagian bawahnya harus berjarak
40 centimeter dari lantai.

Mah, dari aspek jumlah kamar saja, banyak panti
pijat liar vang tidak memenuhi persyaratan. Dari
137 panii pijat liar {data Bakesbang) di Surabaya,
sekitar 100 lokasi ternyata diketahui memiliki
kamar pijat yang jumlabaya di bawah lima buah.
Hanya ada beberapa panti pijat liar yang jumizh
kamamya di atas ima®  » Saca Suft. Hal/ 39

SKRIPSI PAJAK HIBURAN SEBAGAI .. FRANSISCA ANGGRAINI H.
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Biasanya Hanya Kontrak Rumah

ESULIY...
Sambungan dari hal 29

Ini, misalnya, Pitrad Bu Har di J1 Tambak Rejo (8 kamar), Pijat

Madonna di J1 Tambak Adi (7 kamar), Pitrad Evi di JI Simokwagen
© (28 kamar), Aji Wijaya di J1 Kedungdoro (20 kamar), dan Sakura di
J1 Kenjeran (12 kamar).

Padahal, masth banyak persyaratan lain selain gumlah kamar. Yaiwu,
lokasinya tidak boleh berada atau dekat dengan daerah pemukiman,
tempat ibadah, dan sekolah. Dari aspek fasilitas, ada beberapa
persyaratan yang harus dimiliki panti pijat resmi. Yaiu, ruang pijai
harus berisi tempai tidur unick pijat (single) dengan Icbar tidak lehik
dani 1 meter, dan tinggi minimal 1 meter. Kamar mandi harus terpisah
dari ruang pijat. Serta, fersedia ruang untuk steam minimal duaorang.

Satain ketentzan in, setiap panti pijat harus dilengkapt fasilitas tambahan
berupa perlengkapan rias, bedak, lotion, handuk, tempai gantung pakaian,
kipas angin/AC, dan celana pendek ganti yang steri! untuk tamu. Selain

itu, panti pijat harus dilengkapi ruang funggu untuk pemijat.

Seperu diberitakan, setelah ramai disorot. pemkot men-deadline
enam bulan kepada panti pijat hiar ustuk melengkapi perizinannya.
Jika tidak, pemkot bejanji akan melakukan obrakan besar-besaran.

Kadisparta Muhtadi mengakui sulitnya panti pijat liar mendipat izin.
" Biasanya banyak panti pijat yang mengonlrak rumah dan berpindah-
pindah. Biasanya, mereka hanya menyediakan satu atau dua kamar
saja. Jadi, tidak mungkin kita memberi izin resmi,” katanya,

Mantan KadiSpenkot ini juga menyatakan bahwa pant pijat liar
yang berada di kawasan pcmukunan tidak akan mendapatkan izin
zoning dari Dinas Tata Kota. "Kalau peruntukan tanahnya untuk
pemukiman, ya nggak mungkin didirikan panti pijat di kawasan
tersebut,” tandas Muhtadi. (oni/fey)

SKRIPSI PAJAK HIBURAN SEBAGAI .. FRANSISCA ANGGRAINI H.
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Jawa Pos, Sabtu 10 Juli 2004~ |
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Penertiban Panti Pijat
Liar Kembali Mentah

SURABAYA —-Rcncana pem-
kot menyerahkan penertiban
panti pijat liar kepada para camat
agaknya tidak akan berjaian lan-
car. Schab, para camat ternyata
helum siap melakukan obrakan.
Sebaliknya. mereka justru me-
ngembalikan masalah ini kepada
um pengawasan dan penertiban
tempat hiburan pemkot.

+Kami tidak hisa melakukan
penertiban panti pijat yang tidak
berizin. Kewenangan kami tidak
sampai sejauh ity,” ujar Camat
Tegalsari Hari Tjahyono kepada
Javwa Pos, kemarin.

Kendati pernkot telah melinapah-
kan scbagian kewenangannya ke-
pada para camat, kata Han, aparat
kecarmaian belum memiiiki satana
untuk menjerat panti pijat liar.
“Scharusnya masalah ini jangan
dilimpahkan semuanya ke keca-
matan. Kalau ada pencrtiban, tetap
harus dilakukan aparat pemkot,
yaitu G pengawasan tempat hi-
buran,” katanya. "Dalam hal ini,
para camat hanya bersifat mem-
bantu,” sarmbung Hari,

Tim pengawasan tempat hiburan
vang dimaksud Hari ini adalah Ba-
keshang Linmas. Dispol PP, Dinas
Pariwisata dan Dinas Pendapatan
Kota. Sckedar diketahui, di Keca-
matmn Tegalsan terdapae 11 pana
pigat. sembilan di antarnya tidak
memiliki izin ahas lar.

PAJAK HIBURAN SEBAGAI ..

‘Camat Belum Siap

Hari Cahyono

"Camat Tegalsari © - -

*9 Jadi jangan salah,
surat dari camat bukan
-berarti iZin resmi
panti pijatfhe. 77

b

fiftg e et AR S s T e g

Pernyataan Hari ini tidak jauh
berbeda dengan ungkapan Camat
Wonokromo Utomo. Kendati
wilayahnya paling banyak panti

pijat liarnya, Utomo mengaku

tidak siap melakukan penertiban
panti pijat liar seadirian.
Sebagaimana diberitakan, rapat

“tim pengawasan dan penertiban
.tempat hiburan malam pada 29

Juni lalu menghasilkan berbagai
kesepakatan. Di antaranya, pem-

" kot memberxi deadline hingga akhir
Desember 2004 kepada panti pijat

liar untuk mengurust izin,
Discbutkan juga bahwa sebelum
deadline berakhir, para camat
harus mengawasi dan menertibkan
bertarebahnya panti pijat liar m
» Baca Camal... Hal 43

B
O
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Kewenangan
Camat
Terbatas

ECAMAT.,
. Sambungan darf hal 29

Nah, tugas inilah yang kini di-
protes para camat. Mcreka merasa
tidak pemah dilimpahi wewenang
penertiban panti pijat liar.

Lebih lanjut Harl menjelaskan,
kewenangan para camat dalam hal
panti pijat sangat terbatas.
’Sebenarnya, panti pijal yang
disebuyt liar itu telah mendapal izin
dari ketua RT, RW dan tetangza
terdekat,” katanya. ' Dalam hal
ini, para camat hanya me-
nandatangant surat yang isinya
mengetahni bahwa di wifayahnya
ada panti pijat,” katanya. Surat
dari kecarnatan, lanjut Hari, banya
menjadi pengantar bagi permilik
panti pijat untuk mengurusi izin
usaha ke Dinas Pariwisata. " Jadi
jangan salah, surat dari camat
bukan berarti izin resmi panti pijat
tho,” tandas mantan Kasuhdin
Humas Dinas Infokom ini. (oni)

PAJAK HIBURAN SEBAGAI ..
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LAPORAN HASIL PENJUALAN/PEMAKAIAN KARCIS BIOSKOP/TONTONAN

.NPWPD:DD' B

Nama Bioskop / Panitya Tomonan © .

ERNgENIEED

Ditunjul. sebagal |

[T ] Mesin Tiket (MPS)
E:! Pembukuan
E Tanpa Pembukuan

Alamal CTelpon o
Kapasitas tempat S kurs
....... S TANEZAL _ N
Tegual hari ini T e kursi
Surat penupjukar sebagai Wa Pu, Nomor Show hard ini _ Kali
KARCIS BIOSKOF YANG TERJUAL Perhitunzan PPRU
S
No. Judul Film/ Toentenan Pertun- Nomer ,
itkan Kelas | Warma | Sen Jumlah HTM Penjualat Y Puajak
Awal Akhir lembar
— I - e e — - 1 e
|
Distribusi : Disabkan okeh Dibuat oleh
Lembar | © Sub Scksi Pembuknan Persedinan pada Scksi Pembukuan Pimipman/Manager ... ... : Petugas .. e
dan Pelaporan Dinas Pendapatan
Lembar 2 © SeksiP 2 0
Lembar § . Pengusaha Bisokop / Tanionan
Lembar 4 Sub Sckst Pendataan Cabiang Dinas
[t,,,;,a,SKRIPSI Subsi Pembukuan Cabang Dinas PAJAK HIBURAN SEBAGAI .. FRANSISCA ANGGRAINI H. .
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDAPATAN

CABANG DINAS SURABAYA PUSAT

SSPD

( SURAT SETORAN PAJAK DAERAH )

Il Tsmbakrejo V / 3 Surabaya Tahun ... ...
BUabin el
FAYRTETIY L. e
ALY R : i | ) . | i '
P B

17 BROSKOPY

(')K ],’Inh{’hll'an
I SK Keberatan

f

Masa Pajak : ... .. Tahun:...... . . No Urut:. .. .. ..
Poiinde Penjualan
Setoran Ke
dumlah
No. Ayat Jenis Pajak u[r;a
P
1
i
o Jumlah Setoran Pajak
Freveoan Huraf
;
Diterima Qleh, § Tahun ...

Petugas Tempat Pembayaran

Tanggal
Tanda Tangan
Nama Tevang

Lembar 1 2 Untuk Wajib Pajak
[ embar 2 = Untuk Bendaliarawan Khoasus Penerima
| canbar ‘Sﬂ fUnluk Kasubdin Pembukunn dan Polaporan
I embay 4 - Ul Ak Kosubdin Penetapan
n[lnlui(‘ Kasubdin i
Fannbsar 60 ) Untuk Kasubchin Penagihan

v I
SKRIPSI
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Cahang Wilayah
SURABAYA ....cvvvinnnen,

PEMERINTAH KOTA SURAT PERMINTAAN PERPORASI
SURABAYA TANGGAL
DINASPENDAPATAN Kepada Yth. Sdr. Ka. Cabang Dinas Pendapatan .

Lewat Koordinator Benda Berharga
Cabang Dinas Wilayah Surabaya.............

NPWPD : D

L

Meohon agar diperporasi sebagai berikut @

No.

JENIS dan NOMOR URUT

NILAI

KODE LEMBAR

BANYAKNYA

JUMLAH ISI JUMLAH
BUKU BUKU LEMBAR

Disetujui Oleh :

Kepala Cabang Wilayah Surabaya ...

NIP

Diperiksa Oleh :
Ka. Sie Pendataan

PEMOHRON

NP

- Lembar 1 - Sub Bin. Pembukizan dan Pelaporan
- Lembar 2 - Sub, Bin. Pendaftaran dan Pendataan
- Lembar 3 - Untuk Wajib Pajak / Retribusi

- Lembar 4 - Untuk Sub. Bag, Perlengkapan

MODEL : DPC. 1L, 86 ( MOD )

SKRIPSI

PAJAK HIBURAN SEBAGAI ..
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Ji. Jimerto No. 25 - 27 Surabaya

DINAS PENDAPATAN

SURAT PERMINTAAN BENDA BERHARGA

NPWPD
Dari
Kepada Yth.

Dinas Pendapatan Kota Surabaya

Ka. Sub. Bag. Perlengkapan dan Benda Berharga

No. SPBB

- Tanggal dimunta

Tanggal disetujui

HARAP DIKIRIM BENDA BERHARGA SEBAGAI] BERIKUT :

Banyaknya Diminta

Banyaknya Diminta’

. . e - Kode Nilai
0. NAMA BENDA BERHARGA B R 5B Jumiah Isi lembar/ Jumlah Jumlah Is1 lembar/ Jumlah
Blok Blok Lembar Blok Blok Lembar
Diminta Oleh : Diketahui Oleh : Diperiksa Otleh : Diketahui Oteh :

- Lembar 1 - Ka. Sub. Bag. Perlengkapan dan Benda Berharga
- Lem%gl:%ﬁ%ie Persediaan, Sub Din Pembukuan dan Pelaporan

-Lem
- Lembar 4 - Petsgas Gudang

ntuk Wajib Pajak / Wajib Retribust

PAJA

Kepala Sub Din Pembukuan dan Pelaporan

K HIBURAN-SEBAGAI ..

Ka. Dipenda

FRAREISCA ANGGRAINI H.
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PEMERINTAH KOTA SURABAYA S S P D
DINAS PENDAPATAN _
CABANG DINAS SURABAYA SELATAN ( SURAT SETORAN PAJAK DAERAH )
JI. Dukuh Kupang Barat No. 1 Surabaya Tabhun..........cceein
Nama D e e e e
Alamat T UUUUTR
NPWPD OO O] 3 I
Menyetar berdasarkan *) [} skpPD [] sTPD [ Lain -lain
[] skroT (C} sPTPD |
D SKPDKB |:] SK. Pembetulan
[l skpoxkeT [:] SK Keberatan
Masa Pajak : ..........ceeee.e... Tahun ¢ ......... Na. Urut ; ........
Periode Penjualan
SeloranKe
No. Ayat Jenis Pajak Juglah
p.
Jumlah Setoran Pajak
Dengan Huruf
Diterima aleh, b o Tahun.........
_ Peanyelor
Petugas Tempal Pembayaran
Tanggal
Tanga Tangan
Nama Terang . s ]
Catatan- 2« « Lembar 1 : Unltuk Wajib Pajak
%0 "'I_Lembar 2 1 Untuk Bendaharawan Khusus Panerima
B t“ Lembar 3 : Uniuk Kasubdin Pembukuan dan Pelaporan
': ° L }embar 4 : Untuk Kasubdin Penslapan
o% ®démbar5 ; Uniuk Kasubdin PE
_w- v cLambar 6 ; Unluk Kasubdin Penagihan & Keberatan

*y Bert Tanda V pada Kotak r—l seasuai dengan ketolapan yang dimiliki
SKRIPSI PAJAK HIBURAN SEBAGAI .. FRANSISCA ANGGRAINI H.



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
IR - PERPUSTAYAAN SN MERN YR PRAIRCA

CABANG DINAS SURABAYA

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ( SPTPD )

{ Billiard, Permainan Anak, Permainan Ketangkasan )

. DATA SUBYEK

1.
2.
3.
4.

Nama Pengusaha
Atamat Pengusaha
Status / Jabatan
Nomor Telpon

il. DATA OBYEK

1.

o wn AW N

. LAl
1.
2.
3.

@ Ok

Nama Usaha

Alamat Usaha

Nomor Te!pon

Konstruksi Bangunan

Jam Buka/Tutup

Kapasitas

- Bifliard/Permainan Anak
Permainan Ketangkasan

Tarip Per-game

Tarip Per-Coin

Tarip makanan
minuman

................ Meja, ............... mesinfunit
U Rp. /per-game

................. Rp. .ccccco.oooeo.... Iper-game
TP Rp. {per-coin

................. RpP. .ceccoicenen.... fper-coin
»Tertinggi Rp. oo Terendah Rp. ...................
D Terting@i Rp. ..o Terendah Rp. ...

{Foto capy terlampir)

Pendapatan Rata-rata perhari .
a. Penerimaan penjualan Coin / game Rp. .o, T
b. Penerimaan penjualan makanan/minuman  Rp. .. ...

Status Waijib Pajak

N-LAIN

Cara pelayanan pesanan
Cara pembayaran di Kasir
Pembavyaran diberikan bukti

Jumiah karyawan

Pencatatan penjualan
Keterangan lain

Pelugas

“) Coret yang tidak perlu

SKRIPSI

Junmilah = Rp. o

T a. WP Baru

b, WP Lama sistim pembayaran bon/taksasi
¢. Pembayaran pajak perbulan Rp. ...

Ditulis di slip order/lesan *)

- Memakaiftidak memakai "} Mesin Cash Register

- Bon/Slip mesin Cash Register/Tidak diberikan
bukti pembayaran *)

Pria . ... Wanita ................

Dihukukan / tidak dibukukan ™)

Surabaya, ...
Pengusaha/Pengelola

PAJAK HIBURAN SEBAGAI .. FRANSISCA ANGGRAINI H.




IR - PEREYAERMNT AN \KBR SURAMA
DINAS PENDAPATAN
CABANG DINAS SURABAYA ..........cccovevmreviennen

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH { SPTPD )
{ Rumah Makan, Depot, Warung )

. DATA SUBYEK

1. Nama Pengusaha L e e ettt e e e eaaaa
2. Alamat Pengusaha OO TP U DU PU PP UTRTRTDUPPPPPOTOY
3. Status / Jabatan RPN
4. Nomor Telepon U
l. DATA OBYEK
1. Nama Usaha ettt eeeeeet e eeeto—eeeettaaeeeeeteeeeaaeennaeeeaaaerans
2. Alamat Usaha USRS OU OO [OOSR
3. Nomor Telepon PP
4. Konstruksi bangunan . Permanen/Semi Permanen *)
5. Jam bukaftutup e e ey
B. Kapasitas PO
- RM/Depot/Warung e Meja
U Kursi
Ruang karaoke .................... kamar
7. Tarip makanan D Tertinggi Rp. o Terendah Rp. ....ccoovivees
minuman ;D Tertinggi Rp. .o, Terendah Rp. ....................
Ruangan Karaoke : Rp. ... / per-Jam

(foto copy terlampir)

8. Pendapatan Rata-rata perhari:

a. Penerimaan penjualan makanan/minuman  Rp. ...
b. Penerimaan penjualan ruangan karaoke RD. coveeeennn i
RP
9. Status Wajib Pajak :a. WP Baru
b, WP lama sistim pembayaran bon/taksasi
¢. Pembayaran pajak perbulan Rp. ...
lll. LAIN-LAIN
1. Cara pelayanan pesanan . Ditulis di slip order/lesan ™}
2 Cara pembayaran di Kasir . -Memakai/tidak memakai *) Mesin Cash Register

3. Pembayaran diberikan bukti : -Bon/Slip mesin Cash Register/Tidak diberikan
bukti pembayaran *)

b

Jumlah Karyawan c Pria.L Wanita ...
Pencatatan penjuatan . Dibukukan / tidak dibukukan *)
6. Keterangan lain

w

Surabaya, ...
Petugas Pengusaha/pengelola
*} Coret yang tidak perlu
Madel : DPD 11 04/Mod.
SKRIPSI PAJAK HIBURAN SEBAGAI .. FRANSISCA ANGGRAINI H.




PEMERINTAH KOTA SUBAERAPUSTAKAAN UNIVERSITAS A'R'—ANG@ﬁayah 1 everererererertraan e
DINAS PENDAPATAN Kecamatan
JI. Jimerto No. 25 - 27

.........................

Kelurahan L e riaas

LAMPIRAN : HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

Nama L emmauvareauttrreatsiLrtsmanatEtaamEeeTEEETeareia S eeaer A nEEE e NSt e RO aeeeEALedEosfan s sennraaannntbanmn et e amntsbanns
Alamat % eeeevaeamtan e aeeeieeesqimnn e aaareaeieetinbee s s et A aaeeae eaenetaeananeenntaanraesaeereereesesnnstasnonnansrerrens
N OMIOT K ORNIT ittt e e et vt ebt e e et e e be e tr et e e e e e s ossanamnsaeme e et eatnsaaansseannnssmnesrases
NPWPD., |—

BUKTI PEMERIKSAAN
Pada har INiicinnis Tanggatl... etnerrrreee e eeeeee JBM L

telah diadakan pemeriksaan ditempat, dengan hasil sebagau berikut :

Surabaya, ...,

Petugas Pemeriksa,
Mengetahui

Walib Pajak / Wajib Retribusi . N|p

Nip.
SKRIPSI PAJAK HIBURAN SEBAGAI . FRANSISCA ANGGRAINI H,
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